DIALEKTIKA HUKUM ISLAM DAN
PERUBAHAN SOSIAL
(Aktualisasi Pemikiran Ibnul Qayyim al-Jauziyah
Tentang Perubahan Hukum Pada Putusan Hakim
Pengadilan Agama)

PENULIS

Rusdaya Basri

EDITOR

Muhammad Kamal Zubair



KATA PENGANTAR

PUEG S PENg | o Jpowen
S Al g 83all g o Sh 3a i) Ao KAl g oden (Ba o Cpallall iy 4 daal)
MMMJ&M\Mj@s&\ULAMMJMJJJU\@J

Segala puja dan puji, hanya kepada Allah swt., wajib dipersembahkan.
Berbarengan salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjugan Nabi
Muhammad saw., sebagai rasul terakhir, dan sebagai uswatun hasanah bagi umat
manusia, kepada para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang setia. Kalaulah
bukan karena rahmat dan hidayah Allah, taufik dan ma unah-Nya tidaklah
mungkin buku yang berjudul Dialektika Hukum Islam Dan Perubahan Sosial
(Aktualisasi Pemikiran lIbnul Qayyim al-Jauziyah Tentang Perubahan Hukum
Pada Putusan Hakim Pengadilan Agama) ini dapat terselesaikan penyusunannya,

meskipun telah disertai ketekunan dan kerja keras dalam penyusunannya.

Diakui sepenuhnya, dalam melakukan penulisan buku ini, diperlukan
suatu kemampuan dalam menuangkan ide-ide dan konsep pemikiran secara
sistimatis dan ilmiah, sehingga tidak menutup kemungkinan masih banyak
kekurangan di dalam penyusunan buku ini. Oleh karena itu dengan segenap
kerendahan hati, saya memohon kritikan dan saran-saran yang sifatnya konstruktif
guna kesempurnaan buku ini, karena dalam penulisannya, banyak menemukan
hambatan.

Melalui buku ini, dipersembahkan ucapan terima kasih dan penghargaan
yang setinggi-tingginya kepada segenap pihak yang telah memberikan bantuan
material maupun in material tanpa terkecuali yang telah banyak membantu dan
memberi inspirasi penting sampai selesaianya penulisan buku ini.

Semoga Allah swt. mencurahkan yang terbaik kepada mereka, dan kami
senantiasa mendoakan mereka agar senantiasa mendapat naungan rahmat dan
hidayah-Nya. Akhirnya kepada Allah swt., kupersembahkan puja-puji dan syukur



yang tidak terhingga, dan semoga buku ini dapat memberi manfaat dan barakah
kepada penulis dan kepada segenap pembacanya.



BAB |

HUKUM ISLAM DAN TEORI PERUBAHAN SOSIAL

A. Hukum Islam dan Perubahan Hukum

Sejarah sosial kehidupan manusia selalu mengalami gerak dinamis yang
berbeda dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, perubahan sosial akan selalu
mengisi setiap perjalanan kehidupan manusia dan akan menjadi proses dari
kehidupan itu sendiri.! Kehidupan manusia terus mengalami perubahan yang
diakibatkan oleh perubahan pola hubungan sosial yang mengalami
perkembangan sebagai wujud dari eksistensi manusia sebagai makhluk sosial
yang selalu bersoasialisasi.

Perubahan sosial menurut Farley dalam Pidtr Sztompka adalah
“perubahan pola perilaku, hubungan sosial, lembaga dan struktur sosial pada
waktu tertentu.”? Gillin dan Gillin dalam Abdul Syani mengemukakan bahwa
perubahan-perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang
telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis,
kebudayaan materil, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya
difusi maupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.® Secara singkat

Samuel Koenig mengungkapkan bahwa perubahan sosial menunjuk pada

'Elly M. Setiadi & Usman Kolip, Pengantar Sosiologi; Pemahaman Fakta dan Gejala
Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya, (Cet. Il; Jakarta: Kencana, 2011), h. 613.

2piotr Sztompka, The Sosiology of Social Change, terj. Aliman, Sosiologi Perubahan Sosial
(Cet. VII; Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 5.

3Abdul Syani, Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h.163.
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modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia karena
sebab-sebab intern maupun sebab-sebab ekstern.*

Perubahan-perubahan masyarakat bisa berkaitan dengan: nilai-nilai
sosial, norma-norma sosial, pola-pola prilaku organisasi, susunan lembaga
kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang,
interaksi sosial dan lain sebagainya.® Talcott Parsons, seperti diuraikan oleh
Stjipto Rahardjo dalam Ahmad Ali mengemukakan bahwa penemuan di bidang
teknologi merupakan penggerak perubahan sosial.® Teori tentang penemuan-
penemuan di bidang teknologi dikemukakan oleh William F. Ogburn dalam

Soerjono Soekanto bahwa:

“Penemuan-penemuan baru di bidang teknologi merupakan faktor utama
yang menjadi penyebab terjadinya perubahan-perubahan sosial, karena
penemuan-penemuan tersebut mempunyai daya berkembang yang kuat.
Organisasi ekonomi merupakan faktor kedua, karena manusia pertama-
tama bermotivasi pada keuntungan ekonomis yang dimungkinkan adanya
perubahan-perubahan di bidang teknologi. Hukum hanya merupakan
refleksi dari dasar-dasar teknologi dan ekonomi masyarakat”.’

Perubahan-perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat sebagaimana
yang dikemukakan di atas, dapat diketahui dengan cara membandingkan
keadaan masyarakat pada waktu tertentu dengan keadaan di masa lampau.

Melakukan studi perubahan sosial, dan melihat adanya perbedaan atau

4Samuel Koenig, Mand and Society, the Basic Teaching of Sociology (New York: Barners &
Noble Inc, 1957), h. 279.

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru (Cet. XXXXI; Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2007), h. 259.

6Ahmad Ali dan Wiwie Heryani, Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum (Cet. II;
Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 180.

"Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Edisi. | (Cet. XX; Jakarta: Rajawali Pers,
2011), h. 109.



perubahan kondisi obyek yang menjadi perhatian studi, dan kemudian dilihat
dari konteks waktu yang berbeda.

Perkembangan dunia yang semakin maju disertai dengan era globalisasi
dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dalam beberapa
bidang kehidupan masyarakat, seperti medis, hukum, sosial serta ekonomi telah
membawa pengaruh yang besar, termasuk persoalan-persoalan hukum.
Masyarakat Islam sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari urusan
dunia, tidak dapat melepaskan diri dari persoalan-persoalan yang menyangkut
kedudukan hukum dalam kehidupan. Untuk mengawal hukum Islam tetap
dinamis, responsif dan memiliki adaptabilitas yang tinggi terhadap tuntutan
perubahan sosial yang terjadi, dengan cara menghidupkan dan menggairahkan
semangat berijtihad di kalangan umat Islam. Pada posisi ini, ijtihad merupakan
inner dynamic bagi lahirnya perubahan untuk mengawal cita-cita universalitas
Islam sebagai sistem ajaran yang s}a>lih}un li kulli al-zama>n wa al-maka>n.

Efektif atau tidaknya aturan hukum sangat bergantung pada mampu atau
tidaknya aturan hukum itu menyusuaikan diri dengan perubahan
masyarakatnya. Ketika hukum tidak mampu lagi menyusuaikan diri dengan
perubahan yang telah terjadi di dalam masyarakat, maka akan berlaku pameo
hukum: het recht hink achter de feiten aan (hukum senantiasa terseok-seok
mengikuti peristiwa yang seyogianya diaturnya). Huntintong Cairos,
sebagaimana dikutip Ahmad Ali telah mengemukakan bahwa:

“Tidak mungkin untuk mengetahui bagaimana hukum beroperasi tanpa
mengetahui secara luas faktor-faktor yang menyebabkan perubahan-



perubahan dalam masyarakat dan faktor-faktor yang menguasai
perkembangannya”.®

Ungkapan Huntintong Cairos di atas menunjukkan betapa pentingnya
untuk mengkaji bagaimana keterkaitan antara perubahan hukum dan perubahan
masyarakat. William F. Ogburn sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto
mengatakan bahwa “hukum tertinggal, apabila hukum tersebut tidak dapat
memenuhi kebutuhan masyarakat pada suatu waktu dan tempat tertentu.”
Tertinggalnya kaidah-kaidah hukum dapat mengakibatkan terjadinya suatu
disorganisasi, yaitu suatu keadaan di mana kaidah-kaidah lama telah pudar,
sedangkan kaidah-kaidah baru sebagai penggantinya belum disusun atau
dibentuk. Keadaan tersebut selanjutnya dapat menyebabkan terjadinya anomie,
yaitu suatu keadaan yang kacau, oleh karena tidak adanya pegangan bagi para
warga masyarakat untuk mengukur kegiatan-kegiatannya.’Dengan demikian,
kaidah-kaidah hukum seyogianya selalu sejalan dan selaras dengan
perkembangan zaman dalam mengantisipasi perubahan-perubahan sosial yang
terjadi di masyarakat.

Pemikiran bidang hukum Islam dalam konteks historis, memperlihatkan
kekuatan yang dinamis dan kreatif dalam mengantisipasi setiap perubahan dan
persoalan-persoalan baru. Hubungan antara hukum Islam dan perubahan sosial
telah teraktualisasi dalam realitas sejarah perkembangan hukum Islam sejak
masa konsepsi sampai perkembangan terakhir pada zaman modern sekarang
ini. Masa konsepsi pada zaman Nabi Muhammad, perubahan hukum dikenal

dengan istilah nasakh (penghapusan hukum dengan teks yang baru dengan

8Ahmad Ali dan Wiwie Heryani, Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum, h. 199.
Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, h. 115-116.
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adanya jeda waktu). Misalnya, pada awal kemunculan Islam, keislaman orang-
orang belum kuat, maka kebiasaan ziarah kubur dilarang oleh Islam untuk
menghindari kemungkinan terjadinya syirik kepada Allah. Akan tetapi, pada
perkembangan berikutnya, ketika keislaman masyarakat telah dinilai kuat,
maka kebiasaan ziarah kubur itu diperbolehkan sebab kemungkinan tidak akan
terjadi lagi syirik kepada Allah. Ini tergambar dalam hadis Nabi Muhammad
saw.
g ade @ B & 0L 06 06l fe 3uni o8 A e b
n(plies 3150 )b s 5 sl 555 de plig
Artinya:

“Dari ‘Abdullah bin Buraedah dari bapaknya berkata: Rasulullah saw.
bersabda saya dulu melarang kamu berziarah kubur, maka sekarang
berziarah kuburlah kalian”.

Pasca era Nabi, selanjutnya adalah era sahabat yang juga memiliki
otoritas untuk menetapkan hukum yang bersumber dari al-Qur’an dan hadis.
Selain itu para sahabat berijtihad dengan memperhatikan perkembangan
sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Misalnya, keputusan
Khalifah ‘Umar bin Khat}t}a>b (w. 23 H) tentang harta rampasan perang
(ganimah), Kkhususnya harta yang tidak bergerak. Setelah ‘Umar
memperoleh informasi tentang keberhasilan tentara Islam membebaskan

Syam, Irak, dan negeri Khusru (Persia) maka ‘Umar merasa perlu membuat

©1ma>m Muslim, Saki>h} Muslim, dalam Bab Isti ’zan al-Nabi> saw. Rabbahu ‘an Ziya>rati
al- Qabri. Juz. 5, [{CD. ROOM, Maktabah Syamilah}}], h. 107.
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kebijakan kontroversial demi menjaga stabilitas moneter negara yang ketika
itu sedang mengalami krisis.

Berkenaan dengan harta yang bergerak, ‘Umar sepenuhnya
melaksanakan ketentuan yang telah digariskan QS al-Anfal/8: 41 dan
dipraktikkan oleh Nabi Muhammad saw. ‘Umar mengambil seperlima untuk
negara dan membagikan empat perlimanya kepada masing- masing tentara.
Akan tetapi, berkenaan dengan tanah pertanian, ‘Umar berpendapat lain.
Menurut ‘Umar, tanah itu harus dikuasai oleh negara dan tidak dibagikan
kepada para tentara dengan cara membiarkan berada di tangan pemilik asalnya
tetapi dengan mengenakan pajak (kharaj). Pemasukan pajak dianggarkan untuk
kepentingan rakyat secara umum, setelah dipotong gaji tentara yang bertugas di
pos-pos pertahanan di negeri-negeri yang dibebaskan tersebut.*

Khalifah ‘Umar bin Khat}t}a>b, dalam kasus lain tidak menghukum
tindak pidana pencurian yang dilakukan pada masa krisis ekonomi'?sebab
penjatuhan hukuman itu pada masa krisis ekonomi tidak akan dapat
merealisasikan tujuan hukum yang akan dicapai, sebab motif untuk melakukan
pencurian itu lebih kuat pengaruhnya dibanding hukumannya. Realitas itu
merupakan representasi dari pemikiran Khalifah ‘Umar bin Khat}t}a>b
yang rasional dan meskipun dinilai kontroversial dalam menetapkan hukum.
Hal tersebut menunjukkan bahwa ‘Umar sangat memperhatikan kondisi

sosiologis masyarakat. Pandangan Umar tentang hukum dapat berubah

"Nurcholish Madjid, Islam; Doktrin dan Peradaban (Jakarta: Yayasan Wakaf
Paramadina, 1995), h. 392.

PRuwai‘i> al-Ruhaili, Figh ‘Umar lbn al-Khat}t{a>b (Bairu>t: Dar al-Garb al-
Islami, 1983), h.290.



apabila kondisi sosial berubah. Karakteristik pemikiran yang demikian juga
diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain, misalnya ‘Abdullah bin Mas‘ud,
Zaid bin Sabit, dan sahabat lainnya.’* Hal yang sama dilakukan oleh
khalifah ketiga Usman bin Affa>n dan khalifah keempat ‘Ali bin Abu>
T}a>lib dalam menetapkan prinsip barang temuan.**

Periode berikutnya, muncul tokoh-tokoh mazhab masing-masing
memiliki formulasi kerangka berpikir dan metodologi sesuai dengan
perkembangan sosial budaya masyarakat setempat. Seperti Imam Abu>
Hani>fah (80 H-150) terkenal dengan istizsan-nya, Imam Ma>lik (93 H-179 H)
dengan magslakah mursalah-nya, dan Imam Sya>fi‘i> (150-204 H) dengan
Kiyasnya. Semua metode ini selalu mempertimbangkan kemaslahatan
masyarakat, bahwa apabila kemaslahatan itu mengalami perubahan, maka
konsekuensi hukumnya pun akan mengalami perubahan pula. Selain itu, Imam
Sya>fi‘i> juga terkenal dengan qaul al-gadi>m dan gaul al-jadi>d-nya,*® yaitu
perubahan fatwanya setelah bermigrasi dari Irak ke Mesir sebab perbedaan
kondisi sosiologis yang ditemukan pada kedua negara itu.

Setelah periode imam maz|hab berakhir, berikutnya para ulama yang
menformulasikan teori-teori hukum, seperti Najmuddi>n al-Tafi> al-Hanbali>

(675-716 H)¥*dengan teori maslakah yang menyatakan bahwa apabila

BMuh{ammad ‘Ali al-Sa>yis, Tarikh al-Figh al-Islami (Al- Qahirah: Maktabah
Muh{ammad ‘Ali Subaih wa auladih,t.th), h.45.

14Lihat Al-Ima>m Yu>suf al-Qard{a>wi>, Al-Siya>sah al-Syar ‘iyyah fi> D}aui Nus}u>s} al-
Syari> ‘ati wa Maga>sjiduha>, (Cet. IV; al-Qa>hirah: Maktabah Wahbah, 2011), h. 235-236.

15Jaih Mubarak, Modifikasi Hukum Islam: Studi tentang Qaul al-Qadi>m dan Qaul al-Jadi>d
(Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 162.

BLihat Imam al-Tafi>, Risalah Fi> Ri‘ayah al-Maslakah, ditahkik oleh Ah{mad ‘Abd
Rahi>m al-Sa>yih (Cet. I; al- Qahirah: Dar al-Mis{riyah waLubna>niyah, 1993), h. 24.
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maslakah berkontradiksi dengan teks atau ijmak, maka yang harus
diperioritaskan adalah magslakah atas dasar takhsi>s dan bayan. Selain itu,
Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah (691-751 H) dengan teorinya monumental teori
perubahan sosial yakni“tidak dapat dipungkiri terjadinya perubahan hukum
sebab perubahan waktu, tempat, keadaan, niat dan adat.”'’Abu lIshaq al-
Sya>tibi> (730-790 H) dengan teori maqgasid al-syari ‘ah,'® juga memosisikan
maslakah sebagai tujuan hukum Islam yang harus menjadi fokus seorang
mujtahid dalam menetapkan hukum Islam.

Para pemikir hukum Islam muncul di Indonesia yang merepresentasikan
pemikir-pemikir personal, di antaranya adalah Hasbi al-Shiddiqi dengan tema
fikih Indonesia,'® Hazairin dengan fikih mazhab nasional, Munawir Syadzali
dengan reaktualisasi ajaran Islam,?° K. H. Ali Yafi dan Sahal Mahfudz dengan
fikih sosial.?* Beberapa tema fikih bercorak lokal yang diangkat oleh para
tokoh tersebut, menunjukkan bahwa mereka ingin mendesain hukum Islam
selalu bersinergi dengan perkembangan kondisi sosiologis masyarakat yang
dinamis, sehingga hukum Islam dapat dihayati sebagai hukum yang Raizmatan
li al-‘4>lami>n dan dapat menjawab tantangan perubahan dinamika sosial

masyarakat.

Lihat Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, ‘Tlam al-Muwagqqi‘i>n an Rabbi al-‘Alami>n, Juz. 3
(Cet. I; al- Qahirah: Dar al- Hadi>$, 1993), h. 5.

18 ihatAbu> Ishag Ibra>hi>m bin Misa al-Sya>tibi>, al-Muwa>fagat fi> usu>li al-
Syari> ‘ah ditahkik oleh fadilah Syaikh Abdullah Da>raz, Juz. 2 (Bairu>t: Dar al-kutub al-‘Tlmiyah, t.
th.), h. 7-30.

BLihat Nourozzaman Shiddigi, Figh Indonesia Penggagas dan Gagasannya (Cet.l;
Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1997), h. 171-211.

20 jhat Munawir Sjadzali, Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. DR. H. Munawir
Sjadzali, MA. (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1995), h. 87-102.

2 ihat K.H. Ali Yafie, Menggagas Figih Sosial (Bandung: Mizan, 2000), h.161.Lihat
juga Sahal Mahfudh, Nuansa Fikih Sosial (Cet. VI; Yogyakarta: LkiS, 2007), h. XXXV.
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Berkaitan dengan hal tersebut, Pengadilan Agama sebagai salah satu
pelaksana kekuasaan kehakiman di negara Indonesia selalu mengikuti dinamika
kehidupan masyarakat, sehingga diperlukan kreativitas hakim sebagai penerap
dan penggali hukum. Secara epistimologi, hakim adalah penemu hukum
terapan (materi) dalam aneka ragam kasus yang kemudian menjadi

yurisprudensi.??

Mengacu pada kenyataan di atas, maka peranan hakim sangat strategis,
sebab bukan saja menggali dari pengalaman empiris, tetapi juga sebagai
pembaru citra lembaga peradilan dan hukum di Indonesia. Hakim tidak hanya
melakukan pekerjaan rutin merintis perkara, akan tetapi senantiasa melakukan
refleksi dan abstraksi empiris terus menerus yang dapat melahirkan ijtihad
inovatif dalam pembangunan hukum. Para hakim Peradilan Agama dituntut
untuk lebih aktif dan kreatif menemukan hukum dalam membuat putusan.
Penemuan hukum itu bukan saja dapat menciptakan keadilan, tapi juga
melahirkan pembaruan hukum Islam.

Bagir Manan dalam Herman Syah mengemukakan bahwa penemuan
hukum dalam hukm Islam terbuka lebar melalui jalan ijitihad. Penemuan
hukum telah dilakukan ratusan abad lalu oleh khalifah ‘Umar bin Khat}t}a>b.
Penemuan hukum banyak dilakukan para hakim di negara-negara yang
menganut sistem common law. Meski demikian, di Indonesia yang menganut
sistem civil law, para hakim tetap dapat melakukan penemuan hukum. Para
hakim Peradilan Agama, di satu sisi terikat pada sistem civil law, di sisi lain

mengimplementasikan Islamic law, perlu melakukan penemuan hukum apabila

22| ihat Chainur Arrasyid, Dasar-Dasar llmu Hukum (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h.
74.



peraturan perundang-undangan kurang jelas, terjadi pertentangan hukum atau
ada kekosongan hukum. Oleh karena itu, hakim Peradilan Agama tidak hanya
sekedar menjadi corong undang-undang, akan tetapi mempunyai hak dan
kewajiban untuk melakukan penemuan hukum, penciptaan hukum, agar
putusan yang diambil sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. 23
Hukum yang baik menurut Radbruch, sebagaimana dikutip Widodo Dwi
Putro yaitu ketika hukum tersebut memuat kepastian hukum, kemanfaatan dan
keadilan. Sekalipun ketiganya merupakan cita hukum (Rechtsidee), namun
masing-masing nilai mempunyai tuntutan substansi yang berbeda satu dengan
yang lainnya, sehingga Kketiganya mempunyai potensi untuk saling
bertentangan.?*Bentham dalam Syarif Mappiasse berpendapat bahwa ada
beberapa situasi yang tidak memungkinkan tujuan-tujuan itu digabungkan,
ketika muncul kontradiksi di antara tujuan-tujuan itu perlu ditemukan cara
untuk memutuskan mana tujuan yang lebih diutamakan.?® Bismar Siregar dalam
Darji Darmodiharjo menegaskan bahwa bila untuk menegakkan keadilan lalu
kepastian hukum harus dikorbankan, maka itu yang dilakukan karena hukum

itu hanyalah sarana sedangkan tujuannya adalah keadilan.?®

BHerman Syah, “Hakim Peradilan Agama Perlu Memperbarui Hukum Islam di
Indonesia”, http://www.pa-klaten.go.id/index.php/112-hakim-peradilan-agama-perlu-
memperbarui-hukum-islam-di-indonesia. (9 April 2016).

%Widodo Dwi Putro, Kritik terhadap Pradigma Postivisme Hukum (Yogyakarta: Genta
Publishing, 2011), h. 246-247.

Gyarif Mappiasse, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim (Cet, Il; Jakarta:
Prenadamedia Group, 2017), h. 4.

%Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum (Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 2008), h. 156.
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Berdasarkan pemaparan di atas maka tujuan hukum itu terbagi tiga
yaitu: keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Oleh karena itu di dalam
pertimbangan hukum setiap putusan hakim, hakim selalu berorientasi pada ke
tiga tujuan hukum tersebut yang selalu ingin diwujudkan secara integratif di
dalam pertimbangan hukum putusan hakim, vyaitu: keadilan dalam
hubungannya dengan norma hukum positif (kepastian hukum), keadilan dalam
hubungannya dengan norma sosial (kemanfaatan), dan keadilan dalam
hubungannya dengan norma moral (filosofis). Karena hal tersebut telah
diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan
kehakiman.

Justice Oliver Wendell Holmes sebagaimana dikutip Ahmad Ali dalam

L.B. Curzon, mengingatkan bahwa:

“Hukum tidak dapat ditemukan hanya dengan melakukan penyelidikan
terhadap aturan-aturan hukum. Pemusatan perhatian hanya pada aturan-
aturan tersebut justeru akan membahayakan profesi hukum, karena

pemusatan seperti itu akan mengarah kepada pengabaian terhadap konteks

yang lebih luas yang telah memberikan makna sosial bagi hukum”.?’

Pengaruh pandangan positivis melahirkan aliran legisme, di mana hakim
hanya dipandang sekedar sebagai “terompet undang-undang”, atau sebagai
“bouche de la loi” saja. Sejalan dengan ini, Montesquieu mengemukakan

sebagaimana dikutip Ahmad Ali dalam Paul Scholten, bahwa:

“Hakim-hakim rakyat tidak lain hanya corong yang mengucapkan teks
undang-undang. Jika teks itu tidak berjiwa dan tidak manusiawi, para

2’Achmad Ali, Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang
Hukum, Edisi I(Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.194.
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hakim tidak boleh mengubahnya, baik tentang kekuatannya maupun
tentang keketatannya”.?

Inti pandangan legisme ini adalah bahwa hakim tidak boleh berbuat
selain dari menerapkan undang-undang secara tegas. Oleh penganut legisme,
undang-undang dianggap sudah lengkap dan jelas dalam mengatur segala
persoalan yang ada di zamannya.

Aliran realisme hukum yang diprakarsai oleh Karl Llewellyn (1893-
1962), Jerome Frank (1889-1957), dan Justice Oliver Wendel Holmes (1841-
1935) terkenal dengan konsep yang redikal tentang proses peradilan, seperti

dikutip Soerjono Soekanto dengan menyatakan bahwa:

“Hakim-hakim tidak hanya menemukan hukum, akan tetapi membentuk
hukum. Seorang hakim harus selalu memilih, dia yang menentukan
perinsip-perinsip mana yang dipakai dan pihak-pihak mana yang akan
menang. Keputusan-keputusan hakim seringkali mendahului penggunaan
perinsip-perinsip hukum yang formal. Keputusan pengadilan dan doktrin
hukum selalu dapat dikembangkan untuk menunjang perkembangan atau
hasil-hasil proses hukum. Suatu keputusan pengadilan biasanya dibuat
atas dasar konsepsi-konsepsi hakim yang bersangkutan tentang keadilan
dan dirasionalisasikan di dalam suatu pendapat tertulis”.?®

Hal serupa dikemukan oleh Soepomo dalam Soerjono Soekanto, bahwa
perihal fungsi seorang hakim berwenang dan bahkan wajib untuk menelaah
apakah suatu peraturan hukum adat yang telah ada mengenai soal yang
dihadapi masih selaras atau tidak dengan kenyataan sosial sehubungan dengan
perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Hakim tidak boleh
mengadili semata-mata menurut perasaan keadilan pribadi, akan tetapi terikat

pada nilai-nilai yang secara nyata berlaku dalam masyarakat. Masyarakat

ZBAhmad Ali dan Wiwie Heryani, Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan
(Cet. I1; Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2014), h. 40-41.

29S0erjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, h. 44-45,
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selalu bergerak, dan rasa keadilan pun berubah-ubah, sehingga pada suatu
waktu hakim dapat memberikan keputusan yang menyimpang dari keputusan-
keputusan yang diambil pada waktu yang lampau mengenai hal-hal yang
serupa, oleh sebab itu, kenyataan sosial di dalam masyarakat berubah, sehingga
keadaan yang baru tersebut menghendaki penetapan-penetapan baru. *

Berdasarkan pemaparan di atas, bahwa beberapa sistem hukum yang
berlaku di antaranya adalah sistem Eropa Kontinental yang ciri khasnya
memberlakukakan perundang-undangan di mana hakim hanya dipandang
sekedar sebagai corong yang mengucapkan teks undang-undang. Hakim tidak
boleh berbuat selain dari menerapkan undang-undang secara tegas, undang-
undang dianggap sudah lengkap dan jelas dalam mengatur segala persoalan
yang ada di zamannya. Di sisi lain adalah common law system yang bercirikan
hubungan antara peraturan-peraturan hukum dengan perubahan-perubahan
sosial yang terjadi dalam masyarakat. Keputusan pengadilan dan doktrin
hukum selalu dapat dikembangkan untuk menunjang perkembangan atau hasil-
hasil proses hukum. Suatu keputusan pengadilan biasanya dibuat atas dasar
konsepsi-konsepsi  hakim yang bersangkutan tentang keadilan dan
dirasionalisasikan di dalam suatu pendapat tertulis (Yurisprudensi).

Mahfud MD dalam Tjandra Sridjaya menyatakan bahwa negara hukum
di Indonesia dikonsepkan secara tegas sebagai negara hukum yang prismatis,
menggabungkan segi-segi positif antara rechtstaat dengan kepastian
hukumnya dan the rule of law dengan rasa keadilannya secara integratif.

Pengertian demikian dipertegas dalam UUD 1945 Pasal 1 (1), Pasal 24 ayat

30Sperjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, h. 45.

13



(1), dan Pasal 28 huruf D dan huruf H. 3! Hal senada dikemukakan Ahmad Ali
bahwa realitas hukum di Indonesia memberlakukan: perundang-undangan (ciri
Eropa Kontinental), hukum adat (ciri customary law), hukum Islam dan
eksistensi Peradilan Agama di Indonesia (ciri Muslimin law system), hukum di
Indonesia dalam praktik mengikuti yurisprudensi (yang merupakan ciri
common law system). Menurut Ahmad Ali argumen inilah sehingga pakar
modern memasukkan Indonesia ke dalam mix legal system.32

Hakim seyogianya memiliki wawasan hukum yang memadai, menguasai
liku-liku permainan hukum positif, dan mempunyai sensitivitas terhadap rasa
keadilan masyarakat sebagaimana terdapat dalam pasal 5 Ayat 1 Undang-
undang tentang kekuasaan kehakiman (Undang-undang No. 48 Tahun 2009);
serta memiliki komitmen untuk mengoptimalkan peranan diri untuk segera
menjatuhkan putusan-putusan yang hidup dan bersifat terobosan, mempunyai
wawasan filosofis dan sosiologis yang baik. Salah satu penyebab semakin
terpuruknya hukum di Indonesia, karena masih adanya sebagian penegak
hukum sangat berpandangan dan berprilaku legalistik-positivistis, dan
memarginalkan realitas dan moralitas yang ada di masyarakatnya.3*Oleh karena
itu, sebagian pakar memandang bahwa pendekatan realis merupakan bagian
penting dari pendekatan sosiologis terhadap hukum.

Kekuasaan kehakiman antara lain mempunyai fungsi untuk membentuk

hukum. Sebagaimana terdapat dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No.

31Tjandra Sridjaya Pradjogo, Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi (Jakarta:
Indonesia Lawyers Club, 2010), h. ix.

2Achmad  Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory), dan Teori Peradilan
(yudicialprudence) (Jakarta:Kencana, 2009), h. 499.

33 Achmad Ali, Menguak Realitas Hukum : Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang
Hukum, h.195-196.
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48/2009 dinyatakan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan
diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan mamahami nilai-nilai hukum yang
hidup di dalam masyarakat. Adanya ketentuan tersebut membuktikan bahwa
tugas hakim tidak saja terbatas pada mengadili berdasarkan hukum yang ada,
akan tetapi juga mencari dan menemukan hukum untuk kemudian dituangkan

di dalam keputusan nilai-nilai hukum yang terdapat dalam masyarakat.

Banyak sekali pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan
dalam berbagai kasus hukum. Putusan pengadilan menyangkut pencurian
sandal jepit, pencurian kakao, pencurian semangka yang nilainya sangat
rendah akan tetapi unsur-unsur delik telah terbukti, namun penghukuman yang
dijatuhkan oleh hakim mengundang kontroversi di tengah-tengah masyarakat.
Banyak dikalangan masyarakat intelektual menyatakan bahwa hukumannya
tidak adil dan bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Sementara
koruptor bahkan perampok kelas kakap, seperti Anggodo Widjojo dan Gayus
Tambunan bebas berkeliaran dan berpesiar ke luar negeri. Bertolak belakang
dengan Anggodo dan Gayus, yang begitu “kuat” dalam berhadapan dengan

aparat penegak hukum.

Kejadian-kejadian di atas, merupakan contoh kecil dari wajah hukum di
Indonesia, yang menimbulkan keprihatinan berbagai kalangan lapisan
masyarakat mengenai keadaan penegakan hukum di Indonesia saat ini, yang
dinilai tidak mencerminkan keadilan dan tidak berpihak pada masyarakat kecil.

Yang menjadi sorotan tajam dalam hal ini adalah aparat penegak hukum yaitu:
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polisi, jaksa, hakim dan advokat yang dipersalahkan sebagai para pihak yang

menyebabkan merosotnya kewibawaan hukum.3*

B. Teori Perubahan Sosial dan Hukum

Pemikiran hukum Islam (ijtihad) pada hakikatnya dilakukan oleh ulama
(mujtahid) sebagai respon terhadap perubahan sosial dan perubahan alam yang
terjadi, melalui separangkat metodologi dengan al-Qur’an dan al-sunnah
sebagai sumber nilai (postulat). Segala bentuk ketetapan hukum harus
senantiasa dapat dikembalikan kepada kedua sumber itu melalui penalaran
yang cerdas, terutama dalam masalah-masalah yang sama sekali baru, yang
secara tekstual tidak terdapat dalam kedua sumber tersebut. Jika tidak dapat
dikembalikan kepada kedua sumbernya tersebut maka produk pemikiran hukum
itu tidak memilki legitimasi.*®

Oleh karena itu yang menjadi sumber nilai (postulat) hukum Islam
dalam tantangan perubahan sosial, adalah ayat-ayat al-Qur’an yang
menyatakan bahwa Islam adalah agama yang telah disempurnakan dan
sekaligus sebagai agama yang diridai Allah swt. sebagaimana terdapat dalam
QS al-Ma>idah/5: 3.

RPN PEICIE SRSV N FSCIVT: PO ST 4 SRS P

Lo

Terjemahnya:

34 Ahmad Rivai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif (Cet. IlI;
Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 14.

Swww. uinsgd.ac.id/-multimedia/ document/20130718064312-makalah pdf (25 Desember
2016).
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“...Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah
ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridai Islam itu jadi
agama bagimu....”%

Demikian pula sabda Nabi yang menyatakan bahwa Nabi berpesan
untuk berpegang teguh pada al-Qur’an dan al-sunnah, agar tidak tersesat dalam
kehidupan.

&8 E& 05 06 Al adde G0 e 0 O O Gk 8T @l G s
(e o) 5) Ads Ay I ES Lagy 238505 L | shad 31 35l
Artinya:
“Aku telah tinggalkan pada kalian dua perkara. Kamu tidak akan sesat
selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul-
Nya”.

Berikut ini, akan dikemukakan beberapa teori atau kaedah tentang

perubahan hukum Islam, di antaranya adalah:
1. Teori perubahan hukum Islam

Argumen teologis filosofis yang mendasari perlunya melakukan
perubahan hukum Islam, di antaranya: Pertama, hukum Islam menganut teori
perubahan demi terciptanya perbaikan dan kemajuan manusia dalam
mewujudkan kemaslahatan. Doktrin perubahan ini tampak dalam pesan al-
Qur’an ditegaskan dalam QS al- Ra’d/13: 11.

Lo Tohmd 55 a5t L 23 Y 4T )
pemiily,

Terjemahnya:

%6Kementerian Agama RI, Al- Qur’an Terjemah dan Tajwid, h. 107.

$"Ma>lik bin Anas, Al-Muwat}t}a Ma=>lik, dalam bab al-Nahyu an al-Qauli bi al-Qadri, Juz.5

[CD ROMM, Maktabah Syamilah], h. 371.
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“...Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga
mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri....”%

Kedua, landasan dalil dari al-sunnah tentang perubahan fatwa disebabkan
karena perubahan situasi dan kondisi di antaranya adalah hadis yang

dlrlwayatkan Bukha>r|> dari Salamah bin al-Akw-‘a:

)\3 es.pe ‘:A.a.a UA ej.u‘j 4\.45.(: ZU\ L.a u_mj‘ d\.ﬂ d\ﬁ &;SY\ u.t 4..d..u.n u.c

1_1 J JJU d.xs.d\ el.d\ ULS Ldﬁ ;G.u 4.1.0 4.1.1.1 Lg 453" K 4451_1 J:u u;.m.a.a

djd ul.& ‘JPJ\J \JA&L\} \jjs d\ﬁ u_,\.a\.aj\ ?L‘: \_13.7.3 \.AS d.as.a 4,\3\ dj.u‘)
39(&)\;.\5\ o\JJ) 1..@.13 ‘j.\.!.&.! u‘ A_MJLS AVEN u,u\..m..i u\.S e\.d‘

Artinya:

“Dari Salamah bi al-Akw‘a berkata: Rasulullah saw. bersabda:
“barangsiapa di antara kalian yang berqurban maka jangan sampai dia
menjumpai subuh hari ketiga sesudah hari raya sedangkan daginya masih
tersisa walaupun sedikit”. Ketika datang tahun berikutnya para sahabat
mengatakan, “wahai Rasulullah apakah kami harus melakukan
sebagaimana tahun lalu?”. Maka beliau menjawab: “adapun sekarang
makanlah sebagian, sebagian lagi berikan kepada orang lain dan sebagia
lagi simpanlah. Pada tahun lalu masyarakat mengalami kesulitan makanan
sehingga aku berkeinginan supaya kalian membantu mereka dalam hal
itu”. (HR Bukha>ri>).

Berdasarkan hadis tersebut dijelaskan tentang larangan menyimpan
daging kurban sampai tiga hari. Kemudian Rasul mengubah fatwanya tentang
kurban tahun berikutnya, bahwa boleh menyimpang daging. Rasulullah
melarang menyimpang daging kurban lebih dari tiga hari dalam kondisi
tertentu karena sebuah alasan, yaitu banyakya tamu yang datang ke kota

Madinah pada musim yang baik ini. Beliau memerintahkan untuk menjamu

38Kementerian Agama RI, Al- Qur’an Terjemah dan Tajwid, h. 250.

3MuhYammad bin Isma>‘i>l al-Bukha>ri>, S}ah}i>h} al-Bukha>ri>, bab Ma> Y ukalu min
Luhu>mi al-Ad}a>hi> wa ma> Yatazawwaddu Minha>, juz. 17, [CD ROMM, Maktabah Syamilah],

h. 273.
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mereka sebagai penghormatan kepada para tamu dan mempererat tali
persaudaraan melalui daging kurban. Ketika kondisi berubah dan alasan diatas
sudah tidak ada lagi, maka hukum yang pernah Nabi fatwakan berubah lagi
karena mengikuti sebab. Ketika sebab hukum tidak ada, hukumpun menjadi
tidak ada. Dengan alasan inilah Nabi mengubah fatwanya. Menurut Yu>suf
al-Qard}a>wi>, ini adalah contoh konkret tentang perubahan fatwa
disebabkan oleh perubahan kondisi.*

Ketiga, epistemologi pemikiran hukum Islam tidak mempertentangkan
antara ketentuan normatif dalam teks suci dengan realitas sosial masyarakat.
Dalam hukum Islam, terdapat dialektika antara teks hukum dengan realitas
sosial yang diformulasi dalam istilah ijtihad. Idealitas hukum Islam dan realitas
sosial adalah dua variabel yang tidak terpisahkan dalam konsep ijtihad.

Keempat, Teori perubahan hukum sebagaimana kaidah hukum dibawah
ini.

&,./ - -

abla3Y1 55 HRAY) IR 8RN

-

Artinya: “Tidak dapat dipungkiri bahwa hukum berubah karena perubahan

zaman”.

Kaidah ini menjadi pendorong sebagian ulama untuk menampilkan

hukum Islam yang dinamis dan kreatif serta respons terhadap segala perubahan

“Al-Ima>m Yu>suf al-Qard}a>wi>, Madkhal liDirasah al-Syari>’ah al-lslamiyah, h. 205-
206.

4°Abdul ‘Azi>z Muhammad ‘Aza>m, Al-Qawa>‘idu al-Fighiyyah, h. 198. Lihat juga

Muhammad al-Zarqa, Syarah Al-Qawa> ‘id al-Fighiyyah (Damaskus: Da>r al-Qalam, 1989), h.227.
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sosial sehingga hukum Islam harus dapat menyelesaikan segala persoalan
kontemporer.

Ibnu Khaldun berkata, hal ihwal umat manusia, adat kebiasaan dan
peradabannya tidaklah pada suatu gerak dan khittah yang tetap, tetapi berubah
dan berbeda-beda sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan. Sebagaimana
halnya kondisi manusia itu sendiri yang menyusuaikan dengan waktu dan
tempat maka keadaan itu terjadi pula pada dunia dan negara. Sungguh bahwa
sunnatullah berlaku pada hamba-hambanya.*Pandangan ini mengisyaratkan
bahwa perubahan sosial itu akan terus berlangsung tiada hentinya sesuai
dengan kemslahatan manusia.

2. Teori ‘Urf

Kata ‘urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan
diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan
‘Abdul Kari>m Zaidan, sebagaimana dikutip Satria Efendi, istilah ‘urf berarti:
sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi
kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau
perkataan. Istilah ‘urf dalam pegertian tersebut sama dengan pengertian istilah
al- ‘adah (tradisi-tradisi).*®

‘Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah yang telah menjadi
tradisi kebiasaan dan telah berlangsung konstan di tengah masyarakat.** Abdul

Wahha>b al-Khalla>f mendifinisikan bahwa ‘urf adalah sesuatu yang telah

“2lpnu Khaldun, al-Mugaddimah (al-Mis{r: al- Bahaiyah, T.t.), h. 24.
43Gatria Efendi, Ushul Figh (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2014), h. 153.

4MuhYammad Abu> Zahrah, Us}u=>I al-Figih (al-Qa>hir: Da>r al-Fikri al-‘Arabi>. 1958), h.
254,
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sering dikenal manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau
perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut tradisi. *

Para ulama yang menyatakan bahwa ‘urf (tradisi) merupakan salah satu
sumber dalam istinba>t} hukum Islam, menetapkan bahwa ia bisa menjadi
dalil sekiranya tidak ditemukan nas} dari al-Qur’an maupun al-Hadis. Apabila
suatu ‘urf (tradisi) bertentangan dengan al-Qur’an dan al- Hadis, maka ‘urf
(tradisi) mereka tersebut ditolak. Sebab dengan diterimanya ‘urf fa>sid berarti
mengesampingkan nas}- nas} yang gat} ‘i >(pasti); mengikuti hawa nafsu dan
membatalkan syariat. Adapun ‘urf s}ah}i>h} maka tetap harus dipelihara
dalam istinba>t} hukum.*°

Oleh karena itu, ulama maz\hab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa
hukum yang ditetapkan berdsarkan ‘urf s}ah}i>h}  sama dengan yang

ditetapkan berdasarkan dalil syar‘i, sebagaimana kaedah figh dibawah ini:
clIE o sally il
47 il
Artinya:

“Diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan ‘urf sama dengan diktum
hukum yang ditetapkan berdasarkan nas}.”

4<Abdul Wahha>b Khalla>f, ‘llmu Usu>l al- Fighi, Terj. Noer Iskandar, Kaidah-kaidah
Hukum Islam (Cet. VI; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 133.

4Muh}Yammad Abu> Zahrah, Us}u=>I al-Figih, h. 255. Lihat juga ‘Abdul Wahha>b Khalla>f,
‘llmu Usu=>I al-Fighi, h. 134-135.

4’Kaidah diatas merupakan penjelasan dari kaidah (=il cpaillS Goalh Gpeil) kaidah ini
menjelaskan bahwa ‘urf dijadikan sebagai dasar hukum, manakala tidak didapatkan nas}. ‘Abdul
‘Azi>z Muh}ammad ‘Aza>m, Al-Qawa> ‘idu al-Fighiyyah (al-Qa>hirah: da>r al-Hadi>s\, 2005), h.
196.
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Hukum-hukum yang didasarkan atas ‘urf (tradisi) itu dapat berubah
menurut perubahan ‘urf pada suatu zaman dan perubahan asalnya. Karena itu
para fugaha berkata dalam contoh perselisihan ini: bahwa perselisihan itu
adalah perselisihan masa dan zaman, bukan perselisihan hujjah dan bukti.*®

Syariat Islam memberikan kesempatan untuk menetapkan ketentuan

hukumnya sesuai ‘urf (adat) setempat, dalam qga ‘idah fighiyah disebutkan:

A

9 33 \adl

AECAT

g

Artinya: “adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum?”.

Kedua kaedah tersebut merupakan produk wacana intelektual yang
dijadikan patokan normatif dalam memahami dan menerapkan hukum Islam
dalam konteks masyarakat lokal.

3. Teori Perubahan Sosial Kaitannya dengan Perubahan Hukum.

Pitirim Sorokin dalam Soerjono Soekanto mengemukakan teori tentang

perkembangan hukum dan gejala-gejala sosial lainnya yang disesuaikan dengan

tahapan-tahapan tertentu yang dilalui oleh setiap masyarakat:

“Masyarakat berkembang sesuai dengan nilai-nilai tertentu yang sedang
menonjol di dalam masyarakat yang bersangkutan. Nilai-nilai tersebut
adalah yang ideational (yaitu kebenaran absolut sebagaimana diwahyukan
oleh Tuhan yang Mahakuasa), sensata (yaitu nilai-nilai yang berdasarkan
pada pengalaman) dan yang idealistic (yang merupakan Kkategori
campuran). Hukum dan gejala-gejala sosial budaya lainya terbentuk sesui
dengan bentuk nilai-nilai yang sedang berlaku di dalam masyarakat”.%

48<Abdul Wahha>b Khalla>f, ‘llmu Usu=>I al-Fighi, h.137.

4Bahwa adat bisa dijadikan sebagai sumber hukum, manakala tidak didapatkan nas}.
‘Abdul ‘Azi>z Muh}ammad ‘Aza>m, Al-Qawa> ‘idu al-Fighiyyah,h. 172,

0Sperjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, h. 107.
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Berdasarkan teori Sorokin di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setiap
sistem hukum tidak akan mungkin secara mutlak menutup dirinya terhadap
perubahan-perubahan sosial di dalam masyarakat.

Arnold M. Rose dalam Soerjono Soekanto mengemukakan tiga teori
umum perihal perubahan-perubahan sosial, yang kemudian dihubungkan
dengan hukum: 1) Kumulasi yang progresif daripada penemuan-penemuan di
bidang teknologi, 2) kontak atau komplik antara kebudayaan, dan 3) gerakan
sosial (social movement).® Menurut Ketiga teori tersebut, maka hukum lebih
merupakan akibat daripada faktor penyebab terjadinya perubahan-perubahn
sosial.

Tentang perubahan hukum yang dikaitkan dengan perubahan sosial,

Lawrence M. Friedman, seperti dikutip Abdul Manan, mempertanyakan bahwa:

“Apakah hukum mengakibatkan proses perubahan sosial, atau justeru
mengikuti proses perubahan sosial? Apakah hukum menjadi penggerak
yang mengakibatkan perubahan sosial? Ataukah perubahan sosial selalu
berasal dari masyarakat yang besar yang kemudian meluber ke sisten
hukum? Apakah sistem hukum merupakan sistem yang hanya
menyesuaikan diri dengan atau mengakomodasi perubahan besar yang
sedang terjadi di luar sistem hukum? Terhadap pertanyaan-pertanyaan ini,
Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang
mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu secara tuntas. Yang jelas
secara kenyataan bahwa hukum mengikuti perubahan sosial dan
menyesuaikan dengan perubahan itu”.>

Perubahan sosial dan kebudayaan dapat dibedakan ke dalam beberapa
bentuk, yaitu: perubahan lambat dan perubahan cepat, perubahan kecil dan
perubahan besar serta perubahan vyang dikehendaki/perubahan yang

direncanakan dan perubahan yang tidak dikehendaki/perubahan yang tidak

®1Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, h. 109.
2Abdul Manan, Aspek-aspek Pengubah Hukum (Cet. I11; Jakarta: Kencana, 2006), h. 76.
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direncanakan.® Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial dan
kebudayaan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor

eksternal:

1.Faktor dari dalam masyarakat (faktor internal):

a. Bertambah atau berkurangnya penduduk

b. Penemuan-penemuan baru yang dipicu oleh beberapa hal yaitu: 1) Adanya
kesadaran diri dari setiap individu atau kelompok akan kekurangan dalam
kebudayaannya. 2) Kualitas para ahli dalam suatu kebudayaan. Dunia
pendidikan telah mengantarkan pola-pola pemikiran manusia, sehingga
melalui dunia pendidikan manusia memliki wawasan teknologi yang akan
membawa perubahan disegala bidang kehidupan. 3) Perangsang bagi
aktivitas penciptaan dalam masyarakat.

c. Pertentangan (complict) masyarakat.

d. Terjadinya pemberontakan atau revolusi.
2.Faktor yang berasal dari luar masyarakat (faktor eksternal):

a. Sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik yang ada disekitar
manusia.

b. Peperangan dengan negara lain.

c. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain sebagai akibat dari pengaruh
globalisasi informasi. Televisi dengan tayangan-tayangannya yang berbau

Barat telah mengubah gaya hidup generasi muda perkotaan.>

3Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, h. 268-274.

%4Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, h. 275-282. Lihat Elly M. Setiadi & Usman
Kolip, Pengantar Sosiologi, h. 623-630.
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Faktor-faktor yang mendorong terjadi suatu proses perubahan di dalam

masyarakat adalah:

1.

oW »

Kontak dengan kebudayaan lain

System pendidikan formal yang maju.

Sikap menghargai hasil karya seseorang.

Toleransi  terhadap perbuatan-perbuatan yang  menyimpang
(deviation) yang bukan merupakan delik.

System terbuka lapisan masyarakat (open stratification).

Penduduk yang heterogen.

Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan
tertentu.

Orientasi ke masa depan.

Nilai bahwa manusia harus senantiasa beriktiar untuk memperbaiki

hidupnya. >

Pemikiran-pemikiran tersebut di atas merupakan kerangka teoritis yang

akan dijadikan panduan dalam penelitian ini, serta kaidah-kaidah us}>ul dalam

penetapan hukum.

5Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, h. 283-288.
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BAB 11
IBNUL QAYYIM DAN TEORI PERUBAHAN HUKUM

A. Dinamika Sosial Dalam Kehidupan Ibnul Qayyim
1. Biografi Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah adalah Abu> ‘Abdillah Syamsuddi>n
Muh{ammad bin Abi> Bakar bin Ayyu>b bin Sa‘ad bin Huraiz bin Makki>
Zaenuddi>n al-Zur‘i> al-Dimasqi al-Hanbali>, lebih dikenal dengan nama Ibnu al-
Qayyim al-Jauziyyah' disebabkan karena ayahanda beliau Iman Syekh Abu> Bakar
bin Ayyu>b al- Zur‘i> beberapa lama menjabat sebagai seorang kepala sekolah di
madrasah Jauziyyah di Damaskus. Maka ayahandanya dikenal dengan sebutan
“Qayyim al-Jauziyyah” (kepala madrasah al-Jauziyyah). Anak-anak dan keturunanya
pun dikenal dengan sebutan tersebut, maka salah seorang dari mereka dipanggil
dengan sebutan “Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah”.?

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah dilahirkan di Damaskus pada tanggal 7 Safar 691
H? bertepatan dengan 29 januari 1292. Wafat pada malam kamis 13 Rajab ketika
dikumendangkan az|an Isya tahun 751 H bertepatan dengan tanggal 26 September

YIbnu al-Qayyim al-Jauziyyah, Al-Turug al-H}ukmiyyah Fi> al-Siya>sati al-Syar ‘iyyah (al-
Qa>hirah: Maktabah al-Taufi>giyyah, t. th), h.5. lihat Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, al-Fawaid, terj.
Munirul Abidin, Al-Fawaid; Menuju Pribadi Takwa (Cet. 1l; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), h. xv.

2Sayid Jama>| bin Muh}ammad, Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah Juhiduhu fi> Khidmati al-
Sunnah al-Nabawiyah wa ‘Ulumiha>, jilid. 1 (Cet. 1; Madinah al-Munawwarah: Imadat al-Bahts al-
‘Ilmi bi al- Jama‘ah al-Isla>miyah 1424), h. 81. Lihat Ibnu al-Qayyim, Al-Turuqu al- H}ukmiyyah ...,
h. 5.

%1bnu al-Qayyim al-Jauziyyah, Al- Turuqu al-H>ukmiyyah ..., h. 5.
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1350 M, dengan demikian usianya genap 60 tahun.* Jenazahnya dishalatkan keesokan
harinya di Masjid Jami’ Umawi> selepas shalat z}uhur, para hadirin yang mengantar
jenazahnya penuh sesak. la dimakamkan di Damaskus di pemakaman Ba>bu al-Sagir
berdampingan dengan kuburan orang tuanya.®

Ibnu al-Qayyim tumbuh berkembang dalam keluarga yang religius, ilmuan dan
memiliki banyak keutamaan. Dalam usia yang relatif muda, sekitar usia tujuh tahun,
Ibnu al-Qayyim telah memulai penyimakan hadits dan ilmu-ilmu lainnya di majelis-
majelis para syaikh/guru. Pada jenjang usia ini dia telah menyimak beberapa juz
berkaitan dengan ta 'bir al-ruya (tafsir mimpi) dari syaikh Syihabuddi>n al-‘Abir.®

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah berguru kepada banyak guru di antara guru-
gurunya adalah syaikh Muh{ammad bin Abu> al-Fath} al-Ba‘labakki al-H{anbali>
(w. 709), ia belajar ilmu Nahwu dan ilmu-ilmu bahasa Arab darinya. la belajar ilmu Faraid
pada ayahnya (Abu> Bakar bin Ayyu>b). la belajar ilmu Figh pada syaikh Majduddi>n
Isma>‘il bin Muh{ammad al-Harani al-H{anbali> (w.729), ia belajar ilmu Figh dan Usu>I
pada Saefuddi>n Muh{ammad Ibnu ‘Abdu Rahi>m al-Hindi al-Sya>fi‘i> (w.715). la
menyimak hadis kepada beberapa syekh di antaranya adalah Zaenuddi>n lbra>hi>m

bin Muh{ammad Ab>u Nas{r Ibnu Sayra>zi> al-Sya>fi’i> (w. 714), ‘Isa bin Abu>

4‘Abd al-Az{i>m ‘Abd al-Sala>m Syafr al-Di>n, lbnu al-Qayyim: ‘As}ruhu wa Manhajuhu
wa Arguhu f7 al-Figh wa al-Aga’id wa al-Tasawwuf (Cet.ll, Mis{ra: Da>r al-Kulliya>t al-Azhar,
1967), h.68.

Slbnu al-Qayyim al-Jauziyyah, ‘llam al-Muwaqqi ‘i>n ‘an Rabbi al- ‘Alami>n, Juz. 1, (Cet.
I; al- Qa>hirah: Da>r al-Hadi>s|, 1414 H/1993 M). h. 11. Lihat juga Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, Al-
Jawab al-Ka>fr Liman Saala ‘an al-Dawa ‘ al-Syaf (Beiru>t: Da>r al-Kutub al-l1imiyah, t.th), h.7

bhttp://kisah muslim.com/biografi-ibnul-gayyim-al-Jauziyyah/ (tanggal 12 Mei 2016).
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Rah{ma>n al-S}a>lihi al-H{anbali> (w. 717) dan ummu Muh{ammad Fa>t{imah
binti lbra>hi>m Ibnu Muh{ammad bin Jauhar (w. 711).”

Ibnu al-Qayyim dikenal sebagai murid paling utama Ibnu Taimiyah dan
bahkan dinamai sebagai kepala murid (ketua kelas) sedemikian sehingga lbnu
Taimiyah tidak disebut namanya kecuali nama Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah juga
disebut namanya secara bersamaan.® Syaikh al-Isla>m lbnu Taimiyah memiliki
pengaruh besar dalam kehidupan Ibnu al- Qayyim al-Jauziyyah, baik dalam aspek
ilmu maupun amal. la mulai berhubungan dengan gurunya Ibnu Taimiyah pada tahu
712 H, yaitu sejak Syaikh al-Isla>m Ibnu Taimiyah kembali dari Mesir ke Demaskus
dan bermukim hingga wafat pada tahun 728 H. Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah terus
bermulazamah dengan Syaikh lbnu Taimiyah sepanjang masa tersebut (selama 16
tahun), dan belajar banyak ilmu dalam berbagai bidang seperti: Tafsir, Figh, Faraid,
Usul Fikih dan IImu Kalam.®

Ibnu al-Qayyim seorang ahli figh bermaz|hab H{anbali, pakar dalam berbagai
bidang ilmu. Dimaz|hab H{anbali, Ibnu al-Qayyim dikenal memiliki otoritas dalam
ilmu tafsir, ahli hadis, ahli ilmu nahwu, ahli us{u>l, dan ahli ilmu kalam. la juga
piawai mengkader ulama, dari tangannya lahir ulama-ulama kenamaan dari berbagai
maz\hab seperti: Putranya Burhanuddi>n Ibra>hi>m ia seorang yang sangat cerdas
luar biasa (w. 756 H), Ibnu Kas\i>r: Ismail Ima>duddi>n Abu> al- Fida bin ‘Umar

bin Kas\i>r al- Quraisy al-Sya>fi‘i> pengarang kitab al-Bida>yah wa al-Niha>yah

"lbnu al-Qayyim al-Jauziyyah, ‘llam al-Muwaqgqji i>n ‘an Rabbi al- ‘Alami>n , Juz. 1, h. 9.
Lihat juga Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, Al-Turuqu al- H{ukmiyyah ..., h. 9.

8lbnu al-Qayyim al-Jauziyyah, Wa Juhiduhu fi Khidmat al-Sunnah al-Nabawiyah wa
‘Ulu>miha, jilid. 1, hl. 163.

°lbnu al-Qayyim al-Jauziyyah, ‘llam al-Muwaqgqji i>n ‘an Rabbi al- ‘Alami>n , Juz. 1, h. 9.
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dan kitab Tafsir al- Qur’a>n al-‘Az{i>m (w. 774 H) , Ibnu Rajab: ‘Abdu Rahma>n
bin Ah{mad al-H{anbali> (w. 795 H), al-Subki>: ‘Ali bin ‘Abdu al-Kafi al-Subki>
(w. 756 H), al-Z|ahabi, Ibnu ‘Abdul Ha>di al-Maqdisi al-S}a>lih{i al-H{anbal
seorang hafiz dan kritikus, ia juga seorang imam yang cukup populer (w.797 H), al-
Fairuz Abadi: Muh{ammad bin Ya’qu>b Abu> T}a>hir al-Sya>fi‘i> penulis kamus
al-Muh{i>t} (w. 817 H.).%0

Tokoh Islam yang anti taklid dan mencelah bid’ah ini meninggalkan banyak
karya ilmiah bermutu yang sampai sekarang masih dipelajari ummat Islam. Tercatat
ada sekitar 96 buah karya kitab dari berbagai disiplin ilmu telah dia tulis selama
hidupnya. Oleh karena itu, dia dijuluki “kamus ilmu pengetahuan”. Di antara buku

karangan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah adalah:

“Zadu al-Ma'ad Fi> Hadyi Khairu al- ‘Iba>d, Ha>di> al-Arwah} lla> Bila>di
al-Afrah}, al-da>u wa al-Dawa>u au Al-Jawab al-Kafi liman sa’ala ‘an ad-
Dawa al-Syafi>, Madariju al-Sakin baina Manazili lyyaka N‘abudu wa
Iyya>ka Nasta ‘i>n, Tuhfatu al-Wadudi bi Ah{kami al-Maulid, Al-Rzh, 'lddatu
al-S}abirin, Badai ‘v al-Fawda‘id, T}ari>qu al-Hijratain, Miftah{u Dar al-
Sa‘adah, ‘Illam al-Muwaqqi‘i>n ‘an Rabbi al-‘Alami>n, lgas|atu al-Lahfa>n
min Mas}a>idi al-Syait}a>n, al- Faru>siyyah, Al-T}uruq al-H}ukmiyyah Fi>
al-Siya>si al-Syar ‘iyyah, Igas|atu al-Lahfa>n fi Hukmi T}alagi al-Gadban, Al-
Tibyan fr Agsami al-Qur'an, , Zadu al-Ma‘ad fr Hadyi Khairi al-‘Ibad, wa
Dzukhriyyaty al-Syakiri>n, Al-Kafiyah al-Syafiyah fi al-Nahwi, Al-Kalam ‘ala
mas’alati al-Simai, Kitab al-S}alati wa Ah{kamu Tarikuha, Al-Manar al-
Muni>f fi> al-S}ah{i>h} wa al-D}a i>f ~.%*

Ibnu Rajab rah{imahulla>hu dalam mengomentari keilmuan lbnu al-Qayyim
al-Jauziyyah bahwa: “la mendalami maz\hab H{anbali> hingga menguasai dan
berfatwa. la menguasai berbagai cabang ilmu keislaman. Penguasaannya dalam

bidang ilmu Tafsir tidak tertandingi seorang pun, di bidang Us{u>l figh ia adalah

10 Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, ‘llam al-Muwaqgqi i>n ‘an Rabbi al- ‘Alami>n , Juz. 1, h. 10,
lihat juga Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, Al-Turuqu al-H}ukmiyyah h. 9.

Hbnu al-Qayyim al-Jauziyyah, llam al-Muwaqqi i>n ‘an Rabbi al- ‘Alami>n , Juz. 1, h. 11,
lihat juga Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, Al-Turuqu al- Hukmiyyah h. 9-10.
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fakarnya, di bidang Hadis ia juga tak terkelahkan. la sangat menguasai ilmu Figh,
Us{u>| figh, Bahasa Arab, llmu Kalam, Nahwu dan sebagainya. la juga mendalami
Imu Tasawuf, mengerti ucapan, isyarat, dan seluk beluk para ahli Tasawuf. Diseluruh
bidang ini ia memiliki pengausaan ilmu sangat luas.?

Ibnu Kas|i>r rah{imahulla>hu berkata ia banyak bergelut dengan ilmu dan
menguasai berbagai bidang ilmu, terutama ilmu Tafsir, Hadis serta usuluddin dan
Us{u>l figh. Imam al-ZJahabi rah{imahulla>h berkata, “ia memiliki perhatian
terhadap Hadis, baik terkait dengan matan maupun perawinya, ia juga banyak
bergelut dengan menguasai ilmu Figh, Nahwu, Usuluddin dan Us{u>I Figh.™

Ibnu Rajab al-H{anbali> mengomentari tentang akhlak dan ibadah Ibnu al-
Qayyim al-Jauziyyah bahwa: “la seorang yang tekun beribadah dan bertahajjud,
salatnya panjang, banyak berzikir, tenggelam dalam cinta, inabah dan istigfar,
bersimpuh dihadapan-Nya menyatakan kefakiran dan penyesalan kepada Allah. l1bnu
Rajab mengatakan: “saya tidak pernah melihat orang beribadah seperti dia”. Ibnu
Kas|ir mengomentari tentang akhlak  Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, bahwa:
“Bacaannya bagus, akhlaknya pun demikian, sikapnya pada orang lain pun sangat
simpatik, tidak pernah iri, menyakiti, mencela atau mendengki seorang pun. *

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah berada pada periode keenam dalam pembagian
tasyri. Pada periode ini ditandai dengan meluasnya fanatisme dan taklid kepada imam
yang empat. Di sini beliau sebagai sosok pemikir dan pembaharu yang berusaha

mengajak kembali berpegang teguh kepada al-Qur’an dan al-Sunnah sebagaimana

21bnu al-Qayyim al-Jauziyyah, Al-T{uruq al- H{ukmiyyah h. 7.
B1bnu al-Qayyim al-Jauziyyah, Al-T{uruq al-H{ukmiyyah h. 7.

41bnu al-Qayyim al-Jauziyyah, Al-T{urug al- H{ukmiyyah h. 7. Lihat juga lbnu al-Qayyim
al-Jauziyyah, llam al-Muwaqqi i>n ‘an Rabbi al- ‘Alami>n, Juz. 1, h. 10.
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yang dilakukan oleh para ulama salaf. Beliau juga mengajak dalam bidang fikih, ilmu
kalam, dan tasawuf untuk meninggalkan perbedaan dan pertikaian aliran, mengajak
kebebasan berpikir dan memahami jiwa syariah dan menjauhi taklid. Beliau menolak
paham fanatik dan taklid dengan membuka pintu ijtihad dan kebebasan berpikir.*

Ibnu al-Qayyim sangat gigih memerangi taklid buta dan menyerukan
kebebasan berfikir, namun tetap berpegang teguh pada pokok-pokok ajaran Islam dan
aqidah para salaf. la juga memiliki pemikiran dan peradaban yang bermacam-macam
serta menguasai berbagai macam ilmu pengatahuan, semisal ilmu tafsir, figh dan ilmu
hati. Jika peradaban Islam dipenuhi nama-nama ulama yang alim dan pemikir-
pemikir besar, maka nama lIbnu al-Qayyim al-Jauziyyah termasuk salah satu dari
mereka.'®

Berdasarkan pemaparan di atas terlihat jelas penguasaan Ibnu al-Qayyim al-
Jauziyyah terhadap berbagai disiplin ilmu dalam berbagai macam ilmu pengatahuan.
Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah adalah seorang fagih, usuliyun dan seorang sufi,
meskipun tidak menafikan keahlian lainnya seperti ahli hadis, ahli tafsir dan ahli
dalam ilmu kalam. Hal ini didasarkan dari hasil karya-karyanya yang paling banyak
adalah dalam bidang ilmu fikih dan ushul fikih: ‘Zlam al-Muwaqqi ‘i>n ‘an Rabbi al-
‘Alami>n, Igas|atu al-Lahfa>n min Mas}a>idi al-Syait}a>n, al- Faru>siyyah, Al-
T}urug al-H}ukmiyyah Fi> al-Siya>si al-Syar ‘iyyah, Igas|atu al-Lahfa>n fi Hukmi
T}alaqi al-Gadban, Tuhfatu al-Wadidi bi Ah{kami al-Maulizd dan lainnya. Demikian

pula dalam bidang akhlak dan tasawuf: Madariju al-Sakin baina Manazili lyyaka

Departemen Agama RI, Ensiklopedi Islam di Indonesia (Jakarta: Direktorat Jenderal
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag RI, 1992 ), h. 403-405.

%1bnu al-Qayyim al-Jauziyyah, al- Fawa=>id, h. xv.
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N‘abudu wa lyya>ka Nasta i>n, 'lddatu al-S}abirmn, Badai ‘u al-Fawa ‘id, T}ari>qu
al-Hijratain, Miftah{u Dar al-Sa ‘@dah dan lainnya.

Kepakaran Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah dalam berbagai disiplin ilmu tidak
diragukan lagi, sehingga pemikiran-pemikirannya terutama dalam masalah
pembaharuan hukum Islam masih tetap relevan dalam era masa kini. Bahkan buah
pemikirannya tentang perubahan hukum terhadap perkembangan sosial hukum Islam
“perubahan fatwa adalah disebabkan perubahan zaman, tempat, keadaan, dan
kebiasaan” menjadi pembahasan utama dalam setiap mujtahid yang berusaha
mengaktualisasikan dan membumikan hukum Islam agar tetap cocok di segala zaman

dan tempat (s{a>lih{u li kulli al-zama>n wa al-maka>n).

2. Metodologi Istinba>t} Hukum Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah
Metodologi istinba>t} hukum Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah tidak berbeda jauh
dengan guru mazlhabnya Imam Ah{mad Ibnu H{anbal. Fatwa-fatwa Imam Ah{mad
bin H{anbal dibangun di atas lima dasar utama, yaitu:

a. Nas}-nas} atau teks al-Qur’an dan hadis. Jika ia mendapatkan nas}, ia
memberikan fatwa berdasarkan nas} tersebut dan ia sama sekali tidak berpaling
pada yang lainnya.

b. Fatwa sahabat, Imam Ah{amad mengatakan, “jika ia mendapatkan fatwa sahabat
dan pada sebagian sahabat yang lain juga ditemukan fatwa yang tidak
bertentangan, ia tidak akan berpaling pada selain fatwa tersebut.

c. Fatwa sahabat yang lebih dekat dan selaras dengan al-Qur’an dan sunnah. Apabila
terjadi perbedaan pendapat dikalangan sahabat, maka dia mengambil pendapat

yang lebih selaras dengan al-Qur’an dan sunnah.
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d. Hadis mursal dan hadis d}oi>f, jika tidak ada sesuatu yang menolaknya, dan ini
lebih dikuatkan dan diutamakan dari pada giyas. Hadis d}oi>f di sini adalah
dalam konteks pembagian hadis menjadi s{ah{i>h{ dan d}oi>f bukan s{ah{i>h{,
h{asan dan d}oi>f. Hadis d}oi>f yang dipergunakannya adalah hadis yang tidak
bertentangan dengan suatu as\ar (riwayat), perkataan sahabat, dan tidak pula
ijmak. Menurutnya melaksanakan hadis seperti ini lebih baik dari pada giyas.

e. Kiyas, ketika kebutuhan terhadapnya sangat mendesak. Jika Imam Ah{mad tidak
menemukan nas}, tidak pula fatwa sahabat, dan tidak ada as\ar mursal ataupun
d}oi>f, dalam suatu persoalan, ia mempergunakan kiyas. *’

Demikian kelima dasar utama bagi fatwa-fatwa Imam Ah{mad, lbnu al-
Qayyim al-Jauziyyah di samping mempergunakan kelima dasar utama tersebut juga
mempergunakan metode istis{h}a>b, sadd al-zJariah,'® dan dalam keputusan
hukumnya berdasarkan pada firasat dan tanda-tanda. lbnu al-Qayyim al-Jauziyyah
mengemukakan bahwa hakim atau wali penguasa boleh menetapkan hukum dengan
firasat dan petunjuk penyerta yang memberinya gambaran tentang suatu kejadian.
Lalu menyimpulkan sesuatu melalui keputusan pengadilan. Menurutnya, masalah
firasat adalah suatu masalah yang sangat besar, bermanfaat dan berbobot. Jika
seorang hakim atau wali penguasa mengabaikannya, maka sungguh ia telah

membungkam nilai kebenaran yang besar dan menegakkan kebatilan yang besar.*®

Lihat lbnu al-Qayyim al-Jauziyyah, ‘lam al-Muwagqqi i>n ... ,Juz. 1, h. 36-40.
18Lihat lbnu al-Qayyim al-Jauziyyah, ‘Zlam al-Muwagqqi i>n..., Juz. 3, h. 111.

B¥lbnu al-Qayyim al-Jauziyyah, Al-Turug al-H}ukmiyyah..., h. 13-14. Lihat juga lbnu al-
Qayyim al- Jauziyyah, Al-Fira>sat, (terj). Ibn Ibrahim, Firasat (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2000),
h. 47. Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah memberikan contoh diperbolehkan menghukumi sesuatu kejadian
dengan firasat dalam syariat Islam. Diantara keputusan hukum yang ditetapkan berdasar firasat dan
imarat adalah Ja’far bin Muhammad mendatangkan kepada Umar bin Khat}t}a>b seorang wanita yang
telah tertambat hatinya dengan seorang pemuda Ansar. Namun, ketika pemuda itu tidak
menanggapinya, maka ia lalu melakukan makar terhadap pemuda tersebut. la mengambil telur,
membuang kuningnya, dan menumpahkannya putihnya di baju serta pahanya. Setelah itu ia datang
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Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dikemukakan bahwa metedologi
istinba>t} hukum (penemuan hukum) Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah adalah al-
Qur’an, hadis, ijmak, fatwa sahabat, kiyas, istis{h}a>b, sadd al-z|ariah serta firasat

dan petunjuk penyerta yang memberinya gambaran tentang suatu kejadian.

B. Teori Perubahan Hukum Ibnul Qayyim
Pemikiran Figh dan Usul Figh Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah lebih banyak

dituangkan di dalam bukunya, ‘lla>m al-Muwaqq ‘i>n ‘an Rabbi al-‘A>lami>n, dan
al-7urug al-Hukmiyyah. la membahas secara mendalam tentang ijtihad dan
metodenya. ljtihad, menurut lbnu al-Qayyim harus berkembang sesuai dengan
perkembangan situasi dan kondisi di berbagai tempat dan zaman. Hukum harus
relevan dengan situasi dan kondisi di berbagai tempat dan masa. Dalam rangka
pengembangan hukum Islam sesuai dengan maga>s}id al-syar‘i>ah, ia
mengemukakan beberapa metode ijtihad, sebagaimana yang dikemukakan di atas. la
dikenal sebagai orang pertama yang merumuskan kaidah fikih: “Perubahan dan
perbedaan fatwa hukum berdasarkan perubahan waktu, tempat, kondisi dan niat serta
adat.” Kaidah yang dikemukakan Ibnu al-Qayyim tersebut dikemudian hari dijadikan
sebuah teori perubahan hukum terhadap perkembangan sosial hukum Islam sebagai

suatu konsep pembaharuan pemikiran hukum Islam.

menemui Umar dan menjelaskan bahwa laki-laki tersebut telah memperkosanya serta mencemarkan
nama baiknya di lingkungan keluarga. Dan inilah bekas perbuatannya pada diriku (sambil
menunjukkan tumpahan putih telur dibaju serta pahanya). Lalu Umar bertanya kepada beberapa wanita
untuk membenarkan bukti ucapannya, merekapun menjawab: “bahwa pada tubuh dan pakaiannya
terdapat bekas mani.” Lalu beliau hendak menghukum laki-laki itu. Namun, sang pemuda memohon
dan berkata: “wahai Amirul mukminin, yakinkanlah dahulu perkaraku. Demi Allah, aku tidak
melakukan hal yang keji itu dan akupun tidak menginginkannya. la pernah merayuku, namun aku tetap
terjaga.” Lalu Umar bertanya kepada Ali: “wahai ayah Hasan, bagaimana pendapatmu mengenai
keduanya?” lalu Ali melihat noda dipakaian wanita itu dan meminta air panas yang masih bergolak.
Lalu Ali mengguyurkannya pada pakain wanita itu, dan ternyata noda putih itupun membeku.
Kemudian beliau mengambil noda putih yang telah membeku dan mersakannya. Akhirnya beliau tahu,
bahwa noda tersebut berasal dari putih telur. Kemudian beliau menanyakan kepada wanita itu tentang
bukti palsu yang diberikan olehnya, akhirnya ia mengaku.

34



Pemikiran-pemikiran ijtihadnya merupakan refleksi dan opini yang
berkembang dalam masyarakat ketika itu bahwa pintu ijtihad? telah tertutup. Hal ini
membuat Ibnu al-Qayyim semakin lantang memproklamirkan ide-ide kemerdekaan
berpendapat bahkan berijtinad. Menurutnya, ijtihad harus terus dikembangkan karena
hukum-hukum yang ada ketika itu tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan
tempat, bahkan, ia mengecam keras sikap taklid para ulama di masanya.

Berikut ini akan dikemukakan lebih detail pokok-pokok pemikiran hukum
Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah tentang perubahan hukum terhadap perkembangan

sosial hukum Islam.

a. Faktor-faktor yang Memengaruhi Perubahan Hukum Islam
Pemikiran Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah tentang perubahan hukum terhadap
perkembangan sosial hukum Islam dituangkan dalam kitabnya ‘lla>m al-

Muwaqgq ‘i>n ‘an Rabbi al- ‘A>lami>n, di bawah ini:

P $-

GG 5 15T 5 YT 5 4 ST RS Calesy 1@adlk 5 o S s
213) 3ali
Artinya:

“Perubahan dan perbedaan fatwa berdasarkan perubahan waktu, tempat, kondisi
dan niat serta adat”.

ol 5 (el & Nl Alias e 42 izl

Artinya:

20jjtinad dalam konteks ini dipahami sebagai gerak dinamis dalam ajaran Islam dan
merupakan aktivitas mujtahid dalam menggali hukum Islam. Lihat Muhammad Igbal, The
Reconstruction of Religious Thought in Islam (New Delhi: Kitab Bahvan, 1981), h. 146-148, lihat juga
Abd. Azis Dahlan dkk, Ensiklopedia Hukum Islam (Cet.1; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997),
h.67.

Zpnu al-Qayyim al-Jauziyyah, ‘lla>m al-Muwaqqi>n ‘an Rabbi al-‘A>lami>n... Juz. 3,
(Cet. I; al-Qa>hirah: Da>r al- Hadi>s|, 1414 H/1993 M), h. 5.
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“Syariat ditegakkan demi kemaslahatan para hamba di dunia dan akhirat kelak™.

Teori perubahan fatwa hukum Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah di atas
merupakan rumusan konsep pembaruan pemikiran hukum Islam, sasaran pembaruan
hukum Islam dalam hal ini adalah fikih. Fikih merupakan hasil pemikiran dari para
ahli. Dalam penggalian figh, para ulama sangat dipengaruhi kondisi sosialnya,
sehingga kadang-kadang terjadi perbedaan pemikiran di kalangan para fukaha yang
berada dalam kondisi zaman dan tempat yang berbeda. Hal ini sekaligus
menandaskan bahwa pada fikih terbuka peluang untuk diadakan pemikiran ulang atau
dilakukan pembaruan-pembaruan.

Cik Hasan Bisri menjelaskan bahwa waktu, tempat, keadaan, niat dan
kebiasaan merupakan konsep yang sulit diamati dan diukur; demikian pula fatwa
dalam hal ini fikih. Waktu (al-azminah) dan tempat (al-amkinah) merupakan dua
dimensi dari satu kesatuan. Waktu dalam tempat, dan tempat melekat dengan waktu.
Secara operasional tempat dapat diartikan sebagai ruang atau kawasan, bahkan
wilayah teritorial, yang secara fisik dapat berupa kawasan lautan, kawasan daratan,
kawasan udara, kawasan pesisir, kawasan dataran rendah, kawasan padang pasir,
kawasan pengunungan dan seterusnya.

Waktu dapat diartikan waktu malam, waktu siang, serta musim yang dapat
diukur oleh satuan pengukuran tertentu: millennium, abad, dasa warsa, windu, tahun,
bulan, minggu, hari, jam, menit dan detik. Tempat dan waktu tidak memiliki pengaruh
terhadap perubahan, kecuali apabila dihubungkan dengan watak, perilaku dan pola kelakuan
manusia. Dengan demikian, perubahan fikih merupakan akumulasi dari berbagai faktor,
yakni nilai-nilai dasar yang berpangakal dari keyakinan, perilaku manusia, dan

lingkungan alam fisik termasuk manusia sebagai mahluk biologis. Perubahan fatwa
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atau figh hanya dapat dipahami dan dijelaskan bila diletakkan dalam kesatuan hukum
Allah secara universal: takdir, sunnatulah, dan syariah.??

Keadaan (al-ah}wa>I) atau situasi sebagai faktor perubahan, dapat diartikan
sebagai wujud konkret dari pranata sosial dalam interaksi antar manusia. Situasi
politik merupakan wujud interaksi antara manusia sebagai aktualisasi dari keyakinan
yang dirumuskan dalam bentuk ideologi yang mengandung nilai-nilai dasar untuk
menata kehidupan bersama (keteraturan), yang didukung oleh lingkungan alam fisik
(ekologi) dan sumber daya alam (ekonomi). Situasi ekonomi merupakan wujud
interaksi  manusia dalam  menggali, memproduksi, mendistribusi, dan
mendayagunakan sumber daya alam. Demikian pula situasi bidang kehidupan
lainnya, merupakan akumulasi dari berbagai faktor yang secara tunggal berhubungan
dengan unsur lain; atau menjadi salah satu faktor terhadap perubahan fikih.

Niat (al-niya>t) merupakan unsur dinamika internal yang menjadi salah satu
faktor perubahan fikih. Secara individual, ia merupakan dorongan hati untuk
melakukan suatu perbuatan, yang secara teknis dapat disebut sebagai kesadaran
hukum. Sedangkan secara kolektif, terutama dalam kehidupan bernegara, niat dapat
dipandang sebagai kemauan politik untuk merumuskan, mengembangkan, dan
menegakkan hukum, atau mentransformasikan fikih ke dalam undang-undang.

Kebiasaan (al- ‘awa>id) dapat diberi makna luas (ekstensif). Dapat diartikan
sebagai tradisi intelektual yang dikembangkan melalui tradisi membaca, berdialog
dan menulis sebagai salah satu ciri tradisi besar (great tradition) yang produknya
dapat dijadikan salah satu rujukan dalam penataan kehidupan manusia meskipun

bersikap longgar yakni ilmu figh, kebiasaan (al-‘awa>id) juga dapat diartikan

22Cik Hasan Bisri, Model Penelitian Fikih; Paradigma Penelitian Fighdan FighPenelitian,
Ed. 1(Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 20.
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sebagai pola perilaku yang ajeg yang mengikat secara kolektif. Bahkan ia dapat
diartikan sebagai pola kebudayaan yang dianut oleh satuan masyarakat yang
mengalami dinamika. Pola itu menjadi rujukan dan bahan baku bagi pembentukan
dan pengembangan figh dalam kehidupan masyarakat (al-‘4>dah al-
Muh{akkamah).?®

Aspek-aspek pengubah hukum ini diurai lebih dalam Abdul Manan di
antaranya adalah: aspek globalisasi, perspektif sosial budaya, politik, ekonomi,
pendidikan, ilmu penegetahuan dan tehnologi, dan supermasi hukum.?*Amir
Syarifuddin mengemukakan perlunya pembaruan pemikiran hukum Islam (fikih)
dalam rangka tercapainya kemaslahatan masyarakat sesuai dengan tujuan hukum
diturunkan Allah swt. Sementara kemaslahatan umat banyak ditentukan oleh faktor
waktu, tempat dan keadaan. Kemaslahatan dapat berubah bila waktu sudah berubah
dan kondisi masyarakat juga sudah mengalami perubahan. Apa yang dianggap
mas}lah}at dalam waktu tertentu, dalam waktu berikutnya mungkin tidak dianggap
mas}lah}at lagi dan begitu pula sebaliknya.?®

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah menegaskan bahwa faktor yang terpenting
untuk merumuskan ketentuan hukum, atau penetapan hukum harus dikaitkan dengan
lima hal yakni: al-azmina (situasi zaman), al-amkinah (situasi tempat), al- ahwal
(kondisi) al-niyat (motivasi/ niat), dan al-‘awaid (adat-tradisi). Semua ini,
mempengaruhi adanya pengembangan hukum. Mungkin saja suatu ketetapan hukum

telah ada di masa lalu namun karena masa dan situasi sekarang berbeda dengan yang

lalu, maka hukum itu berubah untuk lebih dikembangkan.

2Cik Hasan Bisri, Model Penelitian Fikih, h. 21- 22.
24 Abdul Manan, Aspek-aspek Pengubah Hukum (Cet. I11; Jakarta: Kencana, 2006), h. 57-199.

% ihat Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam (Cet. 1I; Padang:
Angkasa Raya, 1993), h. 120.
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Ekplorasi lebih jauh tentang faktor-faktor perubah dalam hukum Islam dalam
pandangan lbnu al-Qayyim al-Jauziyyah telah tertuang beberapa contoh dalam
mengimplementasikan kaedah tersebut sebagaimana terdapat dalam kitabnya ‘/lam
al-Muwagqqi ‘i>n berikut ini:

1) Al-Azmina (Situasi Zaman).

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah memberikan beberapa contoh kondisi tidak
diberlakukan hukum sebagaimana mestinya karena pertimbangan kemaslahatan.
Hukuman potong tangan tidak dilaksanakan pada masa perang. Nabi saw. telah
melarang memotong tangan orang yang mencuri pada masa perang. Karena
dikhawatirkan akan merembet pada sesuatu yang lebih dibenci oleh Allah swt.
dengan dimurtadkan atau diakhirkannya oleh sahabat-sahabat pencuri itu dari
kalangan orang-orang musyrik dengan alasan untuk melindunginya dan karena
kemarahan mereka.?®

Menurut Ibnu al-Qayyim sebagian besar tindakan mengakhirkan jad
(hukuman), adalah demi kemaslahatan yang kuat, baik kemaslahatan itu sebagai
bagian dari kebutuhan kaum muslimin atau karena kekhawatiran terhadapnya akan
keluar dari Islam (murtad) menjadi kafir. Mengakhirkan had karena suatu tujuan
adalah persoalan yang telah ditentukan oleh syariat, sebagaimana diakhirkannya pada
saat hamil dan menyusui, pada saat panas, dingin dan sakit. Ini merupakan
penangguhan yang dilakukan demi kemaslahatan orang yang terhukum dan

mengakhirkannya demi kemaslahatan Islam adalah lebih utama.?’

%1pnu al-Qayyim al-Jauziyyah, 1la>m al-Muwaqg ‘i>n ‘an Rabbi al- ‘A>lami>n, Juz. 3, h.
2"lbnu al-Qayyim al-Jauziyyah, ‘lla>m al-Muwaqq ‘i>n ‘an Rabbi al-‘A>lami>n , Juz. 3, h.
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Kondisi selanjutnya adalah contoh yang dikemukan Ibnu al-Qayyim al-
Jauziyyah bahwa ‘Umar bin Khat{t{a>b menggugurkan hukuman potong tangan atas

seorang pencuri pada masa paceklik.

“Dari ‘Umar bin Khat{t{a>b ia berkata: tangan seorang pencuri tidak boleh
dipotong dalam pencurian udzq dan juga pada masa tahun. Al-Sa‘adi berkata:
saya bertanya kepada Ah{mad bin H{anbal tentang hadis ini. la berkata bahwa
yang dimaksud dengan udzq adalah kurma sedang yang dimaksud dengan masa
tahun adalah masa paceklik. Kemudian Imam Ah{mad menjelaskan lebih jauh
lagi bahwa jika ada orang yang mencuri pada masa paceklik tidak dijatuhi
hukuman potong tangan, jika ia mencuri karena kebutuhan yang sangat
mendesak sedang orang lain juga dalam masa paceklik dan kesulitan.?®

Ibnu al-Qayyim sependapat dengan kebijakan ‘Umar bin Khat{t}a>b yang
menghentikan pelaksanaan tindak pidana pencurian pada tahun paceklik. Bahwa pada
masa paceklik benar-benar melanda dan kebutuhan pokok manusia menjadi demikian
sulitnya, sehingga seseorang terpaksa harus melakukan pencurian untuk
mempertahankan hidupnya, maka wajib hukumnya atas pemilik harta untuk
menyerahkan harta itu kepadanya, baik dengan minta harga yang layak atau dengan
memberikannya secara cuma-cuma. Karena kewajiban saling tolong menolong dan
menyelematkan nyawa orang lain, yang diukur dengan kesanggupanya, kalau perlu
pemberian itu dilebihkan, jika kebutuhan hidupnya benar-benar amat mendesak. Ini
adalah hal syubhat yang dapat mencegah hukuman potong tangan dari orang yang

mencuri karena sangat membutuhkan. Alasan inilah yang paling kuat dari sekian

2|bnu al-Qayyim al-Jauziyyah, ‘lla>m al-Muwaqq i>n ‘an Rabbi al- ‘A>lami>n, Juz. 3, h.
11. Bercerita kepada kami Abu> N‘uma>n Arim, bercerita kepada kami Hamad bin Salamah dari
Hisyam bin Urwah dari Ayahnya, dari Ibnu Ha>t{ib, bahwa sesungguhnya budak-budak kepunyaan
Ha>t{ib bin Abi Balta’ah telah mencuri unta seorang lelaki dari Muzainah. ‘Umar mendatangi mereka.
Dan mereka semua mengakui hal itu. Kemudian ‘Umar berkata lagi: wahai Kas\ir bin al-S{alt, pergi,
dan potonglah tangan-tangan mereka. Kemudian sesudah memutuskan hal itu mendadak ‘Umar
menarik kembali putusannya, dan berkata: Demi Allah, jika saja saya tidak tahu kalian yang telah
menyebabkan mereka melakukan itu dan juga menjadikan mereka kelaparan sehingga mereka
mencuri, dan hal yang haram pun menjadi halal bagi mereka karena keterpaksaan mereka itu, niscaya
akan saya potong tangan-tangan mereka. Demi Allah, jika saya tidak melakukannya, maka berarti saya
harus mengganti apa yang telah mereka curi dikarenakan rasa lapar mereka itu. Kemudian ‘Umar
berkata: hai lelaki Muzainah, berapa kamu minta harga dari untamu itu? la menjawab: empat ratus.
‘Umar berkata: Pergi dan berilah ia delapan ratus. Lihat Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah ‘Tla>m al-
Muwagqq ‘i>n ‘an Rabbi al- ‘A>lami>n, Juz. 3, h. 11-12.
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banyak hal syubhat yang telah dijelaskan oleh banyak ahli figh. Namun demikian,
jika kemudian jelas ketahuan bahwa seorang pencuri sebenarnya tidak begitu butuh
(kepepet) dengan harta yang dicurinya itu, maka hukum potong tangan harus
dilaksanakan atasnya.?® Sebaliknya setelah diteliti dan ternyata ketahuan bahwa
seorang pencuri sebenarnya tidak begitu butuh (kepepet) dengan harta yang dicurinya
itu, maka hukum potong tangan harus dilaksanakan atasnya.

Syekh Muh{ammad al-Madani> menegaskan bahwa sesungguhnya ‘Umar bin
Khat{t{a>b memahami bahwa orang yang mengambil harta orang lain pada tahun
paceklik, tidak layak disebut pencuri, karena orang itu melihat ada hak bagi dirinya
pada barang yang ia ambil. Sementara yang disebut pencurian ialah jika seseorang
mengambil secara sembunyi-sembunyi apa yang bukan merupakan haknya.*

Di antara prinsip-perinsip Islam yang definitif ialah pertanggungjawaban
bersama di antara manusia. Artinya, masyarakat mempunyai kewajiban kifayah untuk
membantu setiap anggotanya, ketika mereka ditimpa kelaparan dan paceklik. Jika
masyarakat tidak melaksanakan kewajiban kifayah ini dengan membantu orang-orang
yang terdesak kebutuhan hidup, maka mereka semua berdosa, dan bagi orang yang
dalam keadaan terpaksa boleh mengambil sesuatu (dari orang lain yang
berkecukupan) yang bisa menjaga hidupnya.

Tidak dapat diragukan bahwa tahun paceklik merupakan faktor temporal yang

memaksa munculnya orang-orang yang terdesak kebutuhan hidup. Keadaan ini

B1bnu al-Qayyim al-Jauziyyah, ‘fla>m al-Muwaqq ‘i>n ‘an Rabbi al-‘A>lami>n, Juz. 3, h.
12.

30Dijantara bukti-bukti yang dijadikan acuan oleh orang-orang yang hendak menggugurkan
nas} syariat adalah masalah kebijakan ‘Umar bin Khat{t}a>b yang berkaitan dengan gugurnya hukum
potong tangan pada musim paceklik. Dalam buku ini syekh al-Madani> mencounter anggapan tersebut
dengan mengatakan bahwa Sesunguhnya ‘Umar bin Khat{t}a>b r.a. tidak menangguhkan nas}, tidak
menyimpang dan tidak pula menghapusnya...lihat lebih jauh Syekh Muh{ammad al-Madani>,
Naz}ara>t fi> ljtiha>da>t al-Fa>ru>q ‘Umar bin al-Khat}t}a>b (Cet. |; Bairu>t: Da>r al- Fath}i,
1990), h. 81.
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mendorong munculnya kewajiban masyarakat untuk memberikan hak kepada mereka.
Hal ini tidak bisa dilihat dari sisi pemenuhan desakan kebutuhan hidup yang
dikaitkan dengan pribadi orang yang mencuri atau bukan pemenuhan hak itu,
sehingga ia harus dipotong tangannya atau tidak dipotong tangannya, tetapi ini adalah
masalah hukuman. Suatu hukuman bisa ditolak karena syubhat, syubhat ini cukup
kuat untuk menolak hukuman. Jika saat itu bukan tahun paceklik, tahun kemudahan
dan subur, maka syubhat ini tidak dianggap kuat dan tidak mampu menolak
hukuman. Sebab yang menjadi pertimbangan dalam syubhat, yang kemudian
menolak pelaksanaan hukuman  ialah kekuatannya dan faktor-faktor yang
mendukungnya.!

Hal serupa dikemukakan oleh Abdul Rauf Amin dalam kitabnya al-ljtiha>du
Ta’as|uruhu wa Ta’s|i>rubu fi> Figh al-Maga>s}idu wa al-wa>q ‘i % bahwa tidak
dapat dikatakan ijtihad Umar atas kebijakannya tidak melakukan hukum tindak
pidana terhadap pencurian pada tahun paceklik berupa potong tangan sebagai suatu
pengguguran atau penentangan terhadap suatu nas} disebabkan oleh dua hal:
Pertama, bahwa sesungguhnya ‘Umar tidak menyelisihi al-Qur’an dan sunnah,
bahkan ‘Umar pada dasarnya melaksanakan nas} khusus atas permasalahan ini, yaitu

sabda Rasulullah saw.
33;5"/5 °, ;%&é@g\g
Artinya:

“Tidak ada hukum potong tangan pada musim paceklik karena keterpaksaan”.

31Syekh Muh{ammad al-Madani>, Naz}ara>t fi> ljtiha>da>t al-Fa>ru>q ‘Umar bin al-
Khat}t}a>b, h. 80-81.

%2Abdu Rauf bin Muhammad Ami>n, Al-ljtiha>du Ta’as|uruhu wa Ta’s|i>ruhu fi> Fikhi>
al-Maga>s}idu wa al-wa>q ‘i (Cet. I; Beiru>t: Da>r al- Kutub al-‘Tlmiyah, 2013), h. 258-259.

3Al-Bahru al-Ra>iqg, bab kita>bu al-sarigah, Juz 13, [CD. ROOM, Maktabah Syamilah], h.
218.

42



Kedua, ‘Umar pada dasarnya merujuk pada nas}-nas} umum yang
mengandung kaidah-kaidah universal dan maga>s}id al-syari> ‘ah seperti kebolehan
memakan sesuatu yang haram dalam keadaan terpaksa, demikian halnya kebolehan
memakan harta orang lain karena darurat. Di samping itu, kebijakan ‘Umar tersebut
didukung oleh kaidah secara umum sebagaimana hadis Nabi saw.

Ko Al &l 585 Sl [ 0B 3 o a3l e U ATl i e 5 U
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Artinya:
“Tolaklah hukuman itu dengan hal yang syubhat/ragu” (HR al-Baihaqi>)
Hukuman had bagi pencuri adalah potong tangan sebagaimana terdapat

dalam firman Allah QS al-Ma>idah/5: 38.
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Terjemahnya:

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan
keduanya (sebagai) belasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai
siksa dari Allah dan Allah Mahaperkasa Mahabijaksana”.%®

Ayat ini turun bersifat umum dan tak terbatas, ketika Allah swt.

memerintahkan memotong tangan pencuri laki-laki maupun perempuan, dan

34Imam al-Baiha>gi>, Sunan Baiha>qi> al-Kubra, bab Baya>nu daf i al-Khabar al-ladz\i>
ruwiyah fi> qat}li al-Mu 'min, Juz. 8 [CD. ROOM, Maktabah Syamilah], h. 31.

%Kementerian Agama RI, Al- Qur’an Terjemah dan Tajwid, (Cet. I; Bandung: Sygma
Examedia, 2014), h. 114.
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bagaimanapun keadaannya, tanpa ada pengkhususan dan pembatasan waktu, keadaan
atau situasi tertentu. Hukum ini bersifat umum tanpa ada pengecualian masa sulit atau

masa pacelik yang menimpa manusia.®

Pelarangan potong tangan bagi pencuri pada masa perang yang dilakukan
Rasulullah saw., karena khawatir orang yang akan dijatuhi hukuman itu lari ke pihak
musuh untuk menghindarkan dirinya dari hukuman tesebut. Masalah ini
menunjukkan bahwa beliau sendiri melihat bahwa nas} al-Qur’an yang menetapkan
hukum potong tangan bagi pencuri, tidak mencerminkan kesesuain dengan
kemaslahatan pada waktu itu (waktu perang).

Kapasitas Rasulullah sebagai penjelas terhadap ayat yang mengandung hukum
secara global, atau mengkhususkan yang umum dan membatasi yang tidak terbatas.
Seperti halnya Rasululah saw. telah menjelaskan batasan minimal barang yang dicuri
yang mengharuskan pelaksanaan hukum potong tangan,®’ bahwa jika nilainya kurang
dari empat dinar, maka tidak ada hukuman potong tangan. Orang gila yang mencuri
juga tidak dijatuhi hukuman ini, begitu pula jika pencuri dari sesuatu yang
sebenarnya dia mempunyai bagian dari barang itu, seperti mengambil buah-buahan
atau biji-bijian dari kebun untuk makan. Orang tua yang mengambil barang dari

anaknya juga tidak dijatuhi hukuman itu.*®Begitu juga hukuman potong tangan ini

%6Syekh Muh}ammad al-Madani>, Naz}ara>t fi> ljtiha>da>t al-Fa>ru>q ‘Umar bin al-
Khat}t}a>b, h. 80.

$7“Dipotong tangannya pencuri, yang mencuri rub ‘u dinar” lihat Muh}ammad bin Isma>‘i>|
al-Bukha>ri>,S}ah}ih} Bukha>ri>, bab Qalullahu Ta‘ala Wassa>riqu wassa>riqatu faqt}a ‘u>, Juz.
21, [CD. ROOM, Maktabah Syamilah], h. 52.

38 “Engkau dan hartamu milik orang tuamu, sesungguhnya anak-anakmu adalah sebaik-baik
hasil usahamu, makanlah dari hasil usaha anak-anakmu” Imam Abu> Da>ud, Sunan Ab>u Da>ud,
bab Fi> al-Rajuli Ya kulu min Ma>li walidihi, Juz. 9 [CD. ROOM, Maktabah Syamilah], h. 408.
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hanya dari pergelangan tangan dan bukan dari siku atau dari pangkal
tangan.3*Demikianlah penjelasan Rasulullah saw. (al-sunnah) terhadap al-Qur’an.
Larangan Rasulullah saw. tidak menjatuhkan h}ad bagi pencuri di masa
perang adalah salah satu contoh yang dikemukakan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah
tentang perubahan hukum/fatwa suatu kasus berubahnya nas} yang ditetapkan oleh
nas} yang lain. Jadi, tidak dilaksanakannya hukuman dalam kondisi peperangan,
ditetapkan oleh nas} yang lain. Demikian pula ketetapan hukum/fatwa ‘Umar bin
Khat}t}a>b menggugurkan hukuman potong tangan atas seorang pencuri pada masa
paceklik. Dengan demikian, kita mendapatkan kejelasan bahwa kebijakan ‘Umar bin
Khat}t}a>b itu tidak keluar dari nas}, tidak menggugurkan dan tidak pula
menghapusnya, sebagaimana tanggapan sebagian orang. Tapi justeru dia
memperaktekkannnya secara mendatail, dengan tetap memperhatikan maga>s}idu al-
syari>‘ah, yaitu menolak hukuman karena syubhat di samping itu hukuman
ditiadakan bagi orang yang terdesak/terpaksa sebagaiamana yang dijelaskan dalam

nas} dan kaedah figh yaitu
<l sadall A4 &5 3l
Artinya: “Kemudaratan itu membolehkan hal-hal yang dilarang”.

2) Al-Amkinah (Situasi Tempat) dan Al- ‘Awaid (Adat-Tradisi).
Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah memberikan contoh perubahan fatwa/hukum
disebabkan karena perubahan situasi al-amkinah/tempat dan adat tradisi yang berlaku
di suatu negara dalam masalah pengeluaran zakat fitrah disesuaikan dengan makanan

pokok setempat.

39Batas pemotongan dari pergelangan tangan, lihat Imam al-Baiha>gi>, al-Sunan al-S}agi>r
al-Baiha>gi>, bab al-Sa>riqu Yasruqu Fa Tagt}a‘u> Yaduhu al-Yumna>, Juz. 8 [CD. ROOM,
Maktabah Syamilah], h. 271.
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“Nabi saw. menetapkan zakat fitrah satu sha’ dari buah kurma, satu sha’ dari
gandum, satu sha’ dari zabib (kismis) dan satu sha’ dari aqith. Ini adalah
makanan-makanan pokok penduduk Madinah pada umumnya. Adapun warga
Negara atau tempat yang makanan pokoknya adalah selain itu, maka wajib atas
mereka satu sha’ dari makanan pokoknya itu, seperti orang yang makanan
pokoknya adalah jagung, padi, buah tin atau biji-bijian yang lain, maka wajib
atas mereka zakat fitrah dengan makanan pokoknya itu. Adapun jika makanan
pokok adalah selain biji-bijian, seperti susu, daging dan ikan, maka mereka
harus mengeluarkan zakat fitrahnya dalam bentuk itu, demikianlah pendapat
jumhur ulama. Karena tujuan sebenarnya dari zakat fitrah adalah untuk
melepaskan kesusahan orang-orang miskin pada hari Raya ‘Id dan memberi
keluasan mereka dengan makanan-makanan pokok penduduk negaranya.
Berdasar hal ini, boleh pula mengeluarkan tepung, meskipun ada hadis yang
tidak memperbolehkannya. Adapun mengeluarkan roti dan makanan meskipun
ia sangat bermanfaat, tetapi karena terlalu sedikitnya harga dan juga
menimbulkan kesulitan, maka adalah lebih bermanfaat memberikannya dalam
bentuk biji-bijian karena lebih tahan lama, dan dapat mengambil dari biji-bijian
itu dari berbagai keuntungan yang tak dapat mereka ambil dari roti dan
makanan. Apalagi jika roti dan makanan yang banyak diberikan kepada orang
miskin, maka ia akan cepat basi dan tidak mungkin terus menjaganya tetap
dalam keadaan baik. Namun demikian ada juga yang berpendapat bahwa yang
demikian itu tidaklah masalah, karena tujuan sebenarnya dari pemberian zakat
ini adalah memberikan kecukupan kepada mereka pada hari yang agung itu,
sehingga mereka terhindar dari meminta-minta,“° sesuai sabda Nabi saw.

D818 2 5 adle ) e ) U505 (im0 - B Dk e g e
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Artinya: “... Cukupkanlah mereka pada hari ini” (HR al- Da>ra Qut}ni>).
Berdasarkan pemaparan di atas, Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah mengkiyaskan
terhadap bahan-bahan yang disebutkan dalam hadis nabi di atas yaitu: kurma,
gandum, kismis dan agith sebagai makanan pokok penduduk Madinah dengan
makanan pokok dalam suatu negeri. Misalnya padi, jagung dan biji-bijian lainnya
sebagai makanan pokok. Yaitu kebolehan mengeluarkan zakat fitrah selain yang
disebutkan dalam hadis Nabi. Dengan mengkiyaskan/menganologikan sesuatu

dengan hal-hal yang serupa yang telah ditetapkan oleh nas}. Yaitu mengqiyaskan

“Olbnu al-Qayyim al-Jauziyyah, ‘Tlam al-Muwaqqi ‘i>n ‘an Rabbi al- ‘Alamin, Juz. 3, h. 13.

“lihat Ima>m al-Da>ra Qut}ni>, Sunan al- Da>ra Qut}ni}>, bab Kita>bu Zaka>tu fit}ri,
Juz. 2 [CD. ROOM, Maktabah Syamilah], h. 152.
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terhadap bahan-bahan yang disebutkan dalam hadis Nabi di atas makanan pokok
penduduk Madinah dengan makanan pokok dalam suatu negeri.

‘Umar bin ‘Abdul ‘Azi>z, Abu> H}ani>fah dan murid-muridnya serta
beberapa ulama lainnya, memperbolehkan membayar zakat fitrah berupa uang
seharga makanan, jika ia lebih bermanfaat bagi kaum fakir miskin. Argumentasi
mereka adalah, bahwa Nabi Muhammad saw. memberikan perintah mereka agar
jangan sampai ada yang meminta-minta pada hari raya. Hal ini akan tercapai dengan
memberikan uang, sebagaimana jika diberikan makanan. Bahkan mungkin,

membayar zakat dengan uang lebih utama dan lebih bermanfaat.

Pada kondisi tertentu di zaman sekarang di kota-kota besar, membayar zakat
dengan makanan pokok akan betul-betul bertentangan dengan tujuan syariat. Karena
tidak banyak bermanfaat dan tidak akan memenuhi esensi tujuan yang dikehendaki
syariat, yaitu membebaskan kaum muslimin pada hari tersebut dari meminta-minta.
Sebab mereka akan menjualnya dari harga yang lebih murah. Itupun jika ada yang
mau membelinya. Selain itu, mengeluarkan zakat dari bentuk makanan lebih sulit
bagi yang memberi zakat.*?

Contoh lebih konkret tentang perubahan fatwa/hukum karena perubahan
tempat dan keadaan adalah, seperti yang dilakukan oleh sahabat Nabi, Mu‘a>z\ bin
Jabal. Ketika Mu‘a>z\ bin Jabal diutus Rasulullah saw. ke Yaman dan Rasul
memerintahkannya untuk mengambil zakat dari kalangan orang kaya di Yaman untuk
diberikan kepada kalangan fakir miskin. Yang diwasiatkan kepadanya
adalah” Ambillah biji-bijian dari biji-bijian, ambillah kambing dari kambing, dan

ambillah onta dari onta”. Namun Mu‘a>z\ tidak memahami pesan Nabi ini secara

42yu>suf al-Qard{a>wi>, Taisi>r al-Figh lil Muslim al-Ma> ‘as}irah fi> D}au’i al-Qur’an
wa al-Sunah, terj. Zuhaeri Misrawi, FighTaysir; Metode Praktis mempelajari Figh(Cet. I; Jakarta:
Pustaka al- Kautsar, 2001), h. 113-114.
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letterledge, melainkan dia ambil intinya yakni untuk memudahkan umat. Inilah yang
mereka tuntut, dan ketika ditemukan cara yang lebih mudah untuk membayar barang
yang senilai, maka Mu‘a>z\ tidak mempersoalkannya. Hal ini mengandung makna
bahwa Islam memperhatikan kesulitan mereka. Selain itu, bentuk zakat yang mereka
berikan lebih bermanfaat bagi orang-orang yang berada di Madinah, ibu kota Islam,
ketika kelebihan harta penduduk Yaman dikirimkan ke sana. Dalam pidatonya di
Yaman, Mu‘a>z\ mengatakan: “Berikanlah kepadaku baju atau pakaian (pakaian
yang mereka buat sendiri/tenun) yang kami ambil dari kalian sebagai ganti dari biji-
bijian dan gandum, karena ia lebih mudah dari kalian dan lebih bemanfaat bagi kaum
Muhajirin di Madinah.*®

Pemberlakuan mas}lahat dan memperhatikan esensi tujuan syariat dalam hal
zakat, membuat Mu‘a>z\, orang yang paling tahu halal haram di kalangan sahabat**
mengutamakan pengambilan nilai pakaian Yaman sebagai ganti dari biji-bijian,
meskipun tanpaknya melenceng dari z}a>hir hadis yang lain. Namun, tidak
mungkin, seorang Mu‘a>z\ akan melanggar hadis Rasulullah saw. yang menjadikan
ijtihadnya menjadikan urutan ketiga sesudah al-Qur’an dan al-sunnah. Akan tetapi,
sebenarnya dia mengetahui tujuan hadis sehingga tidak melanggar isi hadis terebut.

3) Al- Ah}wal (Kondisi)
Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah memberikan contoh tentang bagaimana

mengingkari hal-hal yang mungkar dan syarat-syaratnya. Sesungguhnya Nabi Saw.

BYu>suf al-Qard{a>wi>, Taisi>r al-Figh lil Muslim al-Ma> ‘as}irah ..., h. 116.

44 «__.Orang yang paling penyayang diantara umatku terhadap ummatku adalah Abu> Bakar.
Yang paling keras menegakkan agama Allah adalah ‘Umar bin Khat}t}a>b. Dan yang paling
mengetahui perkara halal dan haram adalah Mu‘a>z\ bin Jabal, Lihat Ionu Ma>jah, Sunan lbnu
Ma>jah, dalam bab Fad}a>ilul haba>bu radliyallahu ‘anhu, juz. 1, h. 179. lihat juga Imam al-
Tirmiz\i>, Sunan al-Tirmiz|i> dalam bab, Muna>gibu Mu ‘a>z| bin Jabal, Juz.12, [CD. ROOM,
Maktabah Syamilah], h. 262.
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mensyariatkan umatnya untuk mengingkari hal yang mungkar, agar dengan
keingkarannya tersebut, kebaikan menjadi nyata baginya, sebagaimana yang dicintai
oleh Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi jika pengingkaran itu justeru mendatangkan
sesuatu yang lebih mungkar dan lebih dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya, maka
pengingkaran tersebut bukanlah suatu yang mesti dipaksakan, meskipun Allah
membenci dan mengutuk pelakunya. Salah satu contoh yang dikemukakan lbnu al-
Qayyim al-Jauziyyah adalah pengingkaran terhadap seseorang yang sedang asyik
terlena dengan buku-buku humor dan sejenisnya, jika dilakukan pengingkaran
terhadapnya justeru mengkhawatirkannya akan berpindah kepada buku-buku yang
berbau bid’ah, kesesatan dan sihir, maka membiarkan mereka bersama buku-buku
yang pertama tadi (buku-buku humor) adalah tindakan yang lebih baik.

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah juga mengisahkan gurunya Syaikh al-Isla>m
Ibnu Taimiyah rah}imahulla>hu, bahwa dia pernah lewat di depan sekelompok orang
dari Tartar yang sedang minum khamar. Ada sebagian sahabatnya yang tidak senang
dengan perbuatan orang Tartar tersebut, kemudian sesorang di antara mereka
melakukan pengingkaran terhadap mereka. Lalu Ibnu Taimiyah mengatakan terhadap
orang yang melakukan pengingkaran tersebut: sesungguhnya Allah mengharamkan
khamar, karena khamar dapat memalingkan seseorang dari zikir kepada Allah dan
shalat, dan khamar itu bagi mereka justru menghalangi mereka dari melakukan
pembunuhan, penewananan juga perampasan harta orang lain, maka biarkanlah
mereka melakukan hal itu.*

Yu>suf al-Qard{a>wi> mengomentari dari sikap syekh lbnu Taimiyyah

tersebut bahwa dari nasehat Ibnu Taimiyah ini, kita mencatat dua hal yang sangat

“1bnu al-Qayyim al-Jauziyyah, ‘1lam al-Muwaqqi i>n ‘an Rabbi al- ‘Alami>n, Juz. 3, h. 7.
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penting: Pertama; perubahan fatwa karena perubahan keadaan/kondisi orang yang
menjadi objek fatwa. Kedua;  memperhatikan esensi tujuan syariat ketika
mengharamkan dan menghalalkan, serta menghindari kekakuan pada tekstualitas nas}
semata. Hal itu mendiamkan kemungkaran karena menghindari kemungkaran yang
lebih besar dari itu.*®

Pemaparan yang dicontohkan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah di atas adalah
salah satu contoh kondisi ketika kemaslahatan yang ditetapkan oleh nas}-nas} yang
bertentangan. Yaitu meninggalkan nahi mungkar dalam arti membiarkan mereka
minum khamar apabila berakibat munculnya kemungkaran yang lebih besar. Atau
dengan kata lain menimbang kemudaratan di antara kemudaratan yang ditimbulkan,
lalu memilih kemudaratan yang lebih ringan. Sebagai kaedah yang mengatakan:

Laghal & 1550 Lagadie e 5 lintda (i lad 1Y)

Artinya:

“Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar
mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya”.

Contoh di atas menunjukkan tentang adanya perubahan fatwa/hukum,
disebabkan karena adanya perubahan kondisi. Sebenarnya hal tersebut termasuk
dalam kategori mengambil dalalah (pengertian) nas ketika terjadi perubahan situasi
dan kondisi.

4) Al-Niyat (Motivasi/Niat).

Niat dapat dipahami sebagai ruh, intisari dan penguat amal perbuatan, di mana
amal perbuatan itu sangat tergantung kepadanya, sehingga amal perbutan itu baru
dianggap sah jika niatnya dianggap sah, dan dianggap batal, jika niatnya dianggap

batal. Nabi Muhammad saw. telah bersabda:

Yyu>suf al-Qard{a>wi>, Taisi>r al-Figh lil Muslim al-Ma>‘as}irah ... terj. Zuhaeri
Misrawi, FighTaysir... h. 108.
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Artinya:

“...Sahnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan
memperoleh sesuatu sesuai dengan apa yang diniatkanya...”( HR Bukha>ri>).

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah menjelaskan makna hadis ini bahwa ungkapan
pertama dijelaskan bahwa amal perbuatan itu tidak dianggap sah kecuali dengan
adanya niat. Oleh karena itu, tidak ada suatu amal perbuatan pun yang dianggap sah
kecuali dengan adanya niat. Sedangkan pada ungkapan yang kedua dijelaskan bahwa
orang yang mengerjakan suatu amal perbuatan akan memperoleh balasan sesuai yang
diniatkannya. Dengan demikian, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sah dan
tidaknya setiap amal perbuatan itu ditentukan oleh niatnya. Ketentuan yang pertama
itu dapat diketahui oleh hati, sedangkan ketentuan yang kedua dapat diketahui
melalui nas}. %8

Perubahan hukum/fatwa dengan berubahnya niat, menurut Ibnu al-Qayyim al-
Jauziyyah, bagian yang dijadikan patokan syara’ adalah niat seorang mukallaf bukan
bentuknya. Hal ini bisa dilihat dari hadis yang diriwayatkan dari Abu> Huraerah:
el 4358 Y 55 a0 2338 G ol 0505 08 05306 il 55
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Artinya:

4Ima>m al-Bukha>ri>, S}ah}i>h} al- Bukha>ri>, bab Badul Wahyi, Juz. 1 [CD. ROOM,
Maktabah Syamilah], h. 3.

“8lbnu al-Qayyim al-Jauziyyah, ‘1lam al-Muwagqqi i>n ‘an Rabbi al- ‘Alami>n, Juz. 3, h. 93.

49Gyekh Ibnu Taimiyah, Al-Fata>wa> al-Kubra, bab Qa>la Syekh al-Isla>m lbnu Taimiyah,
Juz.3 [CD. ROOM, Maktabah Syamilah], h. 194.
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“Barang siapa yang menikahi seorang wanita dengan sebuah mahar yang diniati
untuk tidak diberikan kepadanya, maka saat itu ia dapat disebut sebagai seorang
pezina, dan siapapun yang sedang berhutang kepada seseorang namun diiringi
dengan niat untuk tidak melunasinya, maka ia dapat dikategorikan sebagali
pencuri”.

Konteks hadis tersebut, jika seorang pembeli dan seseorang yang akan
melangsungkan pernikahan berniat untuk tidak memberikan barang penggantinya dan
hanya untuk dapat berhubungan suami istri, maka kedua orang tersebut dapat
dianggap sebagai seorang pezina dan pencuri, walaupun dalam kenyataannya
keduanya berbeda. Pernyataan ini diperkuat oleh ungkapan sebuah hadis dalam kitab
s}ah}i>h} Bukha>ri> bahwa:

0154l 347 o 08 s adle 0 im0 B e A (o5 35000 (2
505 AN 81 37) 4 Al gasl) 4y, Aal Bag ale DU 5ol W lal &y y

Artinya:

“Barangsiapa yang mengambil harta orang lain dengan niat akan
mengembalikannya, maka Allah swt. Akan membantu dalam
pengembaliannya, dan barangsiapa yang mengambil harta tersebut dengan
niat akan menggelapkannya, maka Allah swt. Akan menggelapkan harta
tersebut” (HR Bukha>ri>).

Ungkapan beberapa dalil yang diambil dari hadis-hadis di atas memberikan
suatu pengertian bahwa segala bentuk niat dapat merubah ketentuan hukum
muamalah, baik dalam hukum ‘akad (transaksi antara kedua belah pihak) maupun
dalam ketentuan hukum yang lainnya. Demikian juga yang berlaku dalam ketentuan
hukum-hukum syariat; seperti jika seseorang berniat pada saat membeli atau
memperdagangkan sesuatu atau meminjamkan sesuatu dari yang lain atau menikahi
seorang wanita dengan diiringi sebuah niat bahwa kesemuanya itu dilakukan adalah

untuk orang yang diwakilinya atau orang berada di bawah perwaliannya. Walaupun

*0lma>m al-Bukha>ri>, S}ah}i>h} al- Bukha>ri>, bab Man Akhaz|a Amwa>lu al-Na>s, Juz.
8 [CD. ROOM, Maktabah Syamilah], h. 215.
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niat tersebut tidak diucapkan secara lisan saat melakukan akad, maka barang atau
sesuatu yang diakadkan (disepakati) menjadi milik yang sah bagi orang yang diwakili
atau berada di bawah perwaliannya. Jika saat melakukan akad dia tidak menyertakan
niat tersebut, maka barang atau sesuatu yang diakadkan menjadi milik

yang sah bagi diri pelaku (bukan milik dari orang yang diwakilinya atau berada di
bawah perwaliannya).*

Hukum-hukum Allah swt. yang berkaitan dengan hukum ibadah. Dalam
hukum ibadah, niat merupakan faktor penentu sah dan batalnya ibadah tersebut,
sehingga niat dianggap faktor yang sangat penting dibandingkan dengan yang
diucapkan. Oleh karena itu, sekiranya ada seseorang yang menahan diri dari segala
yang membatalkan puasa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, tetapi
dia tidak berniat untuk ibadah, maka dia tidak dianggap sebagai orang yang berpuasa.
Seandainya ada seseorang yang mengelilingi baitullah (Ka’bah) dengan niat untuk
mencari sesuatu miliknya yang jatuh, maka dia tidak termasuk orang yang sedang
melaksanakan thawaf. Seandainya ada seorang yang memberi hibah atau hadiah
kepada orang fakir, tetapi dia tidak berniat untuk mengeluarkan zakat, maka dia tidak
termasuk orang yang mengeluarkan zakat.>

Kasus-kasus yang dimunculkan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah di atas,
menunjukkan bahwa perubahan fatwa hukum disebabkan perubahan kemaslahatan
yang disesuaikan dengan faktor al-azmina (situasi zaman), al-amkinah (situasi
tempat), al- ah}wal (kondisi) al-niyat (motivasi/ niat), dan al- ‘awaid (adat-tradisi).
Kelima faktor inilah yang menjadi sebab (al-illah) dalam perubahan fatwa hukum.

Hal tersebut sudah dilakukan oleh Rasulullah saw. beserta sahabat-sahabatnya, dan

®llbnu al-Qayyim al-Jauziyyah, ‘1lam al-Muwaqqi i>n ‘an Rabbi al- ‘Alami>n,, Juz. 3, h. 83.

2lpnu al-Qayyim al-Jauziyyah, 1lam al-Muwagqqi i>n ‘an Rabbi al- ‘Alami>n, Juz. 3, h. 92-
93.

53



ulama-ulama pendahulu Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah sebagaimana yang dipaparkan
dalam berbagai contoh di atas.
b. Kemasalahatan sebagai Faktor Determinan Pengembangan Hukum Islam.

Jumhur ulama telah sepakat bahwa syariat diturunkan untuk mewujudkan
kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Tidak ada sesuatupun
kepentingannya kepada Allah dan Allah tidak membutuhkan apapun dari alam ini.
Allah hanya menghendaki kebaikan dan kemaslahatan bagi makhluk-Nya, maka
sudah selayaknya bagi para penghuni alam ini untuk mengetahui tujuan Allah
menurunkan syariatnya, dengan meneliti berbagai macam hukum, mengamati
berbagai nas} dengan alasan-asannya, yang secara keseluruhan akan mengisyaratkan

tujuan syariat.>*Terkait dengan hal ini, Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah mengatakan:
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Artinya:

‘... Sesungguhnya pondasi dan asas syariat adalah hukum dan kemaslahatan
hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat. Syariat membawa keadilan, rahmat,
hikmah dan kemaslahatan bagi semuanya; sehingga setiap masalah yang keluar
dari keadilan menuju kepada kesewenang-wenangan, dari rahmat menuju
kepada yang sebaliknya, dan dari kemaslahatan menuju kepada mafsadah
(kerusakan), serta dari hikmah menuju kepada kesia-siaan, maka yang demikian
itu bukanlah bagian dari syariat, meskipun ada takwil yang disusupkan ke
dalam syariat itu...,”

SAl-Ima>m Yu>suf al-Qard{a>wi>, Al-Siya>sah al-Syar‘iyyah fi> D}aui Nusju>s} al-
Syari> ‘ati wa Maqga>sj}iduha>, (Cet. IV; al-Qa>hirah: Maktabah Wahbah, 2011), h. 231.

1bnu al-Qayyim al-Jauziyyah, ‘1lam al-Muwaqqi i>n ‘an Rabbi al- ‘Alami>n, Juz. 3, h. 5.
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Pernyataan Ibnu al-Qayyim di atas menunjukkan bahwa kemaslahatan sebagai
asas untuk mengubah fatwa hukum menurut perubahan waktu, tempat, keadaan, dan
adat kebiasaan yang berlaku di suatu tempat, sesuai dengan tujuan dan kemaslahatan
yang dinginkan pembuat syariat ketika mensyariatkan suatu hukum. Oleh karena itu,
syariat memberikan hukum yang berbeda untuk situasi kondisi dan aktivitas yang
berbeda. Maksudnya, syariat itu sendiri mengatur perkara tersebut sehingga syariat
wajib senantiasa dipatuhi. Seorang mufti, ketika akan berfatwa, atau seorang hakim
ketika akan memutuskan suatu hukum, harus memahami situasi kondisi yang
berbeda-beda itu, baru kemudian mencari hukum syariat untuk setiap kondisi. Hukum
syariatlah yang sebenarnya menjamin terwujudnya keadilan, rahmat, kemaslahatan,
dan hikmah.

Berdasarkan hasil penelusuran tehadap referensi-referensi tentang proses
pembentukan dan perkembangan hukum Islam, ditemukan bahwa apa yang
dikemukakan oleh Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah di atas bukanlah suatu hal yang baru,
tetapi jauh sebelumnya telah dilakukan oleh Rasulullah saw., para sahabat, t}a>b ‘i>n
dan ulama-ulama pendahulunya seperti Abu> Hani>fah, Ma>lik dan Sya>fi‘i>. Pada
dasarnya, hal tersebut menandaskan bahwa proses tasyri (pertumbuhan dan
perkembangan hukum Islam) senantiasa berorientasi pada maga>s}id al-syari>‘ah
yaitu kemaslahatan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa di belakang setiap hukum
syariat terdapat kemaslahatan yang harus diwujudkan.

Pemikiran Islam, dalam rentang sejarahnya sering kita temukan perubahan
ketetapan hukum karena pertimbangan konteks mas}lah}ah} yang melekat pada
setiap peristiwa dan kejadian hukum. Pada fase permulaan Islam, Rasulllah pernah

melarang menyimpang daging kurban pada waktu hari raya ‘Idul Ad}ha> lebih dari
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tiga hari. Sebagaimana hadis yang dibawakan oleh Salamah bin al-Akwa yang
diriwayatkan oleh Bukha>ri> dan yang lainnya. Nabi Saw bersabda:
Artinya:
“Barangsiapa berkurban janganlah menyimpang daging sampai tiga hari,
sampai masih tersisa di rumahnya.”Pada kurban tahun berikutnya mereka

bertanya, wahai Rasulullah, haruskah kami melakukan seperti tahun

sebelumnya? Nabi menjawab, “makanlah, masaklah dan simpanlah, karena

tahun kemarin musim sulit dan paceklik, aku ingin kalian saling membantu”.>®

Rasulullah melarang menyimpang daging kurban lebih dari tiga hari dalam
kondisi tertentu karena sebuah alasan, bahwa ‘llat kenapa Nabi saw. pada tahun
sebelumnya melarang umat Islam menyimpan daging hewan ud{iyah lebih dari tiga
hari. Ternyata saat itu terjadi paceklik dan kelaparan dimana-mana. Beliau ingin para
shahabat berbagi daging itu dengan orang lain, maka beliau melarang mereka
menyimpan daging, maksudnya agar daging-daging itu segera didistribusikan kepada
orang-orang yang membutuhkan. Ketika tahun berikutnya mereka menyimpan daging
lebih dari tiga hari, Rasulullah saw. membolehkan, karena tidak ada paceklik yang
mengharuskan mereka berbagi daging.

Hal ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan Aisyiyah, beliau ketika
ditanya oleh sahabat benarkah Rasulullah saw. pernah melarang makan daging
qurban lebih dari 3 hari? Aisyiyah menjawab:

Artinya:
“Beliau hanya melarang hal itu karena kelaparan yang dialami sebagian
masyarakat sehingga beliau ingin agar orang yang kaya memberikan makanan

(daging qurban) kepada orang miskin. Karena kami menyimpan dan
mengambili daging paha kambing, lalu kami memakannya setelah 15 hari.”

Imam al- Bukha>ri>, S}ah}i>h} al- Bukha>ri>, bab Ma> yakulu min Luhu>mi al-
Ad}a>hi>, Juz. 17 [CD. ROOM, Maktabah Syamilah], h. 273.

lmam al- Bukha>ri>, S}ah}i>h} al- Bukha>ri>, bab Ma> Ka>na alL-Salafu
Yuddakhiru>na Fi> Buyu>tihim Juz. 17 [CD. ROOM, Maktabah Syamilah], h. 41.

56



Ketika kondisi berubah dan alasan di atas sudah tidak ada lagi maka hukum
yang pernah Nabi fatwakan tidak berubah lagi karena mengikuti sebab. Ketika sebab
hukum tidak ada, hukumpun menjadi tidak ada. Dengan alasan inilah Nabi mengubah
fatwanya. Ini adalah salah satu contoh konkret tentang perubahan fatwa disebabkan oleh
perubahan kondisi.

Khalifah ‘Umar bin al-Khatt}}a>b r.a. yang sering menggunakan ketetapan hukum
berdasarkan pertimbangan mas}}ah}ah}, seperti ketika beliau enggan memberikan jatah
zakat kaum muallaf (orang yang komitmen agamanya masih lemah karena baru memeluk
Islam), padahal al-Qur’an dengan jelas menyebutkan dan menentukan mereka yang

menerima sedekah atau zakat. Hal ini berdasarkan QS Taubah/ 9: 60.
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Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil
zakat, yang dilunakkan hatinya (mu‘allaf), untuk (memerdekakan) hamba
sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan
untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajibkan dari Allah,
Allah Maha Mengetahui Mahabijaksana”.>’

Berdasarkan nas} di atas, Allah menetapkan bagian dari sedeqah bagi
golongan mu’allaf. Nabi saw. juga memberi bagian sedeqah kepada mereka agar

diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap

S’Kementerian Agama RI, Al- Qur’an Terjemah dan Tajwid, h. 196.
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Islam atau terhalangnya niat jahat atas kaum muslimin atau diharapkan manfaat
mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh. Hal tersebut juga
karena faktor kelemahan iman, menghilangkan keburukan, atau mengangkat derajat
meraka pada kaumnya. Abu> Bakar yang menjadi pengangti Rasulullah saw. juga
melakukan hal yang sama. Akan tetapi pada masa Khalifah ‘Umar bin al-Khat}t}a>b
r.a., beliau melihat posisi Islam sudah sedemikian kuat, sehingga beliau menolak
untuk memberikan bagian kepada golongan mu 'allaf dengan mengatakan, “bagian ini
pernah Rasul saw. berikan agar tetap terpaut hati kalian dalam Islam, saat ini Allah
swt. telah memuliakan Islam, dan kebutuhan kalian telah tercukupi.®®

Syekh Muh}ammad al-Madani> dalam kitabnya “Naz}ara>t fi> Ijtiha>da>t
al-Fa>ru>q ‘Umar bin al-Khat}t}a>b” menegaskan bahwa kebijakan ‘Umar tidak
memberi bagian dari muallafah qulu>buhum (para Muallaf yang dibujuk hatinya),
sama sekali tidak keluar dari lingkup nas} dan tidak pula menggantungnya, apalagi
membatalkan dan menggugurkan nas}. Akan tetapi ‘Umar memahami ayat tersebut
“para mu'allaf yang dibujuk hatinya” merupakan hukum yang dilandaskan kepada
illah (alasan), jika illah-nya sudah tidak berlaku, maka hukumnya pun tidak berlaku
pula. Kemaslahatan yang sudah dipertimbangkan Umar, yaitu karena Islam sudah
kuat, sehingga tidak ada perlunya lagi bujukan terhadap orang-orang muallaf. Dengan
begitu jelaslah bahwa tidak ada nas} yang digantungkan atau dihapus, dengan kata

lain bahwa pemberian bagian pada muallaf adalah berdasarkan nas}, begitu pula

8y u>suf al-Qard{a>wi>, Figih al-Zaka>t; Dira>sah Maga=>rinah li Ah}ka>miha> wa
Falasafatiha> fi> D}au'i al-Qur’an wa al-Sunnah, Juz 2 (Cet. XXVI; al- Qa>hirah: Maktabah
Wahbah, 1987), h. 609.
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penahanan jatah sedekah/zakat pada golongan muallaf seperti yang dilakukan oleh
Umar pada masanya juga berdasarkan pada nas}.>®

Syekh  Muhammad al-Gazali, sebagaimana dikutif oleh Yu>suf al-
Qard{a>wi>, juga ikut memberi catatan tentang kebijaksanaan Umar ini dengan
berkata, ‘“kebijaksanaan Umar yang dianggap menggugurkan nas} merupakan
kesalah pahaman yang fatal. Umar tidak memberikan zakat kepada golongan muallaf,
karena memang nas} tidak mengharuskan memberikannya kepada mereka, bukan
karena nas} itu yang dianggap habis masa berlakunya.

Yu>suf al-Qard{a>wi> menjelaskan bahwa anggapan tentang adanya nasakh
(penghapusan) yang didsarkan pada tindakan Umar bin al-Khat}a>b , sama sekali
tidak didukung dalil yang paling remeh sekalipun. Umar tidak menghentikan
pemberian zakat kepada segolongan orang, yang pada zaman Rasulullah saw. mereka
itu dibujuk hatinya karena sebagai muallaf. Umar melihat bahwa tidak ada gunanya
lagi membujuk hati mereka, sebab Allah sudah menguatkan dan memuliakan Islam,
yang berarti mereka tidak dibutuhkan lagi. Seseorang yang dikatakan muallaf pada
waktu tertentu, tidak mesti muallaf pada waktu yang lain. Pembatasan kebutuhan
kepada bujukan dan pembatasan diri orang muallaf, merupakan masalah yang
diserahkan kepada pemimpin dan pertimbangannya, selagi di dalamnya terkandung

kebaikan bagi Islam dan kemaslahatan bagi kaum Muslimin.®°
ljitihad yang dilakukan ‘Umar bin al-Khat}t}a>b di atas berdasarkan kepada

pertimbangan kemaslahatan ummat Islam pada masanya, beliau melihat posisi Islam

%9Syekh Muh}ammad al-Madani>, Naz}ara>t fi> ljtiha>da>t al-Fa>ru>q ‘Umar bin al-
Khat}t}a>b , h. 62.

8Al-Ima>m Yu>suf al-Qard{a>wi>, Al-Siya>sah al-Syar‘iyyah fi> D}aui Nus}u>s} al-
Syari> ‘ati wa Maga>s}iduha>, h. 175.
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sudah sedemikian kuat sehingga apa yang dinilai mas}lah}ah pada masa Rasulullah
masih hidup belum tentu memiliki bobot kemaslahatan yang sama pada masa
pemerintahannya. Atas dasar pertimbangan ini, Khalifah ‘Umar menghapus bagian
zakat bagi golongan mu’allaf mengingat illah (reasoning) hukumnya sudah tidak
memadai. Dalam kasus ini bukan berarti Khalifah ‘Umar sengaja melanggar
ketentuan teks wahyu. Sebaliknya, beliau berupaya mengaplikasikan ketentuan teks
dengan tidak semata melihat aspek legal formal-nya, melainkan mengamati sisi
kemaslahatan dan keadilan yang menjadi tujuan akhir dari seluruh rangkaian proses
tasyri>i.

Pada era pemerintahan dinasti Bani Umayyah, Khalifah ‘Umar bin ‘Abdul
‘Azi>z dikenal bijak dan banyak mengapresiasi kandungan mas}lah}ah dalam
pengambilan kesimpulan hukum. Ketika menjabat sebagai Gubernur di Madinah, ia
memutuskan perkara berdasarkan kesaksian seorang saksi saja, disertai ikrar sumpah.
Akan tetapi setelah menjabat khalifah yang berkedudukan di ibukota negara saat itu,
yaitu Syam, dia tidak menerima kesaksian kecuali dari dua orang saksi. Menurut
pengamatannya, kondisi masyarakat Syam berbeda dengan kondisi masyarakat yang
ia lihat di Madinah.®!

Pada era Imam maz|hab, Abu> H}ani>fah, pendiri mazlhab  Hanafi,
membolehkan mengambil keputusan hukum dengan pengajuan saksi yang tidak
diketahui identitasnya. Beliau memandang segi keadilan seorang saksi menurut

lahirnya saja. Akan tetapi fatwa yang muncul pada masa dua orang murid binaannya

yaitu Abu> Yu>suf dan Muh}ammad, tidak lagi memberikan putusan hukum dengan

B1Al-Ima>m Yu>suf al-Qard}a>wi>, Madkhal liDirgsah al-Syari> ‘ah al-Islamiyah, (Cet. VI;
al-Qa>hirah: Maktabah Wahbah, 2009), h. 227.
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persaksian orang seperti itu. Pertimbangan hukumnya adalah pergeseran konteks
mas}lah}ah setelah merajalelanya kebohongan pada masa kedua muridnya tersebut®2,

Imam al-Sya>fi‘i> dalam pengembaraan ilmunya pernah meninggalkan
pendapat lamanya (gaul al-gadi>m) yang dengan susah payah beliau bangun sewaktu
tinggal di Baghdad, Irak. Beliau lalu hijrah ke Mesir dengan membangun paradigma
fikih barunya yang kemudian lazim disebut dengan gaul al-jadi>d. Perbedaan kedua
paradigma fikih ini tidak lepas dari pengaruh pengamatan al-Sya>fi‘i> terhadap
kandungan mas}lah}ah pada setiap komunitas maupun lingkungan yang berbeda.
Pengalaman mengembara ini yang sesungguhnya menjadi modal al-Sya>fi’i>
membangun konfigurasi fikih dalam ukuran yang moderat. Dikatakan moderat karena
bangunan fikih al-Sya>fi‘i> tidak serasional fikih Abu> H}ani>fah yang memang
hidup di tengah-tengah kota metropolitan Baghdad. Di sisi lain, bangunan figh al-
Sya>fi‘i> tidak setradisional figh Ma>lik yang memang hidup dan dibesarkan dalam

sebuah komunitas yang kental dengan tradisi dan amalan penduduk Madinah.

Periode setelah imam maz|hab, al-Gaza>li (W. 505 H) mengajukan teori
maga>s}d al-syari>‘ah dengan membatasi pemeliharaan syari’ah pada lima unsur
utama yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda.Tujuan syari>‘at
menurutnya adalah untuk kemashlahatan yang terdiri dari atas lima pengayoman
yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal manusia, sehingga menurut al-
Gaza>li, segala sesuatu yang mengayomi lima hal tersebut, maka itulah mas}lah}ah,
dan segala susuatu yang menghancurkan lima hal tersebut, maka itulah mafsadah.

Kemudian al-Gaza>li menyatakan bahwa:

82Al-Ima>m Yu>suf al-Qard}a>wi>, Madkhal liDirasah al-Syari> ‘ah al-Islamiyah, h. 228.
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Artinya:
“Apabila kita menafsirkan mas}lah}ah dengan memelihara maksud syara’ maka
tak ada jalan kita berselisin untuk mengikutinya, bahkan wajib kita menetapkan
bahwa ia itu hujjah”.

Hal yang sama dikemukakan oleh al-lIzzu bin ‘Abd al-Sala>m (w. 660 H),

yang menyatakan bahwa, artinya:

“Taka>lif berdasar pada mas}lah}ah hamba di dunia dan akhirat, Allah tidak
membutuhkan penghambaan seluruhnya, tidak sekali-kali bermanfaat ketaatan
seseorang yang taat, dan tidak membawa mud}a>rat orang yang melakukan
kemaksiatan”.®*

Demikian juga halnya teori maslakah al-Tafi> (675-716 H/1276-1316 M)
yang menyatakan bahwa kemasalahatan sebagai faktor determinan pengembangan
hukum Islam. Bertolak dari pemahaman mendasar hadis Nabi.
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Artinya:
“...Tidak boleh menyusahkan dan tidak boleh pula disusahkan” (HR Malik).

Bagi al-Taft karena dasar syari’at Islam itu adalah kemaslahatan, sedangkan
maslakah itu sendiri dapat dicapai melalui akal. Oleh karena itu, dalam menentukan sesuatu
maslahat atau mafsadat cukup dengan akal, sebab al-Qur’an dan Sunnah sendiri berulang kali
mendorong agar manusia menggunakan akalnya secara maksimal.

Ulama selanjutnya yang konkren dengan maga>s}id al-syari>‘ah adalah Imam

Sya>t}ibi> (w.790) yang dikenal dengan Bapak maga>s}id al-syari>‘ah sekaligus peletak

8Abu> H}a>mid al-Gaza>li, al- Mustasfa>, Juz 1 (tt.Dar al-Fikri, t.th) h. 194.
1bn <Abd al-Sala>m, Qawa=> ‘id al-Ah}ka>m, Juz. 1 (t.t:tth), h. 70.

%Imam Ma>lik, al-Muwart}a Malik, dalam bab al- Qad}a>u fi> al-Marfag, Juz. 5, [CD.
ROOM, Maktabah Syamilah], h. 37.
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dasar Ilmu Maqasid, Imam Sya>t}ibi> lebih tepat disebut orang yang pertama menyusun
secara sistematis maga>s}id al-syari>‘ah sebagaimana Imam Sya>fi‘i> menurut kaum
Sunni dengan ilmu Us}u>| Fighnya.

Imam Sya>t}ibi> dalam al-Muwafaqgat-nya megatakan, Allah menurunkan
syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan
menghindari kemadaratan (jalbu al-mas}ta>lih} wa dar’'u al-mafa>sid). Atau dengan
kata lain, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan
manusia itu sendiri baik di dunia maupun di akhirat kelak. Imam Sya>t}ibi>
kemudian membagi mas}lah}at ini kepada tiga bagian penting yaitu maslakat
darariyah (primer), hajiyah (sekunder/pendukung) dan yang ketiga tah}siniyah
(komplementer/penyempurna).

Rekaman sejarah tentang perubahan hukum lantaran adanya pergeseran
konteks kemaslahatan di atas menyisakan sebuah refleksi dan renungan bagi Kita
yang hidup di abad sekarang. Kalau pada kurun-kurun awal saja pergeseran hukum
sering terjadi untuk menyesuaikan dengan konteks mas}lah}ah yang tidak sama pada
setiap peristiwa kukum yang terjadi, apa lagi pada abad teknologi informasi dan
komunikasi saat ini di mana laju perubahan masyarakat begitu cepat. Pada
kenyataannya, perkembangan masyarakat akan berimplikasi konkret pada dinamisasi
mas}lah}ah yang melekat pada setiap peristiwa hukum. Hukum yang mempunyai
pretensi menebar kemaslahatan tentunya proses pembentukannya memperhatikan
pergeseren konteks mas}lah}ah pada setiap peristiwa dan kejadian. Faktanya,
beragam sumber hukum vyang berdimensikan nalar (sumber ‘agli) seringkali
digunakan untuk mengantisipasi pergeseran konteks mas}lah}ah ini. Hal ini seperti
tercermin dalam penggunaan sejumlah sumber hukum ‘agli semisal ‘urf, istih}sa>n,

mas}lah}ah mursalah, istis}hab, giya>s, dan lain-lain.
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Tidak dipungkiri lagi bahwa mas}lah}ah mempunyai peran sangat strategis
dalam upaya merumuskan secara filosofis kaitan teks wahyu dengan konteks realitas
kehidupan ummat beragama sehari-hari. Faktanya, hukum Tuhan dibangun bukan
untuk dirinya melainkan untuk kepentingan manusia sebagai khalifah Tuhan di muka
bumi. Dalam kaitan ini, hukum Tuhan mempunyai kaitan signifikan dengan
penebaran keadilan dan kemaslahatan ummat manusia baik di dunia maupun di
akhirat. Kaitan hukum Tuhan dengan konteks mas}lah}ah ini kian memiliki
momentumnya ketika berhadapan dengan gagasan institusionalisasi hukum Islam dan
formalisasi agama. Kalangan formalis selalu berupaya menaklukkan setiap perubahan
yang terjadi di bawah otoritas hukum Tuhan. Sementara, kalangan substansialis
menawarkan performa egaliter dengan memaknai hukum Tuhan secara lebih luas
menyangkut perwajahan Islam secara ka>ffah dan rah}matan li al- ‘a>lami>n.

Landasan teori pandangan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah tentang perubahan
hukum pada prinsipnya mengacu pada hakikat syari’at Islam yang senantiasa berorientasi
kemaslahatan manusia. Syari’at dihadirkan di bumi melalui Rasulullah bertujuan untuk
mewujudkan keadilan hukum, kemaslahatan, dan kebajikan. Oleh karena itu, setiap ketentuan
atau aturan hukum yang tidak memenuhi asas keadilan, dipandang bertentangan
dengan syari’at Islam.

c. Hukum-hukum yang Tetap dan Berubah dalam Syariat Islam.

Pertanyaan yang sering mengemuka dalam kaitanya dengan perubahan hukum

adalah, Akankah setiap irama perubahan mengikuti ketentuan hukum Tuhan? Atau

sebaliknya, ketentuan hukum Tuhan mesti beradaptasi dengan setiap langgam perubahan

%Abu> Yazid, Mas}lah}ah Sebagai Tujuan Istinba>t} al-Ah}ka>m (Kajian al-Qawa> ‘id al-
Us}uliyyah al-Tasyri>‘iyyah dalam Illmu Us}ul Figh), http://mahad-aly.sukorejo.com. h. 12. (31
Agustus 2016).
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yang di dalamnya mengandung mas}lah}ah? Atau dengan kata lain, apakah hukum-hukum
Tuhan dapat berubah dan beradaptasi mengikuti irama perubahan zaman, tempat dan tradisi?
Mengenai hal ini, Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah mengatakan dalam kitabnya, lga>s\ah al-

Luhfa>n sebagaimana dikutif Yu>suf al-Qard{a>wi>, sebagai berikut:

“Hukum terbagi dua macam: Pertama, hukum yang baku dan tidak berubah
karena zaman, tempat, dan ijtihad ulama. Seperti perkara-perkara yang wajib
dan haram, sanksi bagi tindak pidana yang telah ditetapkan oleh syariat dan
lain-lain. Hukum model ini tidak mengalami perubahan dan tidak menyediakan
ruang bagi ijtihad lain yang berbeda. Kedua, hukum yang disesuaikan dengan
tuntutan kemaslahatan pada saat, tempat dan keadaan tertentu seperti ukuran,
jenis dan sifat hukuman. Dalam kondisi ini, syariat memberikan kebebasan
untuk memilih yang paling sesuai dengan kemaslahatannya > 87

Ungkapan Ibnu al-Qayyim di atas mengklafikasikan hukum menjadi dua,
yaitu hukum yang berubah dan hukum yang tidak berubah. Dibandingkan dengan
syariat yang tetap, syariat yang berubah memiliki ruang lingkup yang sangat luas.

Senada dengan lbnu al-Qayyim al-Jauziyyah, ulama pendahulunya yang
mengusung tema al-mas}lah}ah adalah al-Tuft, ketika berbicara tentang urgennya al-
mas}lah}ah dalam penetapan hukum lIslam, ia mengecualikan ibadah dan hal-hal
yang mugaddarah ketika mempioritaskan kemaslahatan. Ketika al-Taft bicara tentang
perioritas kemaslahatan atas nas dan ijmak, ia membuat pengecualian dalam masalah
ibadah dan ketetapan-ketetapan syariat yang sudah baku. Al-Taft mengatakan:
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57Al-Ima>m Yu>suf al-Qard}a>wi>, Madkhal liDirgsah al-Syari> ‘ah al-Islamiyah, (Cet. VI;
al-Qa>hirah: Maktabah Wahbah, 2009), h. 201-202.
%]mam al-Tafi>, Risalah Fi> Ri ‘ayah al-Maslakah, ditahkik oleh Ah}mad ‘Abd Rahi>m al-
Sa>yih (Cet. I; al- Qahirah: Dar al-Mis}riyah wa Lubna>ni>yyah, 1993), h. 47.
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Artinya:
“Kami menerapkan kemaslahatan dalam muamalah dan sejenisya dan bukan
dalam ibadah atau sejenisnya, sebab ibadah merupakan hak Allah secara khusus
bagi syariat. Hak ini tidak bisa diketahui, baik secara jumlah, bentuk, waktu dan
tempatnya kecuali dari sisi syariat. Hamba harus melaksanakannya menurut

ketentuan dari Tuhannya dan harus mengerjakan apa yang diketahuinya dan
harus membuat Allah ridha.”

Begitu juga dengan masalah-masalah yang sudah jelas ketentuan hukumnya.
Seperti masalah mugaddara>t (hal-hal yang sudah ditentukan oleh sya>ri’), maka
acuannya tetap kepada nas dan ijmak sebagaimana perkataan al-Taft di bawah ini:
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Artinya:

“Pembicaraan dalam hukum-hukum syara’, dalam bidang ibadat dan
mugaddara>t dan selainnya dan juga dalam bidang muamalat, adat kebiasaan
dan sejenisnya. Maka apabila yang terjadi pada yang pertama (ibada>t dan
mugaddara>t) maka acuannya adalah nas dan ijmak.”

Ungkapan al-Taft di atas menunjukkan bahwa penerapan maslakah hanya
berlaku pada bidang muamalah, dalam artian bahwa hukum-hukum muamalah dapat
berubah sesuai dengan kemaslahatan. Adapun dalam bidang ibadah dan
mugaddara>t (hal-hal yang sudah ditentukan dengan jelas oleh syara’) dikembalikan
kepada nas-nas dan ijmak. Dengan kata lain bahwa masalah ibadah dan hal-hal yang
sudah ditentukan dengan jelas oleh syara’ tidak mengalami perubahan dan tetap
megacu pada nhas-nas dan ijmak. Ini artinya, bahwa sekalipun dalam bidang

muamalah kalau ada nas-nas yang jelas (gat‘i) yang mengaturnya tetap harus

%1mam al-Tafi>, Risa>lah Fi> Ri ‘a>yah al- Maslakah, h. 40.
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mengacu pada nas tersebut. Seperti masalah warisan, hudud, iddah seorang
perempuan yang diceraikan suaminya, dan lain sebagainya.

Al-Tafi> dalam melaksanakan maslakzah, mengelompokkan hukum Islam
kepada dua bagian yaitu, hukum ibadah dan hukum muamalah. Ibadah menurut al-
Tuafi> penerapan maslakaha-nya tidak diperlukan karena maksud dan makna
penerapannya tidak dapat dijangkau oleh akal secara rinci. Sebab masalah ibadah
hanya hak pembuat hukum. Tidak mungkin seorang mengetahui hakikat makna yang
terkandung dalam ibadah, baik kwalitas maupun kwantitasnya, waktu atau tempat,
kecuali berdasarkan petunjuk resmi dari pembuat hukum. Kewajiban manusia dalam
ibadah hanya menjelangkan perintah Allah. Sementara dalam hukum muamalah
penerapan maslakah dibutuhkan karena maksudnya dapat dijangkau oleh akal.

Yu>suf al-Qard{a>wi> lebih merinci bahwa hukum terbagi dua vyaitu:
pertama, tetap dan abadi, dan kedua, berubah dan berkembang. Contoh syariat yang
tetap dapat ditemukan yaitu: "

Pertama, lima rukun iman, yaitu iman kepada Allah, malaikat, Kitab-kitab

suci, para rasul, dan hari akhir. Seperti firman Allah, QS al-Bagarah/2: 177.
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Terjemahnya:

Oyu>suf al-Qard{a>wi>, Madkhal liDirasah al-Syari> ‘ah al-Islamiyah, h. 246-247.
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“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan
barat, tetapi kebajikan itu ialah, (kebajikan) orang yang beriman kepada
Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi ...”."

Kedua, lima macam rukun Islam, yaitu pernyataan dua kalimah syahadat,
shalat, zakat, puasa bulan Ramadan dan haji. Hal itu sesuai dengan hadis Nabi bahwa
Islam dibangun diatas lima rukun ini.

Ketiga, perkara-perkara yang diyakini keharamannya, seperti: membunuh,
zina, riba, memakan harta anak yatim, menuduh zina perempuan mukmin yang suci,
merampas, mencuri, mundur dari medan perang, membicarakan aib orang lain,
memfitnah, dan sebagainya yang secara pasti telah diharamkan oleh al-Qur’an dan al-
sunnah.

Keempat, akhlak mulia, seperti: jujur, amanat, pemaaf, sabar, menepati janiji,
rasa malu, dan sebagainya yang dianggap oleh al-Qur’an dan sunah sebagai bagian
dari keimanan.

Kelima, syariat Islam yang pasti (gat} i>) seperti: pernikahan, talak, warisan,
h}udud, dan gis}a>s, dan sebagainya yang telah ditetapkan oleh dalil agama. Semua
hal di atas merupakan beberapa contoh ajaran yang tetap, dan tidak akan berubah.
Ajaran tersebut sesuai dengan al-Qur’an, al-sunnah, dan ijmak. Tidak ada perbedaan
pendapat di dalamnya dan tidak ada seorang pun yang berhak untuk
menggangtikannya. Sebab syariat tersebut merupakan perinsip umum, kaidah-kaidah,
dan dasar-dasar agama. Dilihat dari kuantitasnya, yang tetap ini relatif lebih sedikit
dan terbatas, tapi dari segi bobotnya ia jauh lebih urgen, karena yang tetap inilah yang

membentuk kesatuan ummat, membuatnya kokoh berdiri di atas sendinya, terjaga dan

"IKementerian Agama RI, Al- Qur’an Terjemah dan Tajwid, h. 27.
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terpelihara dengan segala kekhususanya. Hal-hal yang tetap ini berupa nas} al-Qur’an
dan al-sunnah yang gat} ‘i>, baik dari segi wurud-nya maupun dari segi dilalah-nya.

Terdapat beragam bukti dan dalil bagi syariat yang tetap dan berubah, baik
dari sumber-sumber ajaran Islam, syariat, maupun sejarahnya. Syariat yang tetap bisa
dilhat dari sumber-sumber teks syariat yang asli dan pasti (gat} ‘i>), baik dari al-
Qur’an maupun al-sunnah. Kedua sumber wahyu yang tidak bisa ditolak oleh seorang
muslim tersebut merupakan wahyu yang terpelihara kesuciannya. Sebagaimana
firman Allah swt. dalam QS al-Nu>r/24: 54 yang artinya “taatlah kalian kepada Allah
dan Rasul-Nya” begitu pula dalam QS al-Nu>r/24: 51 yang artinya “sesungguhnya,
ucapan seorang Mukmin apabila diajak kepada Allah dan Rasul-Nya untuk
melaksanakan hukum di antara mereka adalah, “kami mendengar dan kami taat™.

Sebaliknya, menurut Yu>suf al-Qard}a>wi> ditemukan juga hukum-hukum
syariat yang berubah bisa dilihat dalam sumber-sumber ijtihad yang sering menjadi
bahan perdebatan di antara fugaha tentang tingkat validitas argumennya, yaitu antara
yang meluaskan dan meyempitkan, serta yang menyedikitkan dan memperbanyak
cakupannya, seprti; ijmak, giyas, istih}sa>n, al-mas}lah}a mursalah}, pendapat para
sahabat, syariat ummat terdahulu, dan sebagainya yang merupakan metode-metode
ijtinad dan sit}inba>t}.”?

Rifyal Ka’bah mengemukakan bahwa ada hal-hal yang berubah dalam sejarah
di samping hal-hal yang tetap bertahan. Ini juga berlaku secara khusus dalam
hubungan dengan historisitas syariat Islam. Sebagai suatu peraktik sejarah, maka ada
hal-hal yang berubah dalam syariat, tetapi sebagai suatu yang berasal dari Allah,

maka ada perinsip-perinsip yang tidak berubah sepanjang masa.”

"2yu>suf al-Qard{a>wi>, Madkhal liDirasah al-Syari> ‘ah al-Islamiyah, h. 245-246.

SRifyal Ka’bah, Penegakan Syariat Islam di Indonesia (Cet. II; Jakarta: Rifyal Ka’bah
Foundation, 2016), h. xi-xiv.
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Syariat’ yang tidak berubah terutama adalah nus}u>s} (teks-teks) al-Qur’an
dan sunnah yang merupakan nilai-nilai hukum yang berasal dari wahyu Allah. Syariat
yang dapat berubah adalah pemahaman (fikih) para ahli terhadap hukum yang berasal
dari wahyu Allah dan hasil ijtihad yang berpedoman kepada wahyu Allah. Fikih
terdiri dari pemahaman terhadap teks-teks dan pemahaman dalam keadaan tidak ada
teks-teks. Karena melibatkan daya nalar manusia, maka terdapat lebih dari satu
pemahaman terhadap nilai-nilai yang berasal dari wahyu. Berbagai pemahaman ini
disebut aliran-aliran atau maz|hab- maz|hab.

Rifyal Ka’bah dalam implementasinya, membedakan antara Syariah yang
bersifat diya>ni dan syariah yang bersifat gad}a>i. Syariah diya>ni yang terkait
dengan masalah ubudiyah dan syariah gad}a>i yang terkait dengan amaliah
kehidupan keduniaan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial dan kenegaraan.”

Berdasarkan pernyataan di atas, maka disimpulkan bahwa syariat yang tidak
berubah dalam pandangan Rifyal Ka’bah adalah nas}-nas} dari al-Qur’an dan hadis
yang merupakan nilai-nilai hukum yang berasal dari wahyu Allah sedangkan syariat
yang dapat berubah adalah pemahaman (figh) para ahli terhadap hukum yang berasal
dari wahyu Allah dan hasil ijtihad yang berpedoman kepada wahyu Allah.

Pemahaman terhadap teks-teks dan pemahaman dalam keadaan tidak ada teks-teks.

"4Pengertian syariat Islam sering disamakan dengan pengertian figh dan hukum Islam.
Ketiganya berarti merupakan jalan yang berasal dari Allah, tetapi dari perkembangan sejarah Islam
ketiganya telah mengalami differensiasi makna. Lihat Rifyal Ka’bah, “Islamic Law” dalam majalah
triwulan Muslim Executive & Expatriate, Jakarta, Muharram 1, 1420, h. 19. Syariat Islam secara
umum adalah keseluruhan teks al-Qur’an dan sunah sebagai ketentuan Allah yang seharusnya menjadi
pegangan hidup manusia. Figh adalah pemahaman para ahli terhadap hukum yang berasal dari wahyu
Allah dan hasil ijtihad yang berpedoman kepada wahyu Allah, figh terdiri dari pemahaman terhadap
teks-teks dan pemahaman dalam keadaan tidak ada teks-teks. Sedangkan hukum Islam adalah
pemahaman syariat yang telah diformulasikan dalam bentuk teks hukum berupa konstitusi, undang-
undang dan peraturan-peraturan yang mengikat warga Negara. Lihat Rifyal Ka’bah, Penegakan
Syariat Islam di Indonesia, h. 3-4.

SRifyal Ka’bah, Penegakan Syariat Islam di Indonesia, h. xi.
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Hal serupa diungkapkan Cik Hasan Bisri bahwa dimensi syariah tidak
mengalami perubahan karena bersifat gat} i> al-dila>lah yang menuntut sosialisasi
dan transformasi dalam kehidupan manusia. Menurutnya, yang berubah adalah proses
dan produk pemahaman (mafhum) terhadapnya serta penerapannya. '

Faktor-faktor yang mendukung adanya mutagayyira>t menurut Lajnah
Pentashihan Mushaf al-Qur’an adalah:’’

Pertama, terbukanya wilayah “free zone” (wilayah kosong/bebas) yang
memungkinkan ijtihad sesuai dengan tuntutan waktu dan ruang, karena tidak ada teks
keagamaan (nas}}) yang tegas dan pasti. Dalam Islam, ijtihad menggunakan nalar
tidak dibolehkan selama ada nas}} yang tegas dan pasti. Adanya wilayah tersebut

bukan berarti Tuhan lupa. Allah berfirman dalam QS Maryam/19: 64)
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Terjemahnya:

“Dan tidaklah kami (Jibril) turun, kecuali dengan perintah Tuhan. Milik-Nya
segala apa yang ada dihadapan kita, yang ada di belakang dan segala yang ada
di antara keduanya, dan Tuhanmu tidak lupa”.”

Terkait pemahaman frasa terakhir ayat di atas, Rasulullah saw. dalam salah

satu hadisnya menjelaskan,

8Cik Hasan Bisri, Model Penelitian Fikih, h. 19-20.

""Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Tafsir al-Qur’an Tematik; Sinergitas Internal Umat
Islam (Cet. 1; Jakarta, 2013), h. 77-87.

8Kementerian Agama RI, Al- Qur’an Terjemah dan Tajwid, h. 309.
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Artinya:

“Apa yang telah dihalalkan Allah dalam al-Qur’an maka itu jelas halal, dan apa
yang diharamkan maka itu haram, dan yang didiamkan oleh Allah maka sesuatu
yang dibiarkan kosong, maka terimalah kekosongan yang dibiarkan itu, karena
itu bukan disebabkan Allah lupa. Kemudian Rasulullah mengutip ayat di atas
yang menyatakan, Tuhan tidak pernah lupa (HR al-Da>ra Qut}ni>).

Banyak hal yang didiamkan oleh Allah, tidak dijelaskan rinciannya dan tidak
ditegaskan keharaman dan kehalalannya, sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang-
Nya kepada manusia. Maka jangan dibahas atau dikaji terlalu mendalam yang akan
berakibat semakin mempersulit, terimalah itu sebagai kemudahan dari Allah.

Kedua, pada sebagian besar masalah, al-Qur’an dan hadis hanya meletakkan
perinsip-perinsip/kaidah-kaidah umum. Dalam mengelola kehidupan bermasyarakat
dan bernegara, al-Qur’an meletakkan perinsip musyawarah dalam memutuskan segala

perkara. Allah berfirman dalam QS. Al- Syu>ra>/42: 38.89,
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Terjemahnya:

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan
melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah

SImam al-Da>ra Qut}ni>, Sunan Da>ra Qut}ni, bab al-has|u ‘ala Ikhra>ji al-Sadagah, Juz.
2, [CD. ROOM, Maktabah Syamilah], h. 137. Lihat Abu> Ishaq Ibra>him bin Mdsa al-Sya>tibi>, al-
‘Itis}a>m li al-Syatibi, Juz. 1[CD. ROOM, Maktabah Syamilah], h. 441.
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antara mereka dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami
berikan kepada mereka.”®°

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa Allah memuji mereka yang memenuhi
panggilan Allah, mendirikan shalat, memutuskan segala urusan mereka berdasarkan
musyawarah dan menginfakkan sebagian rezeki yang mereka miliki. Ajaran
bermusyawarah merupakan suatu perintah yang harus ditegakkan, tetapi dalam
perincian pelaksanaannya al-Qur’an menyerahkan kepada manusia untuk
menentukannya sesuai dengan kondisi dan keadaan masing-masing. Bisa melalui
kesepakatan bersama yang melibatkan semua pihak, bisa melalui sistem perwakilan
apapun bentuk lembaganya, atau bentuk-bentuk lainnya.

Ketiga, teks-teks keagamaan (al-Qur’an dan al-sunnah) yang memungkinkan

untuk menampung berbagai kemungkinan penafsiran (interpretable).
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Artinya:

“Rasulullah mengatakan kepadaku, “al-Qur’an itu z|alu>l (tunduk kepada
setiap yang memaknainya, atau menjelaskan makna-maknanya) yang
mengandung berbagai ragam/bentuk (penafsiran). Maka bawalah kepada
bentuk (penafsiran) yang terbaik. (HR al- Da>raqut{ni>).

Kekayaan kosa kata dan makna itu dapat dipahami karena al-Qur’an dijadikan
oleh Allah sebagai kitab suci yang bersifat abadi dan universal, utuk menusia
sepanjang masa. Karenanya, kata dan ungkapan yang dipilih diharapkan dapat

merespon berbagai perubahan situasi, ruang, dan waktu. Memang tidak semua kata

80Kementerian Agama RI, Al- Qur’an Terjemah dan Tajwid, h. 487.

8mam al-Da>raqut}ni>, Sunan al-Da>raqut}ni>, bab Kita>bu al-Nawa>diru, Juz. 4 [CD.
ROOM, Maktabah Syamilah], h. 144.
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atau ayat al-Qur’an mengandung ragam penafsiran. Yang terkait prinsip dan pokok
aqidah, seperti keesaan Allah, kebangkitan setelah kematian, surga dan neraka serta
yang terkait perinsip syariah/hukum, al-Qur’an menggunakan bahasa yang pasti, tidak
dengan kata dan ungkapan yang mengandung makna lain. Akan tetapi yang terkait
dengan kemaslahatan manusia yang selalu berubah sesuai perubahan ruang dan
waktu, serta diharapkan akal manusia berusaha menggali keragaman maknanya, dan
ini terbanyak.

Atas dasar itu para ulama menyatakan, sebagian besar teks-teks keagamaan
(nus}u>s} al-syar ‘iyyah) bersifat z}anni> al-dala>lah yang membuka berbagai
kemungkinan penafsiran. Seakan Allah ingin memberikan keluasan kepada manusia
untuk berbeda pemahaman, dan membuka ruang bagi akal untuk menyimpulkan

makna Allah dan sabda Rasul-Nya.

Keempat, di dalam al-Qur’an dan hadis banyak ditemukan argumen yang
memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi. Demikian pula ketika menjelaskan
beberapa hal yang diharamkan oleh Allah, seperti bangkai, darah, daging babi,
sembelihan yang tidak menggunakan nama Allah dan lainnya. Al-Qur’an menyebut
suatu kondisi yang membolehkan seseorang untuk mengomsumsi itu semua dalam
batas tertentu, yaitu saat dalam terpakasa sekedar untuk menyelamatkan jiwa,

sebagaimana dalam firman Allah swt QS al-Baqgarah/2: 173.
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Terjemahnya:
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“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi,
dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain
Allah.Tetapi  barangsiapa  terpaksa (memakannya), bukan karena
menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa
baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.8?

Berdasarkan argumen-argumen di atas, para ulama fikih merumuskan beberapa
kaidah dalam menetapkan hukum antara lain:
:/ o.':i“ ﬁ. /SD “ &?‘/:.JO“
Artinya: “Kesulitan mendatangkan kemudahan”
&l phadall Zad &5 3l
Artinya: ““Keterpaksaan membolehkan larangan-larangan”

Kelima, kaidah hukum Islam yang menetapkan perubahan fatwa berdasarkan
tuntutan ruang, waktu, keadaan, dan kebiasaan sebagaimana contoh-contoh yang
dikemukakan di atas.

Keenam, al-Qur’an memperkenalkan konsep al-khair dan al-m‘aru>f, Allah

berfirman dalam QS. Ali ‘Imra>n/3:104.
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Terjemahnya:

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada
kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar,
dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”®

82Kementerian Agama RI, Al- Qur’an Terjemah dan Tajwid, h. 26.
83Kementerian Agama RI, Al- Qur’an Terjemah dan Tajwid, h., h. 63.
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Al-kahair adalah al-Qur’an dan sunnah yang merupakan nilai-nilai universal
yang diajarkan oleh al-Qur’an dan sunnah (al-sjawa>bit). Al-m ‘aru>f, adalah sesuatu
yang dikenal baik menurut pandangan umum satu masyarakat, selama sejalan dengan
al-kahair. Al-maru>f terus menerus berubah dan berkembang sesuai dengan
perubahan kondisi dan perkembangan situasi masyarakat. Tolok ukurnya adalah
bahwa “ia tidak menghalalkan yang haram, tidak juga mengharamkan yang halal.”

Demikian beberapa faktor yang memungkinkan terjadinya perubahan dalam
pemahaman dan pelaksanaan ajaran agama. Pada ruang ini (mutagayyira>t), sangat
mungkin sekali terjadi perbedaan pandangan. Perbedaan itu masih dapat diterima dan
ditolerir selama bersumber dari pemahaman terhadap al-Qur’an dan sunnah yang

dilakukan oleh mereka yang memiliki otoritas berijtihad.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka hal penting yang mesti dicermati oleh
seorang mujtahid, para mufti dan hakim adalah memperhatikan korelasi sebab-sebab
(illat) dan esensi tujuan syariat (maga>s}idu al-syari>‘ah) yang disyariatkan oleh
hukum dengan apa yang telah ditetapkan oleh para ulama sejak masa sahabat,
mengenai perubahan fatwa karena perubahan zaman, tempat, kondisi dan tradisi.
Bahkan hal ini telah dimulai sejak zaman Rasulullah saw.

Inilah yang mengharuskan umat untuk mengkaji ulang pernyataan-pernyataan
dan pendapat lama karena boleh jadi pendapat-pendapat yang sesuai pada suatu
zaman dan suatu kondisi tidak lagi sesuai dengan zaman setelahnya karena telah
terjadi berbagai perubahan yang luar biasa. Bahkan bisa saja pendapat-pendapat itu
sekarang justeru akan memperburuk citra umat Islam.3* Dengan demikian ijtihad

merupakan suatu keharusan dalam menjawab perkembangan zaman dengan melihat

8vyu>suf al-Qard{a>wi>, Fi> Figh al-U>lu>wiya>t Dira>sah Jadi>dah fi> D}au’i al-
Qur’an wa al-Sunnah, cet. 1(al- Qa>hirah: Maktabah al-Wahbah, 1995), h. 103.
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kondisi realitas masyarakat setempat dengan berdasar kepada kemaslahatan dan ruh-
ruh syariat.
d. Komparasi Antara Tujuan Syariat dan Tekstualitas Nas}

Eksistensi Islam pada zaman sekarang seakan terjepit di antara dua sisi,
karena ulah orang-orang Islam sendiri. Di satu sisi ada golongan yang sangat kaku
dalam menerapkan ketetapan-ketetapan syariat, keras dalam merespon hal-hal yang
dianggap berada di luar ketetapan syariat dan begitu enteng melemparkan tuduhan
bid’ah. Mereka terwakili oleh golongan Z}a>hiriyah, yang dimotori Ibnu Hazm, dan
rodanya terus menggelinding hingga sekarang. Sementara di sisi lain ada golongan
yang begitu bebas mengaktualisasikan syariat Islam dalam kehidupan modern,
bahkan mereka berani melanggar sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dilanggar,
karena termasuk ketatapan yang baku (s\a>bit) dan muh}kama>t. Mereka terwakili
oleh para pemikir, yang biasanya berasal dari kalangan kampus penyandang gelar
keserjanaan, yang biasanya mereka dikategorikan dalam kelompok sekuler. Golongan
pertama hanya menimbulkan kesulitan, bagi diri sendiri, bagi Islam dan seluruh umat
Islam. Sementara golongan kedua begitu bebas mengobrak abrik garis pembatas,
sehingga mereka bisa lepas dari Islam seperti anak panah yang melesat dari busurnya,
dan tidak bisa kembali lagi.®

Berkenaan dengan hal di atas, Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah mengatakan
bahwa para sahabat telah melakukan ijtihad sejak zaman Rasulullah saw. dalam
beberapa putusan hukum. Seperti putusan mereka yang berkenaan dengan peristiwa

perang ahzab®®, apakah mereka akan melakukan shalat as}ar di perkampungan Bani

8Kathur Suhardi, (kata pengantar) dalam Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam, h. 9.

8Dalam kisah ini, berdasrkan hadis nabi, ketika tentara-tentara Islam ingin menyerang

komunitas Yahudi yang bernama Bani Quraiz}ah di Madinah, Nabi mengemukakan strategi perangnya

yaitu menyerukan kepada sahabat-sahabatnya agar “jangan sama sekali ada diantara mereka yang
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Quraiz}ah? Maka sebagian mereka berijtihad dan melakukan shalat dalam perjalanan,
lalu sebagian sahabat berkata: “kami tidak mau mengakhirkan shalat, karena itu kami
dengan segera melaksanakannya. Para sahabat yang mendirikan shalat ini melihat
pengertian dibalik perintah Nabi saw. tersebut. Sedangkan sebahagian lagi
mengakhirkannya sampai tiba di perkampungan bani Quraiz}a, sehingga mereka
melakukannya pada malam hari. Para sahabat yang mengakhirkan shalatnya melihat
secara tekstual dari perintah Nabi saw. tersebut.

Menanggapi hal di atas, Ibnu al-Qayyim mengomentari bahwa sebagian
mereka itu termasuk orang-orang pertama yang dikategorikan ahlu al-Z}a>hir
(orang-orang yang memahami nas} secara tekstual), sedangkan sebagian lagi
dikategorikan sebagai orang-orang pertama yang dikategorikan sebagai ahlu al-
ma‘a>ni wa al-gqiya>s (orang-orang yang memahami dari segi pengertiannya dan
bisa melakukan analogi).®’

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah mengkritisi kekurangan kedua kelompok

tersebut (ahlu al-Z}a>hir dan ahlu al-ma‘a>ni) dengan mengatakan bahwa kedua

shalat asar kecuali di daerah Bani Quraiz}ah”. Ketika mereka sudah meninggalkan Nabi menuju
daerah Bani Quraiz}ah, ditengah jalan terjadi masalah karena waktu shalat asar sudah mau habis
sementara mereka belum sampai di daerah Bani Quraiz}ah. Sebagian sahabat memahami larangan
Nabi untuk tidak shalat asar kecuali di Bani Quraiz}ah secara tekstual dan dengan cara itu, mereka
meninggalkan waktu shalat asar berlalu dan melakukannya pada waktu lain di Bani Quraiz}ah. Tetapi
sahabat lain memahami larangan itu secara kontekstual, dengan demikian, mereka melanggar ucapan
Nabi dan mereka melakukan shalat asar sebelum sampai di Bani Quraiz}ah. Salah satu alasan yang
mereka kemukakan adalah substansi yang ingin disampaikan oleh Nabi melalui sabdanya tadi ialah
agar tentara cepat-cepat bergerak dan bersegera dalam perjalanannya, artinya bukanlah pelaksanaan
shalat asar di Bani Quraiz}ah menjadi substansi. Ketika sahabat sudah kembali dan menyampaikan
perbedaan pendapat diantara mereka kepada Nabi, beliau membenarkan semua kebijakan sahabat yang
berbeda. Dengan demikian metode pemahaman hadis, baik metode tekstual maupun metode
kontekstual adalah dua metode yang sama-sama benar dalam memahami hadis. Lihat Hamzah Harun
al-Rasyid dan Abd. Rauf Amin, Melacak Akar Isu Kontekstualisasi Hadis dalam Tradisi Nabi dan
Sahabat. (Cet. 1; Yogyakarta: Ladang Kata, 2015), h. 4-5.

81bnu al-Qayyim al-Jauziyyah, ‘ llam al-Muwaqqji i> n ‘an Rabbi al- ‘Alami>n, Juz. 1, h.
197.
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kelompok tersebut dihadapkan pada persoalan: (1) Kadang mereduksi (mengurangi)
maksud orang yang mengatakannya, sehingga para pemegang lafadz (tektualis)
cenderung menyempitkannya dari keumumannya. (2) Kadang juga menghancurkan
(merusak) lafaz}-lafaz} tersebut, dan mengartikan lebih dari apa yang dimaksudkan
lafaz}-lafaz} itu. Sedangkan para pemegang makna (kontektualisasi) mengemukakan
kebalikan dari apa yang dilakukan oleh para pemegang lafaz} : (1) Kadang
cenderung memperluas pengertiannya (2) dan kadang mengartikannya terlalu sfesifik
(parsial) dari apa yang dimaksudkannya. Menurutnya inilah empat kerusakan yang
merupakan pangkal dari kekeliruan kedua kelompok ini.%8

Ibnu al-Qayyim mencontohkan beberapa kekeliruan yang dilakukan oleh
kelompok yang berpegang pada lafaz} (tekstualis) yang menyederhanakan makna-

makna dari maksudnya, di antaranya: Allah swt. berfirman QS al-Ma>idah/ 5:90.
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Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi,
(berkorban untuk) berhala, dengan mengundi nasib dengan anak panah, adalah
perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah (perbuatan-
perbuatan) itu agar kamu beruntung.”®°

Lafaz} khamar (minuman) dalam ayat ini bersifat umum untuk semua yang

memabukkan, maka mengeluarkan sebagian minuman yang memabukkan dari

81pbnu al-Qayyim al-Jauziyyah, ‘ llam al-Muwaqqji i> n ‘an Rabbi al- ‘Alami>n, Juz. 1, h.
197.

89Kementerian Agama RI, Al- Qur’an Terjemah dan Tajwid, h. 123.
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cakupan nama khamar mengandung reduksi (pengurangan) dengannya dan merusak
keumumannya. Tetapi yang benar adalah yang dikatakan oleh pembuat syariat:
artinya: “setiap yang memabukkan adalah khamar”. Di dalam kitab sunan lbnu

Ma>jah diriwayatkan dari Abi Uma>mah yang menjelaskan bahwa: artinya:

”Akan ada golongan dari ummatku yang tidak akan membiarkan malam dan
siang berlalu begitu saja, sehingga mereka meminum khamar yang diberi nama
bukan dengan nama yang sebenarnya”.%

Sabda Nabi di atas “mereka meminum khamar yang diberi nama bukan
dengan nama yang sebenarnya” seperti orang yang mensiasati minuman yang
memabukkan dengan cara mengambil minuman keras yang bukan berasal dari
perasan anggur, seraya dia berkata:”Ini nabidz (minuman keras yang dibuat dari
perasan kurma) bukan khamar”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum
pengharaman itu melekat pada hakikat dan mafsadatnya bukan pada nama dan
bentuknya. Permusuhan, kebencian, berpaling dari mengingat Allah tidak hilang
dengan mengganti nama khamar dan merubahnya.®!

Orang-orang yang menggunakan ra’yu/kontekstual, mengartikan makna-
makna nas}/lafaz} lebih dari apa yang dimaksudkan oleh pembuat syariat, seperti

pengertian lafaz} pada firman Allah swt. dalam QS al-Bagarah/2: 230.
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“Imam lbnu Ma>jah, Sunan Ibnu Ma>jah, bab al-Khamru yusammu>naha bi gairi ismiha,
Juz. 10 [CD. ROOM, Maktabah Syamilah], h. 161. Hadis lain yang maknanya sama dengan hadis
tersebut diatas yaitu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas artinya: “akan datang pada manusia
suatu masa, dimana pada waktu itu mereka menghalalkan lima perkara dengan lima perkara, yaitu:
mereka menghalalkan khamar dengan nama yang diberikan kepadanya (bukan nama sebenarnya),
menghalalkan suap dengan nama hadiah, dengan menghalalkan pembunuhan dengan intimidasi,
menghalalkan zina dengan nama nikah, dan menghalakan riba denga nama jual beli”.

1bnu al-Qayyim al-Jauziyyah, ‘ llam al-Muwaqqji i> n ‘an Rabbi al- ‘Alami>n, Juz. 1, h.
197.
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Terjemahnya:

“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka
perempugzn itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang
lain.... “

Mereka mengartikan bahwa perempuan itu dihalalkan bagi suaminya yang
pertama dengan menjadikan laki-laki sewaan yang dilaknat oleh Rasul saw. termasuk
dalam pengertian suami yang lain itu, menurut Ibnu al-Qayyim ini terjadi pada
perluasan makna yang melebihi pengertian semestinya, kebalikan dari penyempitan

makna. **Selanjutnya, lbnu al-Qayyim menyatakan:

“Untuk mengetahui hukum terletak pada maksud orang yang mengucapkannya,
sedangkan lafaz}-lafaz} tidak dimaksudkan pada lafaz} itu saja akan tetapi ia
dimaksudkan untuk beberapa makna dan dengan perantaraanyalah dapat
diketahui maksud orang yang mengatakannya, dan kadang-kadang maksudnya
terletak pada keumuman lafaz}nya, dan kadang-kadang juga terletak pada
keumuman maksudnya. Pemahaman yang didapat dari maknanya kadang-
kadang lebih kuat dan kadang-kadang juga diperoleh dari lafaz}nya, dan
kadang-kadang pula saling berdekatan.®

Pernyataan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah di atas memberikan solusi terhadap
kedua kubu di atas dengan mengkombainkan/mengkomparasikan antara tujuan

syariat dan tekstualitas nas} .

92Kementerian Agama RI, Al- Qur’an Terjemah dan Tajwid, h. 36.

%1bnu al-Qayyim al-Jauziyyah, ‘ llam al-Muwaqqji i> n ‘an Rabbi al- ‘Alami>n,. Juz. 1, h.
198.

%lbnu al-Qayyim al-Jauziyyah, ‘ llam al-Muwaqqji i> n ‘an Rabbi al- ‘Alami>n, Juz. 1, h.
199.

81



Senada dengan Ibnu al-Qayyim, Yu>suf al-Qard{a>wi> mengklasifikasikan

tiga golongan manusia dalam memahami nas}, yaitu:

“Pertama, golongan yang hanya mengiginkan nas} yang parsial dan
memusatkan perhatian kepadanya serta memahaminya secara harfiah, mereka
berlepas diri dari tujuan syariat yang ada dibalik nas} itu. Kedua, kebalikan dari
golongan pertama, yang hanya memusatkan perhatian terhadap tujuan syariat
dan ruh agama, dengan melalaikan nas} al-Qur’an yang mulia dan al-sunnah
yang s}ah}i>h}, dengan anggapan bahwa agama itu adalah substansi dan bukan
bentuk, agama hakikat dan bukan rupa. Jika mereka berhdapan dengan nas}
yang muh}kama>t, mereka membuat lipatan dan berputar-putar, membuat
takwil dan melangkah terlalu jauh. Ketiga, golongan wasat}iyah yang tidak
melalaikan nas} yang parsial di dalam kitab Allah dan sunnah Rasul saw yang
s}ah}i>h}, tidak memahami nas} yang parsial ini dengan melepaskan diri dari
tujuan yang universal, mengaitkan cabang kepada pokok, yang parsial kepada
yang universal, yang berubah kepada yang tetap, menjaga nas} yang definitif
ketetapan  dan  pembuktiannya, memperhatikan ijmak  ummat,
mengejawantahkan jalan orang-orang Mukmin, tidak menyimpang darinya dan
tidak menghalangi orang lain untuk mengikuti jalan itu.®®

Pernyataan al-Qard{a>wi> di atas membagi tiga metode dalam memahami
nas}: pertama adalah kelompok tekstualis, mereka ini oleh Yu>suf al-Qard{a>wi>
disebut dengan golongan z}ahiriyah modern, yang menjadi pewaris golongan
z}ahiriyah terdahulu, yang menginkari pengingkaran hukum dengan tujuan macam
apapun. Kedua, kelompok kontekstual, mereka inilah menurut Yu>suf al-Qard{a>wi>
para penyeru pembaruan (modernisme), yang pada hakikatnya mereka adalah para
penyeru westernisasi. Ketiga, kelompok yang selalu berusaha menkombainkan antara
nas} dan tujuan/hikmah syariah. Golongan inilah menurut Yu>suf al-Qard{a>wi> yang
mencerminkan hakikat Islam, yang mampu menyingkirkan kebatilan musuh-musuh
Islam, yang dapat menyerap pemahaman secara pas dari Allah dan Rasul-Nya.

Kelompok ketiga inilah disebut dengan ummatan wasat}an yang sejatinya

menjadi agent-agent pemikiran moderasi Islam. Islam yang menjadi jalan tengah,

SAl-lma>m Yu>suf al-Qard{a>wi>, Al-Siya>sah al-Syar iyyah fi> D}aui Nus}u>s} al-
Syari> ‘ati wa Maga>s}iduha>, h. 228-229.
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tidak terlalu ke kiri dan tidak terlalu ke kanan, terus memunculkan rahmat bagi

peradaban manusia.

Pemikiran Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah tentang perubahan hukum terhadap
perkembangan sosial hukum Islam menunjukkan bahwa syari’at Islam bersifat
fleksibel dan adaptif dalam merespon setiap perubahan dan perkembangan. Sejatinya,
Ibnu al-Qayyim berpendapat bahwa hukum Islam dapat ditafsir dan diterjemahkan

sesuai konteks sosial umat.
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BAB 111
DISKURSUS TEORI PERUBAHAN HUKUM
DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

A. Sistem dan Pedoman Hakim Memutuskan Perkara
1. Teori Penemuan Hukum

Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat
hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada
peristiwa hukum konkret. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah
proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (das sollen) yang bersifat
umum dengan mengikat akan peristiwa konkret (das sein) tertentu.!

Dasar hukum positif penemuan hukum terdapat dalam Pasal 10 (1) UU no. 48
tahun 2009 yang menentukan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa,
mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak
ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Walau
bagaimanapun, hakim wajib memeriksa dan menjatuhkan putusan, yang berarti bahwa
ia wajib menemukan hukumnya.

Selain didasrkan pada ketentuan tersebut di atas, menemukan dasar hukumnya
dengan jelas dan tegas pada pasal 5 (1) UU no. 48 tahun 2009, yang berbunyi: hakim
sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali dan mengikuti, dan memahami

nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Kata menggali diasumsikan bahwa

1Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Edisi revisi (Cet. V;
Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018), h. 49.
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hukumya itu ada, tetapi tersembunyi. Agar sampai pada permukaan masih harus digali.
Jadi hukumya itu ada, tetapi masih harus digali, dicari dan diketemukan, bukannya
tidak ada, tapi diciptakan.

Keterangan di atas menunjukkan bahwa penemuan hukum bagi hakim di
Peradilan Agama mempunyai legitimasi yang kuat dari undang-undang Repubelik
Indonesia sebagai sumber hukum positip. Dengan demikian, para hakim di lingkungan
Peradilan Agama memutuskan hukum bukan semata-mata berdasarkan kepada
peraturan yang tertera dalam undang-undang, karena tidak ada peraturan perundang-
undangan yang lengkap selengkap-lengkapnya dan jelas sejelas-jelasnya dalam
mengatur seluruh aspek kegiatan kehidupan manusia, akan tetapi melihat situasi dan
kondisi masyarakat setempat.

Sumber penemuan hukum adalah sumber atau tempat bagi hakim dapat
menemukan hukumnya dari suatu peristiwa konkret yang dihadapkan kepadanya.
Langkah pertama yang harus diketahui dengan jelas oleh hakim dalam mengadili
suatu perkara adalah tentang fakta/peristiwa yang ada dalam perkara tersebut.
Peristiva yang diajukan oleh pihak berperkara tersebut dapat ditemukan fakta
konkrit atau peristiwa yang sebenarnya melalui alat-alat bukti yang diajukan oleh
pihak berperkara di persidangan.®

Jika fakta konkerit telah ditemukan oleh hakim, maka tindakan selanjutnya
adalah mengkualifisir fakta-fakta konkerit, artinya memilah dan memilih fakta mana

yang relevan dengan tuntutan (petitum), kemudian berupaya menemukan hukumnya

2Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, h. 60-61.

SLihat Sayuruddin Daulay, Proses Pengambilan Putusan, h. 2, happyslide.
Top/doc/86931. (9 April 2016).
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dari sumber-sumber hukum terdiri: kitab-kitab perundang-undangan sebagai hukum
yang tertulis, kepala adat dan penasihat agama, sumber yurisprudensi, dengan
catatan bahwa hakim sama sekali tidak boleh terikat dengan putusan-putusan yang
terdahulu itu, ia dapat menyimpang dan berbeda pendapat jika ia yakin terdapat
ketidakbenaran atas putusan atau tidak sesuai dengan perkembangan hukum
kontemporer. Hakim dapat berpedoman sepanjang putusan tersebut dapat
memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara, tulisan-tulisan ilmiah
para pakar hukum, dan buku-buku ilmu pengetahuan lain yang ada sangkut-
pautnya dengan perkara yang sedang diperiksa itu.*

Hal senada diungkapkan Sudikno Mertukusomo bahwa dalam ajaran penemuan
hukum undang-undang diperioritaskan atau didahulukan dari sumber-sumber hukum
lainnya. Jika ternyata dalam peraturan perundang-undangan tidak ada ketentuan
dan jawabannya, barulah dicari dalam hukum kebiasaan.’Jika ternyata hukum

kebiasaan tidak dapat memberi jawaban, dicari dalam yurisprudensi.®
Dengan demikian sumber utama penemuan hukum adalah peraturan perundang-
undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional, dan doktrin.

Hakim menemukan hukum melalui sumber-sumber sebagaimana tersebut di atas.

4Abdul Manan, “Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Peraktek Hukum Acara di Peradilan
Agama”, (Makalah yang disajikan pada acara Rakernas Mahkamah Agung RI di Balik Papan
Kalimantan Timur, 10-14 Oktober 2010), h. 4.

SHukum kebiasaan adalah hukum yang tidak tertulis yang bersumber dari warga atau tokoh
masyarakat yang dianggap tahu. Untuk dapat menjadi hukum kebiasaan, suatu perilaku itu harus
berlansung dalam waktu lama, berulang-ulang dan menimbulkan keyakinan umum (opinion
necessitates), ... Lihat Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, h.67.

& Yurisprudensi adalah kumpulan putusan hakim yang disusun secara sistematis dari tingkat

peradilan pertama sampai pada tingkat kasasi yang pada umumnya diberi annotatie oleh pakar di

bidang peradilan. Lihat Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, h.68.
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Jika tidak diketemukan dalam sumber-sumber tersebut maka ia harus mencarinya
dengan mempergunakan metode interpretasi, konstruksi dan metode hermeneutika,

sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Peraturan perundang-undangan kadang tidak jelas dan tidak pula lengkap. Oleh
karena itu, harus ditemukan hukumnya dengan menjelaskan, menafsirkan, atau
melengkapi peraturan perundang-undangannya. Untuk menemukan hukumnya tersedia
beberapa metode penemuan hukum, sebagaimana berikut:

a. Metode interpretasi hukum (penafsiran)

Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teks undang-undang, yang
kajian pokoknya tetap berpegang pada bunyi teks undang-undang tersebut.’Menurut
Sudikno Mertokusumo metode interpretasi digunakan dalam hal peraturan
perundang-undangannya tidak jelas.®

Bagir Manan mengemukakan bahwa interpretasi (penafsiran) merupakan
satu metode untuk: memahami makna asas atau kaedah hukum,
menghubungkan suatu fakta hukum dengan kaidah hukum, menjamin
penerapan atau penegakan hukum dapat dilakukan secara tepat, benar dan adil,
dan mempertemukan antara kaidah hukum dengan perubahan-perubahan sosial
agar kaidah hukum tetap aktual dan mampu memenuhi kebutuhan sesuai

dengan perubahan masyarakat.®

"Ahmad Ali, Mengenal Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis (Cet. I; Jakarta:
Chandra Pratama, 1996), h.167.

8 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, h. 73.

°Bagir Manan, pada workshop yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Perundang-undangan,
Depertemen Hukum & Hak Asasi Manusia di Jakarta, 20 April 2009.
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Pasal 229 Kompilasi Hukum Isam (KHI)° telah memberi otoritas penuh
kepada para hakim sebagai penafsir untuk memberi nyawa dan ruh aktualisasi
terhadap bunyi teks yang merumuskannya (undang-undang). Bahkan M. Yahya
Harahap dalam Khamimuddin mengungkapkan bahwa para hakimlah yang akan
memberi nyawa dan roh kesegaran dan ketegaran pada KHI terhadap kalimat-
kalimat pada peraturan perundang-undangan yang sudah jelas dan tegas serta
dapat lansung diterapkan pada kasus yang dihadapi oleh hakim, tidak perlu
dikonstruksikan atau ditafsirkan. Hal ini sesuai dengan maksud
hukum “Exspresun pacit cesarre tacitum” (Kata-kata yang disebutkan secara
tegas mengakhiri pencarian mengenai maksud dari suatu undang-undang).!

Penafsiran oleh hakim terhadap suatu produk perundang-undangan,
menurut Bagir Manan dalam Khamimuddin, harus tetap berpedoman pada:

1) Hakim wajib menerapkan menurut bunyi dan susunan kaidah dalam hal, kata
atau kata-kata dan susunan kaidah sudah jelas, maka wajib memerhatikan
maksud dan tujuan pembentukan undang-undang.

2) Penafsiran semata-mata dilakukan demi memberi kepuasan kepada pencari
keadilan.  Kepentingan masyarakat diperhatikan sepanjang tidak
bertentangan dengan kepentingan pencari keadilan.

3) Penafsiran semata-mata dilakukan dalam rangka aktualisasi penerapan

undang-undang bukan untuk mengubah undang-undang.

10“Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib
memperhatikan dengan sunguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga
putusannya sesuai dengan rasa keadilan”.

Khamimuddin, Kekuasaan Menafsir, Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, Edisi No. 74
(Jakarta Pusat: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2011), h. 163.

88



4) Hakim dalam menafsir harus mengikuti metode penafsiran menurut hukum
dan memerhatikan asas-asas hukum umum, ketertiban hukum, kemaslahatan
hukum dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

5) Hakim dapat mempergunakan ajaran hukum sepanjang ajaran itu relevan
dengan persoalan hukum yang diselesaikan dan tidak merugikan
kepentingan pencari keadilan.

6) Penafsiran harus bersifat progresif, yaitu berorientasi ke masa depan (future
oriented), tidak menarik mundur keadaan hukum di masa lalu yang
bertentangan dengan keadaan yang hidup dan perkembangan hukum. 2

Dengan demikian, penafsiran hukum oleh hakim dapat diterapkan dan
dilenturkan sesuai dengan kebutuhan perkembangan situasi dan kondisi di
mana hukum berlaku, sehingga hukum dapat memenuhi tuntutan para pencari
keadilan. Peran hakim dalam menafsir undang-undang harus tetap beranjak
pada common basic idie, yaitu landasan cita-cita dasar yang terkandung dalam
peraturan perundang-undangan tersebut.
Penemuan hukum dengan metode interpretasi (penafsiran),terdiri dari
beberapa jenis yaitu:*3
1) Interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut bahasa yaitu untuk
mengetahui makna ketentuan undang-undang ditafsirkan atau dijelaskan
dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari.
2) Interpretasi sistematis dan logis yaitu menafsirkan suatu undang-undang
dengan menghubungkannya dengan peraturan lain atau dengan keseluruhan

system hukum. Dalam penafsiran sistematis hukum dilihat oleh hakim

12Khamimuddin, Kekuasaan Menafsir, h. 165-166.

18Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, h. 74.
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

sebagai satu kesatuan, sebagai sistem peraturan. Satu peraturan tidak
berdiri sendiri, akan tetapi sebagai bagian dari satu sistem.

Interpretasi historis'* yaitu penafsiran teks undang-undang didasarkan pada
sejarah terbentuknya undang-undang tersebut.

Interpretasi teleologis atau sosiologis, yaitu hakim menafsirkan undang-
undang sesuai dengan tujuan pembentukan undang-undang. Lebih
diperhatikan tujuan dari undang-undang dari pada bunyi kata-kata saja.
Interpretasi teleologis terjadi apabila makna undang-undang itu
ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan dan disesuaikan dengan
situasi sosial yang baru.

Interpretasi  kompratif yaitu penafsiran  undang-undang dengan
memperbandingkan antara berbagai sistem hukum.

Interpretasi antisipatif atau futuristis, yaitu penafsiran undang-undang
bersifat antisipasi dengan menggunakan undang-undang yang belum
memiliki kekuatan hukum.

Interpretasi restriktif, yaitu menafsirkan undang-undang dengan cara
membatasi ruang lingkup undang-undang tersebut, dengan mempersempit
arti suatu peraturan dengan bertitik tolak pada arti bahasa.

Penafsiran ekstensif'® yaitu menafsirkan undang-undang melampaui batas

yang diberikan oleh penafsiran gramatikal.

Berdasarkan uraian di atas dapatlah difahami bahwa Interpretasi adalah

metode penemuan hukum yang peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk

1“Dengan melihat sejarah penuyusunan suatu aturan yang sudah tentu akan ditemukan

keterlibatan banyak pihak dalam proses penyusunan aturan itu. Karena itu, melihat motif historis
dibalik penyusunan peraturan perundang-undangan dimaksud menjadi penting untuk dilakukan. Abdul
Ghani Abdullah, Penemuan Hukum, h. 130.

15Berusaha mencari makna normatif suatu aturan dengan memperluas makna suatu istilah,

kata, atau frasa tertentu. Abdul Ghani Abdullah, Penemuan Hukum, h. 130.
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diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya dapat terjadi juga, hakim harus
memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus.
Hakim menghadapi  kekososngan atau ketidak lengkapan Undang-undang
yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa
dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya atau tidak lengkap
hukumnya.

b. Metode Konstruksi Hukum

Metode konstruksi adalah mempergunakan penalaran logis untuk
mengembangkan suatu teks undang-undang, di mana hakim tidak lagi terikat dan
berpegang pada bunyi teks undang-undang, tetapi dengan syarat tidak mengabaikan
hukum sebagai suatu sistem.

Metode konstruksi digunakan oleh hakim pada saat ia dihadapkan pada situasi
adanya kekosongan hukum (rechts vacuum) atau kekosongan undang-undang (wet
vacumm), karena pada perinsipnya, hakim tidak boleh menolak perkara untuk
diselesaikan dengan dalih hukumnya tidak ada atau belum mengaturnya (asas ius
curia novit). Hakim harus terus menggali dan menemukan hukum yang hidup dan
berkembang di tengah-tengah masyarakat, karena sebagai penegak hukum dan
keadilan, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-ilai hukum dan rasa
keadilan yang hidup dalam masyarakat.’

Metode konstruksi hukum bertujuan agar hasil putusan hakim dalam peristiwa

konkret yang ditanganinya dapat memenuhi rasa keadilan serta memberikan

5Ahmad Ali, Mengenal Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, h. 167.

17Jazim Hamidi, Hermeneutika Hukum; Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi
Teks (Yogyakarta: Ull Press, 2005), h. 58.
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kemanfaatan bagi para pencari keadilan. Meskipun nilai dan rasa keadilan dan
kemanfaatan itu ukurannya sangat relatif.!® Seorang hakim harus memberikan
putusan yang seadil-adilnya dengan berdasarkan pertimbangan hati nuraninya. Untuk
mengisi kekosongan hukum (rechts vacuum), hakim harus melakukan konstruksi
antara sistem formal dan sistem materil hukum. Berdasarkan ketentuan hukum positif
yang mengandung persamaan, hakim membuat suatu pengertian hukum baru yang
menjadi dasar pembenaran dari putusan yang dijatuhkannya.*®
Penemuan hukum melalui metode konstruksi?° terdiri dari beberapa metode
yaitu: 2
1) Metode argumentum per analogium (analogi), yaitu penalaran yang
digunakan terhadap suatu peristiva yang belum tersedia peraturan
hukumnya, tetapi peristiwa itu mirip dengan yang diatur dalam undang-
undang, atau dalam kajian hukum Islam disebut “giyas”.
2) Metode argumentum a contrario, yaitu suatu penalaran hukum dengan
membatasi penerapan hukum pada peristiwa tertentu yang tersebut dalam

undang-undang, sedangkan peristiwa lain yang tidak diatur dalam undang-

18Jazim Hamidi, Hermeneutika Hukum, h. 58

BJohnny lbrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Jakart: Bayumedia
Publishing, 2005), h. 228.

2Dengan berpedoman kepada tiga syarat yaitu: pertama Konstruksi harus meliputi
bidang hukum positif, kedua; Dalam konstruksi tidak boleh ada pertentangan logis di dalamnya,
dan ketiga; Konstruksi bersifat menyelesaikan permasalahan hukum yang kabur dengan kejelasan-
kejelasan yang dapat memenuhi tuntutan keadilan dan bermanfaat bagi pencari keadilan. Achmad
Ali, Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, h. 192.

ZLAbdul Manan, Penerapan Hukum Acara Peradilan di Lingkungan Peradilan Agama,
Yayasan al-Hikmah, Jakarta, 2000, h. 166-167. Lihat juga Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum
Sebuah Pengantar, h. 86-94.
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undang itu diterapkan makna kebalikan dari aturan undang-undang tersebut,

atau dalam kajian hukum Islam disebut “mafhum al-mukhalafah .

3) Pengkonkeretan hukum (Rechtsvervijnings) yaitu penalaran hukum dengan
pengkonkritan terhadap suatu masalah hukum yang terlalu umum dan
sangat luas, atau dalam kajian Islam mirip dengan penerapan al-mugayyad
terhadap nash ‘am (umum).

4) Fiksi hukum yaitu penalaran hukum mengikuti asas “indubitoproreo”
artinya asas yang mengatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui
hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa hakim sangat berperan dalam
melakukan hukum melalui pencarian makna normatif dari suatu undang-
undang. Pada sisi ini tampak bahwa, hakim tidak semata-mata menggunakan
asas legalitas dalam menerapkan hukum, karena banyak kasus atau peristiwa
yang belum tercover oleh norma legalitas, dan karena itu masih membutuhkan
pencarian untuk menemukan hukum guna menyelesaikan kasus atau peristiwa
hukum tertentu. Dengan demikian, hakim dalam memutuskan perkara tidak
hanya terpaku pada undang-undang (ius constitutum), tetapi bisa juga
mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat (living law) atau hukum
tidak tertulis yang masih bersifat ius constituendum.

Selain itu, agar seorang hakim dapat menjalangkan tugas pokoknya
dengan baik, maka hakim tersebut haruslah learned in law (alim dalam ilmu
hukum) dan skilled in law (terampil dalam melaksanakan hukum). Kecuali
harus memahami substansi dan arti hukum, hakim juga harus terampil dalam

penerapan hukum. Jadi ditangan hakimlah hukum menjadi ilmu terapan
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(applied science), atau dengan kata lain konkretisasi hukum adalah melalui
putusan hakim.
c. Metode Hermeneutika Hukum.
Menurut Gadamer sebagaimana dikutip oleh Ahmad Rifai yang

menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hermeneutika hukum adalah:

“Hermeneutika hukum dalam kenyataannya bukanlah merupakan suatu
kasus yang khusus/baru, tetapi sebaliknya, ia hanya merekonstruksikan
kembali dari seluruh problem hermeneutika dan kemudian membentuk
kembali kesatuan hermeneutika secara utuh, di mana ahli hukum dan teologi
bertemu dengan para ahli humaniora.”??

Fungsi dan tujuan hermeneutika hukum adalah untuk memperjelas sesuatu
yang tidak jelas supaya lebih jelas (bringing the unclearin toclarity),
sedangkan tujuan yang lain dari hermeneutika hukum adalah untuk menempatkan
perdebatan kontemporer hukum dalam kerangka hermeneutika pada umumnya.
Upaya mengkontekstualisasi teori hukum dengan cara ini serta mengasumsikan
bahwa hermeneutika memiliki korelasi pemikiran dengan ilmu hukum dan

yurisprudensi.?

Penggunaan dan penerapan hermeneutika hukum sebagai teori dan metode
penemuan hukum baru menurut Abdul Manan akan sangat membantu para hakim
dalam memeriksa serta memutus perkara yang diadilinya. Kelebihan metode
hermeneutika hukum terletak pada cara dan lingkup interpretasinya yang tajam,
mendalam dan holistik dalam bingkai keastuan antara teks, kontek dan

kontektualisasinya.?*

2Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif
(Cet. I1l; Jakarta: Sinar Grafika,2014), h. 87.

ZAbdul Manan, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Peraktek Hukum Acara di Peradilan
Agama, h. 12.

24Abdul Manan, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Peraktek Hukum Acara di Peradilan
Agama, h. 13.
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Peristiwa hukum maupun peraturan perundang-undangan tidak semata-
mata dilihat atau ditafsirkan dari aspek legal formal berdasarkan bunyi teksnya
semata, tetapi juga harus dilihat dari faktor-faktor yang melatarbelakangi
peristiwa atau sengketa yang muncul, apa akar masalahnya adakah intervensi
politik (atau intervensi lainnya) yang melahirkan suatu putusan, serta tindakan
dampak dari putusan itu dipikirkan bagi proses penegakan hukum dan keadilan di
kemudian hari.

2. Teori Penjatuhan Putusan

Proses atau tahapan yang harus dilalui olah hakim sebelum menjatuhkan suatu
putusan yaitu:2®
a. Tahap mengkonstatir. Hakim akan mengkonstatir atau melihat untuk

membenarkan ada tidaknya suatu peristiwa yang diajukan. Untuk
memastikan hal tersebut, maka diperlukan pembuktian, oleh karena itu
hakim harus bersandarkan pada alat-alat bukti yang syah menurut hukum
sebagaimana dalam pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg/Pasal1866 KUH Perdata.
Yaitu alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan, pengakuan,
dan sumpah.

b. Tahap menkualifikasi. Hakim mengkualifisir dengan menilai peristiwa
konkret yang telah dianggap benar-benar terjadi. Mengkualifisir berarti
mengelompokkan peristiwa konkret masuk dalam kelompok peristiwa
hukum (apakah perbuatan melawan hukum, wanprestasi, peralihan hak, atau

perbuatan hukum lainnya dalam hukum perdata). Jika peristiwanya sudah

2Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 1998), h.

92-94.
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terbukti dan peraturan hukumnya jelas dan tegas, maka penerapan hukumya
akan mudah, akan tetapi jika tidak jelas hukumnya, maka hakim harus
menemukan hukumnya atau menciptakan hukumnya yang tidak bertentangan
dengan keseluruhan sisitem peraturan perundang-undangan dan memenuhi
pandangan serta kebutuhan masyarakat.

c. Tahap mengkonstituir. Hakim menetapkan atau menerapkan hukumnya
terhadap fakta yang telah ditemukan dalam tahap konstatir dan memberi
keadilan kepada para pihak yang bersangkutan.

Dengan demikian Proses penemuan hukum oleh hakim dimulai pada
tahap kualifikasi dan berakhir pada tahap konstituir. Hakim menemukan
hukum melalui sumber-sumber hukum yang tersedia yaitu peraturan perundang-
undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional, dan doktrin.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap
perkara yang diajukan kepadanya. Sebelum menjatuhakan putusan, hakim
harus bertanya pada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil putusan ini,
atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan
suatu sengketa, atau adilkah putusan itu, atau seberapa jauh manfaat dari
putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara
atau bagi masyarakat pada umumnya.?®

Menurut Mackenzie sebagaimana dikutip Bagir Manan, menyatakan

bahwa ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh

%Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum, h. 104-105.
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hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara,

yaitu:?’

a. Teori keseimbangan, hal ini terdapat pada ketentuan pasal 163 HIR/Pasal
283 Rbg/Pasal 1865 KUH Perdata mengatur mengenai asas pembuktian
dalam perkara perdata. Dalam praktik peradilan pihak penggugat dan
tergugat harus membuktikan dalilnya masing-masing.

b. Teori pendekatan seni dan intuisi. Pendekatan seni dipergunakan oleh
hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh intuisi
daripada pegatahuan dari hakim. Hal ini senada yang dikemukakan oleh
Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah bahwa masalah firasat adalah masalah besar,
agung manfaatnya dan luhur nilainya. Jika seorang hakim atau penguasa
menagabaikannya, maka ia dianggap telah mengabaikan kebenaran dan
menegakkan kebatilan. Namun, jika ia melampaui batas dalam menerapkan
firasat tanpa tuntunan syariat, ia bisa jatuh dalam kezaliman dan
kerusakan.?®

c. Teori pendekatan keilmuan. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam
peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-
mata atas dasar intuisi atau instink, akan tetapi harus dilengkapi dengan
ilmu pengatahuan hukum dan wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi
suatu perkara yang harus diputuskannya. Oleh karena itu hakim dituntut
untuk menguasai berbagai ilmu pengatahuan, sehingga putusan yang

dijatuhkannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dari segi teori-teori

2’Bagir Manan, “Hakim dan Pemidanaan”, Varia Peradialan, no. 249, (Agustus, 2006),
Jakarta: lkahi, h.7-12.

ZB1pnu al-Qayyim al-Jauziyyah, al-T{uruqu al-H}ukmiyyah Fi> al-Siya>sah al-Syar‘iyyah, h.
13-14.
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yang ada dalam ilmu pengatahuan yang berkaitan dengan perkara yang
diperiksa, diadili dan diputuskan oleh hakim.

. Teori pendekatan pengalaman. Pengalaman dari seorang hakim merupakan
hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang
dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya,
seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang
ditimbulkan dalam putusan yang berkaitan pula dengan pihak-pihak yang
berperkara dan masyarakat.

. Teori ratio decidenci. Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang
mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan
pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan
perundang-undangan yang relevan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan
putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang
jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak
yang berperkara.

3. Teori Merumuskan Pendapat Hukum

Untuk memenuhi asas objektivitas, maka pada putusan hakim harus

disertai alasan-alasan atau fakta-fakta hukum dan dasar-dasar yang legalistik

termasuk sumber-sumber hukum tak tertulis yang dijadikan untuk mengadili.

Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 Pasal 50 ayat (1) menjelaskan bahwa

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga

memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Senada dengan itu, Pasal 1 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 menentukan

bahwa dalam sidang permusyawaratan setiap hakim wajib pertimbangan atau

pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian

yang tidak terpisahkan dari putusan. Dalam hal ini, bagaimanakah metode
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merumuskan pendapat hukum tertulis yang berkenan dengan kasus konkret

yang terbukti menjadi fakta hukum.
Menurut Vandevende dalam Shidarta menyebut lima langkah dalam
merumuskan pendapat hukum, yaitu:2®

a. Menelaah fakta-fakta yang tersedia (research the available facts);

b. Mengidentifikasi sumber hukum yang mungkin, berupa peraturan
perundang-undangan dan putusan pengadilan (identify the applicable
source of law);

c. Menganalisis sumber hukum dan menetapkan aturan hukum yang
mungkin dan kebijakan dalam aturan tersebut (analyze the resource of
law);

d. Menyintesiskan aturan hukum tersebut dalam struktur yang koheren,
yakni struktur yang mengelompokkan aturan-aturan khusus dibawah
aturan umum (synthesize the applicable rules of law into a coheren
structure);

e. Menerapkan struktur aturan tersebut kepada fakta-fakta untuk
memastikan hak atau kewajiban yang timbul dari fakta-fakta itu dengan
menggunakan kebijakan yang terletak dalam aturan-aturan hukum dalam
hal memecahkan kasus sulit (apply the structure of rules to the facts);

Hadjon dan Djatmiati dalam Philipus M. Hadjon mengungkapkan lima

langkah dalam menyusun legal opinion, yaitu:*

29Ghidarta, Karakteristk Penalaran Hukum dalam Konteks ke Indonesiaan (Bandung: CV.
Utomo), h. 196.

%0Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, (Yogyakarta: Gajah
Mada University Press, 2009), h. 45-46.
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a. Summary memuat tentang: rumusan singkat fakta hukum, daftar isi
hukum dan summary legal opinion

b. Rumusan fakta: Fakta harus dirumuskan secara lengkap, ringkas, padat
dan jelas yang dijadikan landasan untuk merumuskan isu hukum.

c. Isu hukum: isu hukum harus dirumuskan secara lengkap dan diberi
nomor. Setiap isu hukum diikuti dengan pertanyaan hukum.

d. Analisis isu hukum:

1) Pada setiap isu, telusuri ketentuan hukum, yurisprudensi, pendapat

akademik yang diberikan berkenaan dengan isu hukum tersebut.

2) Tulis ketentuan hukum yang ditemukan

3) Identifikasi problematik hukum yang relevan dengan kasus yang

dianalisis.

4) Berikan pendapat dan bagaimana ketentuan hukum tersebut

diterapkan pada kasus konkret.
e. Kesimpulan (conclution and opinion). Rumuskan pendapat hukum yang
berkenaan dengan hukum tersebut.

Dengan memperhatikan beberapa pandangan di atas, dan dengan
menghubungkan ketentuan pasal 50 ayat (1) juncto pasal 53 ayat (2) dan Pasal
14 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, serta
kebiasaan dalam praktik pengadilan, dapatlah disimpulkan adanya 6 langkah
dalam merumuskan pendapat hukum yamg disampaikan pada saat sidang
permusyawaratan hakim dakam menjatuhkan putusan. Keenam langkah

tersebut sebagai berikut:
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1)

2)

3)

4)

5)
6)

Mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur (peta)
kasus yang sunguh-sungguh diyakini oleh hakim sebagai suatu kasus
yang rill terjadi.

Menghubungkan (mensubsumsi) struktuk kasus tersebut dengan sumber-
sumber hukum yang relevan, sehingga ia dapat mendapatkan perbuatan
hukum ke dalam peristilahatan yuridis (legal term).

Menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk
kemudian mencari tahu kebijakan yamg terkandung di dalam aturan
hukum itu.

Menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus (fakta hukum)
secara silogisme deduktif.

Mencari alternatif-alternatif penyelesaian yang tepat dan benar.
Menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian ditetapkan

sebagai pendapat hokum yang sesuai dengan diktum putusan.

4. Teori Mengadili Munurut Hukum

Pelaksanakan penegakan hukum, wajib mengikuti ketententuan aturan

hukum, penegakan hukum yang tidk menurt aturan ketentuan hukum dapat

berakibat batal demi hukum atau null and void. Keharusan penegakan hukum

mengikuti ketentuan hukum, dimaksudkan untuk mencegah para penegak

hukum berlaku sewenang-wenang atau melampaui batas wewenang, sehingga

akan mengakibatkan ketidak pastian hukum dan mencedaerai rasa keadilan.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada

pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dan

tidak membeda-bedakan orang. Inilah asas dalam penyelenggaraan peradilan.

Asas audi et alteram partem (mendengar kedua belah pihak), jangan

sampai salah satu pihak didengar di luar hadirnya tergugat di persidangan, oleh

karena itu format putusan verstek selalu ditulis di bawah identitas para pihak,
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yaitu “setelah mendengar kedua belah pihak” untuk merealisasi asas audi et
alteram partem tersebut. Meskipun tergugat tidak hadir di persidangan setelah
dipanggil secara syah vyaitu secara resmi dan patut, inilah postulat
keadilan(equality before the law).

Asas kejujuran dalam memeriksa perkara (fairness), untuk memenuhi
asas ini maka segala apa yang terjadi dan apa yang ditanyakan di persidangan
harus dicatat oleh panitera sidang yang kebenarannya terjamin sebagai catatan
yang autentik, dan segala apa yang termuat di dalam putusan harus berdasarkan
kepada berita acara persidangan. Asas beracara secara benar sesuai perinsip
due processof law yang procedural. Demikian pula asas penerapan hukum
substansif secara benar sesuai prinsip due processof law yang substantive,
seperti penerapan asas legalitas secara tepat dan benar, serta asas
nonretroaktive kecuali undang-undang menentukan lain sebagai pengecualian

dalam hal pelanggaran HAM berat.3!

Berdasarkan berbagai konsep yang diuraikan di atas, dirumuskan
beberapa patokan sebagai pengertian mengadili menurut hukum, yaitu:

a. Mengadili menurut hukum merupakan salah satu asas mewujudkan Negara
berdasarkan atas hukum. Setiap putusan hakim harus memuat pertimbangan
hukum yang didasarkan pada fakta yang terbukti di persidangan sebagai
fakta hukum, dan dasar hukum yang legalistic secara tepat dan benar.

b. Hukum dalam pengertian mengadili menurut hukum, harus diartikan secara
luas melebihi pengertian hukum dalam kasus atau pengertian tertentu seperti
perikatan yang mengikat pihak-pihak, kesusilaan yang baik dan ketertiban

umum.

31Gyarif Mappiasse, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim, Cet. 1l (Jakarta:
Prenadamedia Group, 2017), h. 74.
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c. Hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum yang dipertimbangkan
dalam putusan hakim, tetapi tidak selalau harus diikuti karena justru
kemungkinan the livinig law itu harus dikesampingkan karena tidak sesuai
lagi dengan tuntutan sosial yang baru.

Sesuai dengan tradisi hukum yang berlaku, hakim wajib mengutamakan
penerapan hukum tertulis, kecuali kalau akan menimbulkan ketidakadilan,

bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

B. Metode Penemuan Hukum Hakim Peradilan Agama

Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta
menyelesaikan perkara yang diajukan ke pengadilan, sebagaimana terdapat
dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2019 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Hakim dalam hal ini, tidak boleh memihak menentukan siapa pihak yang benar
dan salah dalam mengakhiri sengketa yang diformulasikan dalam teks putusan.
Bagi hakim, dalam mengadili suatu perkara yang terpenting adalah fakta atau
peristiwa bukan hukumnya. Peraturan hukum hanyalah alat, sedangkan yang

bersifat menentukan pada produk putusan hakim adalah fakta konkrit. 32

Salah satu fungsi dan peran hakim Peradilan Agama adalah sebagai
pembentuk Undang-undang atau penemu hukum. undang-undang sering tidak
lengkap atau tidak jelas, maka hakim harus mencari hukumnya dan menemukan
makna normatif hukumnya. Penemuan hukum (rechtssvinding law) diartikan
sebagai proses penbentukan hukum oleh hakim terhadap peristiwa-peristiwa

hukum yang konkret. Hal ini dimaksudkan agar dalam proses peradilan tidak

%2Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Cet.l; Yogyakarta:
Liberty 1985), h.165.
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ada celah bagi hakim untuk menolak perkara dengan alasan tidak ada
hukumnya. Karena hakim dianggap tahu akan hukum (ius curia novit),
sehingga apapun masalah yang diajukan kepadanya, maka ia wajib mencari
hukumnya dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.
Dengan demikian hakim dituntut untuk memiliki kemampuan dalam
mengaplikasikan metode-metode penemuan hukum (rechtssvinding law)
dengan mengoptimalkan kemampuan dirinya untuk melakukan ijtihad dengan
mengambil preseden hukum yang hidup di masyarakat(living law).
Penenemuan hukum (rechtssvinding law) oleh hakim sangat penting,
mengingat hakim dalam khasanah ilmu hukum memiliki tiga fungsi utama,
yakni: Hakim menerapkan hukum (bouche de la loi), menemukan hukum
(rechtssvinding) dan menciptakan hukum (rechtschepping).®*Oleh karena itu,
hakim dalam memutuskan perkara tidak hanya berfikir tektualis tapi harus
berpikir progresif, sehingga mampu menggali nilai-nilai kebenaran baik dari
sumber hukum tertulis maupun tidak tertulis. Dengan demikian, hakim di sini
bertindak sebagai pembuat undang-undang dalam arti konkret, karena ia
menemukan sekaligus menerapkan pada kasus konkret yang sedang dihadapi.
Menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa
adalah suatu hal yang paling sulit dilaksanakan oleh majelis hakim. Hakim
akan meng pertaruhkan kredibilitas dan profesionalitasnya, karena hal ini
menjadi obyek sorotan, tidak saja oleh pihak yang berperkara, akan tetapi juga
masyarakat, bahkan menjadi kajian ilmiah para akademisi. Untuk itu dalam

mengadili suatu perkara, maka langkah pertama yang harus diketahui dengan

33Bagir Manan, “Kata Pengantar” dalam Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia,

h. xv.
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jelas oleh hakim adalah tentang fakta/peristiwa yang ada dalam perkara
tersebut. Dari peristiwa yang diajukan oleh pihak berperkara tersebut dapat
ditemukan fakta konkret atau peristiwa yang sebenarnya melalui alat-alat bukti
yang diajukan oleh pihak berperkara di persidangan.

Jika fakta konkret telah ditemukan oleh hakim, maka tindakan
selanjutnya adalah mengkualifisir fakta-fakta konkret, artinya memilah dan
memilih fakta mana yang relevan dengan tuntutan (petitum), kemudian baru
melakuan upaya menemukan hukumnya dari sumber-sumber hukum terdiri dari
undang-undang, yurisprudensi, doktrin, tulisan ilmiah pakar hukum dan
kebiasaan/hukum yang hidup di masyarakat. Bila hakim tidak dapat
menemukan hukum dari sumber-sumber hukum di atas, maka hakim harus
mencarinya dengan menggunakan metode interpretasi dan konstruksi.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan mengkaji metode
penemuan hukum oleh hakim dalam memutuskan atau menetapkan perkara di
lingkungan Peradilan Agama wilayah Sulawesi Selatan dalam kaitannya
dengan pemikiran hukum Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah terhadap perkembangan
sosial hukum Islam sesuai dengan data yang penulis dapatkan di lapangan.
Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan beberapa hakim di lingkungan
Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan.

Cara kerja hakim Peradilan Agama dalam menyelesaikan masalah yang

diperhadapkan padanya menurut Zulkarnain adalah:

“Pertama-tama hakim melihat kepada Undang-undang yang berhubungan
dengan permasalahan yang dihadapi, jika aturan tersebut menggambarkan
hukum yang hidup di masyarakt, maka Undang-undang itulah yang
diterapkan. Jika Undang-undang tersebut tidak sesuai lagi dengan kondisi
masyarakat setempat, atau aturan perundang-undangan tersebut sudah
ketinggalan dengan perkembangan masyarakat, maka dicari alasan dibalik
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dari pada dibuatnya undang-undang itu, atau dipelajari apa asas yang
melatarbelakangi undang-undang tersebut. Undang-undangnya mungkin
dikesampingkan, tapi asasnya yang dipakai karena di atas undang-undang
ada asas. Teks Undang-undang tersebut dikesampingkan dengan cara:
ditafsirkan, contra legem, atau bahkan hakim boleh membuat hukum
baru, hakim berfungsi sebagai judge made law. Sistem kerja hakim ada 3
yaitu: menggunakan hukum, menafsirkan hukum dan menkonstruksi
hukum, ketika aturan hukum itu sama sekali tidak diatur dalam undang-
undang.

Zulkarnain lebih jauh menjelaskan bahwa tata urutan sumber hukum di

Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

“Tata urutan sumber hukum di Peradilan Agama adalah al-Quran dan
hadis, al-Quran dan hadis didahulukan dari Undang-undang. Karena
tujuan Peradilan Agama itu menerapkan hukum Islam, Hakim Peradilan
Agama harus menerapkan hukum Islam ketika memutuskan atau
menetapkan perkara. Salah satu contohnya adalah jika seorang suami
menceraikan istrinya, maka 1/3 dari gajinya diperuntukkan untuk istri
yang diceraikan sebagai biayah hidupnya kelak. Sementara dalam hukum
Islam nafkah iddah selama 3 bulan sebagai biayah hidup. Maka aturan
PP. No. 10 itu dikesampingkan.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, ditemukan keterangan dari hakim
Zulkarnain bahwa metode penemuan hukum hakim dalam memutuskan atau
menetapkan perkara di lingkungan Peradilan Agama adalah jika diperhadapkan
pada suatu perkara maka hakim akan memutuskan atau menetapkan perkara
tersebut dengan merujuk pada sumber hukum yaitu undang-undang. Jika
aturan undang-undang tersebut sudah selaras dengan permasalahan yang
sedang dihadapi, maka diputuska sesuai dengan ketentuan undang-undang
tersebut. Sebaliknya, jika aturan undang-undang tersebut tidak lagi sesuai
dengan kondisi masyarakat setempat, atau aturan perundang-undangan tersebut

sudah ketinggalan dengan perkembangan masyarakat, maka dicari alasan di

34Zulkarnain (54 tahun), Hakim Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Makassar,
Wawancara, Makassar, 25 November 2017.
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balik dibuatnya undang-undang itu, atau dipelajari apa asas yang
melatarbelakangi undang-undang tersebut.

Selanjutnya, Zulkarnain menjelaskan bahwa teks undang-undang tersebut
dikesampingkan dengan cara: ditafsirkan, contra legem, atau bahkan hakim
boleh membuat hukum baru, hakim berfungsi sebagai judge made law.
Dengan demikian, sistem kerja hakim ada 3 yaitu: menggunakan hukum,
menafsirkan hukum dan menkonstruksi hukum, ketika aturan hukum itu sama
sekali tidak diatur dalam undang-undang.

Ungkapan hakim Zulkarnain di atas mengisyaratkan keterkaitan dengan
teori perubahan hukum Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah yang menyatakan bahwa
perubahan dan perbedaan hukum disebabkan faktor zaman, tempat, situasi,
niat, dan faktor adat. Artinya, ketika ketetapan suatu hukum atau undang-
undang sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan karena tidak sesuai lagi
dengan situasi dengan kondisi kekinian, maka teks undang-undang tersebut
dikesampingkan dan ditafsir dengan aturan hukum yang lebih mengakomodasi
kemaslahatan dan keadilan.

Landasan teori pandangan Ibnu al-Qayyim tentang perubahan hukum
terhadap perubahan perkembangan sosial kemasyarakatan pada prinsipnya
mengacu pada hakikat syari’at Islam yang senantiasa berorientasi pada
kemaslahatan manusia. Syari’at dihadirkan di bumi melalui Rasulullah
bertujuan untuk mewujudkan keadilan hukum, kemaslahatan, dan kebajikan.
Oleh karena itu, setiap ketentuan atau aturan hukum yang tidak memenuhi asas
keadilan, dipandang bertentangan dengan syari’at Islam. Dengan demikian,

dapat dipahami bahwa perubahan hukum menurut lbnu al-Qayyim al-Jauziyyah
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terjadi karena perubahan kemaslahatan. Kemaslahatan sebagai substansi
syari’at mengalami perbedaan seiring dengan perbedaan zaman, tempat,
situasi, niat dan adat. Hal ini berarti bahwa terjadinya perbedaan zaman,
tempat, situasi, niat dan adat, menjadi legitimasi dan alasan bagi terjadinya
perubahan hukum.

Pandangan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah menunjukkan bahwa syari’at
Islam bersifat fleksibel dan adaptif dalam merespon setiap perubahan dan
perkembangan. Sejatinya, Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa
hukum Islam dapat ditafsir dan diterjemahkan sesuai konteks sosial umat.
Dengan demikian teori penemuan hukum Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah sangat
urgent diaplikasikan dalam setiap putusan hakim manakala peraturan-peraturan
atau undang-undang yang ada kurang merespon keadilan dan kemaslahatan
serta kemanfatan hukum bagi pencari keadilan.

Selanjutnya Zulkarnain mengemukakan bahwa tata urutan sumber
hukum di lingkungan Peradilan Agama adalah al-Qur’an dan hadis, al-Qur’an
dan hadis didahulukan dari Undang-undang, karena tujuan Peradilan Agama
adalah menerapkan hukum Islam. Hakim Peradilan Agama harus menerapkan
hukum Islam ketika memutuskan atau menetapkan suatu perkara. Salah satu
contohnya vyaitu jika seorang suami menceraikan istrinya, maka 1/3 dari
gajinya diperuntukkan untuk istri yang diceraikan sebagai biaya hidupnya
kelak. Sementara dalam hukum Islam, nafkah iddah selama 3 bulan sebagai
biayah hidup. Maka aturan PP. No. 10 Pasal 8 ayat (1) dan (2)* itu

dikesampingkan.

%pasal 8 ayat (1) dan (2) PP No. 10 /1983 berbunyi: (1) apabila perceraian terjadi atas
kehendak PNS pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan
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Ungkapan hakim Zulkarnain di atas memberi kejelasan bahwa sumber
hukum utama di lingkungan Peradilan agama adalah al-Qur’an dan hadis. Hal
ini berarti bahwa jika seorang hakim diperhadapkan kepadanya suatu masalah
hukum, hal yang pertama yang harus dilakukan dalam memutuskan perkara
tersebut adalah mencarinya dalam al-Qur’an, jika tidak didapatkan baru
kemudian mencarinya dalam hadis Rasul saw. Hal ini dimaklumi karena
Peradilan Agama secara historis merupakan salah satu mata rantai peradilan
Islam yang berkesinambungan sejak masa Rasulullah saw.

Orang Islam menaati hukum Islam karena diperintahkan oleh Allah dan
Rasulnya, dalam QS. al-Nisa>/4: 59 dijelaskan ketentuan bahwa kepada orang
Islam pada dasarnya diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya.
Demikian juga dalam QS. al-Ahza>b/33:36 dijelaskan bahwa orang Islam tidak
dibenarkan mengambil pilihan lain kalau ternyata Allah dan Rasul-Nya telah
menetapkan hukum yang pasti dan jelas. Selain itu QS. al- Ma>idah/5: 44-45
menjelaskan bahwa mengambil pilihan hukum lain sementara Allah dan Rasul
telah memberikan ketentuan hukum dianggap z{alim, kafir, dan fasik. Hal
tersebut merupakan prinsip keyakinan agama dan keyakinan hukum serta
merupakan kelanjutan dari keyakinan mengesakan Tuhan di dalam hukum
(tauhid al-tasyri').

Peradilan Agama adalah peradilan syariah Islam, oleh karena itu, itu
warna dan ruh syariah Islam tidak bisa dilepas, karena sudah menjadi jati

dirinya. Pertimbangan syar‘i> harus menjiwai dan mewarnai seluruh

anak-anaknya. (2) pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga utuk PNS
pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anaknya.
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pemeriksaan, pertimbangan maupun putusan hakim. Hakim Peradilan Agama
(PA) dan hakim Mahkamah Syar ‘iyyah (MS) adalah hakim syariah. Hakim
syariah adalah personifikasi syariah. Dalil-dalil syar’i merupakan ruh dan
identitas yang menjiwai dan mewarnai putusan hakim.

Senada dengan ungkapan hakim Zulkarnain di atas, Tohiruddin® dan
Raodhawiah® mengemukakan bahwa sandaran hakim Pengdilan Agama dalam

menyelesaikan suatu kasus hukum ditegaskan sebagai berikut:

“Paling pertama yang harus dilihat hakim Pengadilan Agama dalam
menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya adalah Undang- undang,
al-Qur’an, hadis, KHI, pendapat para pakar hukum, dan yurisprudensi.
Kalau perkara waris, biasanya langsung ke al-Qur’an karena ada ayatnya
yang tertera, kalau ada ayatnya, tetap al- Qur’an yang diatas baru
Kompilasi Hukum Islam (KHI). Misalnya dalam menyelesaikan perkara
warisan anak laki-laki dan perempuan tetap harus ditunjuk dulu ayatnya
2:1. Kalau ada faktor-faktor yang mendukung bisa saja, faktor
kemaslahatan, tergambar juga dari pemeriksaan. Intinya undang-undang
itu tidak hitam putih.

Para hakim Peradilan Agama, di satu sisi terikat pada sistem civil law,
di sisi lain mengimplementasikan Islamic law, perlu melakukan penemuan
hukum dengan berijtihad apabila peraturan perundang-undangan kurang jelas,
dan terjadi pertentangan hukum atau ada kekosongan hukum. Oleh karena itu,
hakim Peradilan Agama tidak hanya sekadar menjadi corong undang-undang
atau hakim pasal, akan tetapi mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan

penemuan hukum, penciptaan hukum, agar putusan yang diambil sesuai

3%6Toharuddin (35 tahun), Hakim Pengadilan Agama Sidrap, Wawancara, Sidrap, 29 Agustus
2017.

$’Raodhawiah (48 tahun), Hakim Pengadilan Agama Sidrap, Wawancara, Sidrap, 29 Agustus
2017.
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dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam hal ini H. A. Majid

Jalaluddin salah seorang hakim PA Makassar mengatakan bahwa:

“Salah satu kriteria yang harus dimiliki hakim Peradilan Agama adalah
semangat ijtihad. Hakim dibenarkan untuk berijtihad dan menyimpangi
Undang- undang law in the book atau yurisprudensi (contra legem) dan
beralih pada law in action, ini berdasarkan pada kaedah al-‘A>dah al-
Muh}kkamah. Contoh kasus putusan hak hadanah, hak hadanah adalah
kepentingan anak, ibunya seorang muallaf, dalam perjalanan rumah
tangganya terjadi perceraian, menurut undang-undang ibu yang
seharusnya mengasuh, selama ibu itu mampu menjamin jasmani dan
rohaninya. Berdasarkan ijtihad kolektif/majelis hakim. Hak hadanah
diserahkan pada Ayahnya, karena pertimbangan maslahat, yaitu untuk
menjaga Agama anak tersebut.®

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa penerapan
asas Contra legem dalam putusan hak asuh anak oleh hakim Peradilan Agama
adalah sebuah upaya ijtihad yang dilakukan hakim guna menemukan hukum
dengan mengesampingkan undang-undang tertulis, ketika undang-undang
tersebut dirasa tidak dapat memberi rasa adil bagi pihak yang berperkara atau
undang-undang tersebut tidak dapat memberi mamfaat hukum.

Senada dengan hal tersebut, Yahya Harahap mengemukakan bahwa
hakim Peradilan Agama harus berani menciptakan hukum baru, yang
disesuaikan dengan kesadaran dan perkembangan kebutuhan masyarakat. Di
samping itu, para hakim Peradilan Agama dalam menegakkan hukum dan
keadilan harus berani berperan melakukan contra legem, menyingkirkan pasal

undang-undang jika dianggap oleh hakim itu bertentangan dengan ketertiban,

%8Majid Jalaluddin (63 tahun), Hakim Pengadilan Agama (PA) Kelas IA Makassar,
Wawancara, Makassar, 03 November 2017.
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kepentingan dan kemaslahatan umum tanpa melepaskan diri dari commom
basic idie.%

Dengan demikian, hakim Peradilan Agama dalam menegakkan
keadilan, sehingga mengadili secara kasuistik dan tidak dibenarkan mengikuti
secara mutlak yurisprudensi yang telah ada, sebab pada kenyataannya tidak
ada perkara yang diperiksa persis mirip dengan perkara sebelumnya. Oleh
karena itu, keadaan khusus (particular reason) yang terkandung dalam perkara
yang bersangkutan perlu dikembangkan lagi.

Hal yang sama dikemukakan Arief Musi bahwa hakim Peradilan Agama

dalam memutuskan suatu perkara maka yang harus dilakukan adalah:

“Jika aturan undang-undang itu jelas hukumnya, maka hakim harus
menerapkan aturan Undang-undang tersebut. Sebaliknya, jika aturan
undang-undang masih abu-abu, maka undang-undang tersebut harus
ditafsirkan. Jika perkara yang sedang dihadapi hakim dan tidak
ditemukan hukumnya dalam undang-undang atau peraturan lainnya, maka
hakim tersebut harus membuat hukum yang baru yang sesuai dengan
permasalahan yang dihadapi, karena hakim itu pembuat undang-undang
judge made law.

Arief Musi lebih lanjut menguraikan bahwa:

“Hakim dalam memutus perkara di samping memperhatikan ayat-ayat
juga memperhatikan keadaan yang bersangkutan. Sekian banyak nas}
yang berubah tafsirannya disebabkan karena ah}wa>l atau kondisi
seseorang yang sedang berperkara. Seperti perkara waris ada 3 orang
bersaudara, kalau menurut low in book/normative dapat 1/3, 1/3, 1/3
sama-sama dapat 1/3 semuanya. Lalu kemudian hakim memperhatiakan
ada perbedaan al-ah}wa>l, anak, yang satu istrinya ji naperhatikan,
sementara yang satu lagi sibuk dengan kariernya, yang satunya lagi
sangat memperhatikan sekali orang tuanya. Dalam keadaan seperti ini
hakim memperhatikan ah}wa>I/keadaan ketiga anak tersebut. Akan tetapi
kalau secara law in action, melihat keadaan-keadaan 3 bersaudara itu,
sesuai keadaannya masing-masing”.

%M. Yahya Harahap, Beberapa Masalah Hukum Acara pada Peradilan Agama (Jakarta:

Yayasan al-Hikmah, 1993), h. 64.
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Arief Musi selanjutnya menjelaskan bahwa:

“Konstruksi bangunan hukum warisan adalah al-adalah (keadilan).
Runtutnya seperti ini: Firman Allah Innallaha Ya 'muru bi- al ‘Adli wa al-
Ih}sa>n, hadis nabi Bu‘istu [i Utammimah Maka>rimu al-Ah}la>Kk,
Taraktum Fi>kum amraeni..., hadis Mu‘a>z\ }Ajtahidu bi al-Ra’yi>,
sampai kepada kaedah hukum Tagayyiru al- Ah}ka>m. Ayat ini universal,
karena ini bisa menghapus ayat-ayat juziyya>t. sementara kewarisan itu
juziyya>t. Sekian banyak nas} berubah tafsirannya karena ahwa>l.
Contoh kisah ‘Umar bin Khat}t}a>b, bukan menentang ayat al- Sa>riq
akan tetapi di situ ada perubahan ahwa>l/kondisi, yaitu musim
pacelkik.*

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka ditemukan keterangan bahwa
perubahan hukum disebabkan oleh adanya perbedaan ah}wa>Il/kondisi
seseorang, seperti dalam perkara waris tiga bersaudara di atas. Menurut low in
book/hukum normatif maka masing-masing mereka akan mendapatkan bagian
warisan yang sama. Hakim dalam persidangan mempelajari sifat dan karakter
terhadap tiga bersaudara tersebut dan ditemukan bahwa ada perbedaan
ah}wa>Il/kondisi dari ketiganya. Anak pertama sibuk dengan urusan
keluarganya, anak kedua sibuk dengan kariernya dan anak ketiga inilah yang
mengurus orang tuanya. ah}wa>l /Kondisi yang demikian menjadi
pertimbangan hakim dan acuan dasar dalam memutuskan atau menetapkan
hukum. Dengan demikian, pembagian harta warisan dalam perkara ini menurut
Arief Musi diberikan jatah yang lebih besar kepada anak yang lebih banyak
meluangkan waktu untuk mengurus kedua orang tuanya bila dibandingkan
dengan kondisi kedua saudaranya yang masing-masing sibuk dengan urusan
pribadinya.

Lebih lanjut Arief Musi mengatakan bahwa:

Oprief Musi ( 65 tahun), Hakim Pengadilan Agama (PA) Kelas IA Makassar,
Wawancara, Makassar, 03 November 2017.
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“Hakim dalam memutus perkara berpedoman kepada hadis Mu‘a>z\ bin
Jabal ketika Rasulullah saw. bertanya kepadanya bagaimana anda
memutus pekara? Mu‘a>z\ bin Jabal menjawab ... Ajtahidu bi ra’yi>.
Ijtihad yang dimaksud disini adalah istifra>gu fi> naili ah}ka>mi al-
syar ‘iyyah atau baslu al- juhdi. *

Berdasarkan hasil wawancara di atas ditemukan keterangan bahwa
hakim Peradilan Agama dalam memutuskan suatu perkara maka tindakan yang
harus dilakukan adalah merujuk pada undang-undang yang berlaku. Jika
aturan undang-undang tersebut kurang jelas atau tidak sesuai lagi dengan
situasi dan kondisi masyarakat, maka aturan undang-undang tersebut harus
ditafsirkan. Ataukah jika perkara yang sedang dihadapi hakim, ternyata tidak
ditemukan dalam aturan undang-undang yang berlaku, maka hakim yang
bersangkutan harus berijtihad untuk menemukan atau membuat hukum yang
baru yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

Keputusan hukum yang dilakukan oleh hakim Arief Musi seperti
tersebut di atas, dalam kaitannya dengan pembagian warisan 3 orang
bersaudara, pada dasarnya sudah melakukan ijtihad/penemuan hukum. Hakim
terlebih dahulu mempelajari keadaan/kondisi tiga orang bersaudara tersebut.
Secara hukum normatif/tekstual tiga orang bersaudara mendapatkan bagian
warisan secara merata, akan tetapi karena sesuatu hal yang menurut
pengamatan hakim, keputusan secara tekstual kurang mencerminkam keadilan.
Oleh karena itu, diputuskanlah pembagian warisan yang bisa mencerminkan

keadilan yaitu memberikan bagian yang lebih banyak kepada anak yang lebih

HArif Musi (65 tahun), Hakim Pengadilan Agama (PA) Kelas IA Makassar,
Wawancara, Makassar, 03 November 2017.
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banyak meluangkan waktu untuk mengurus kedua orang tuanya dibanding dua
orang anak yang hanya sibuk mengurus keluarganya masing-masing.

ljtihad yang dilakukan Arief Musi dalam hal ini adalah mengkonstruksi
bangunan hukum warisan. Menurutnya, konstruksi bangunan hukum warisan
dengan berdasarkan kepada: Pertama, adalah ayat tentang al-‘ada>lah

(keadilan) secara universal, berdasarkan firman Allah swt. Qs. al-Nahl/16: 90.
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Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran
kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.*?

Kedua adalah Hadis Rasul saw.

ol g adle A e 4 O3) O 06 Ae W Laa) 35008 ool be

4

% (el $133) BIAYT 5 l%e Y Ehad )

Artinya:

(13

Sesungguhnya Aku diutus Tuhan untuk menyempurnakan
kemuliaan akhlak” (HR al-Baihaqi>)

42 Kementerian Agama RI, Al- Qur’an Terjemah dan Tajwid, (Cet. |; Bandung: Sygma
Examedia, 2014), h. 377.

43 Abu> Bakar Ah}mad al-Baiha>gi>, Sunan al-Baiha>gi> al-Kubra>, dalam bab Baya>nu
al-Maka>rim al-Ah}la>q, Juz. 10 [CD ROMM, Maktabah Syamilah], h. 191.
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Ketiga, hadis Rasulullah saw.

b E&5 O Al asle D e d Ok &) 450 451 el B ¥
#(dlla ol ) 425 A5 AN QS Lags }33.1@3 ) glad 3 305

—_—

Artinya:
“... Aku telah tinggalkan pada kalian dua perkara. Kamu tidak akan sesat
selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul-
Nya”.
Keempat, hadis Rasulullah saw. ketika akan mengirim Mu‘a>z\ bin
Jabal ke Yaman sebagai hakim
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Artinya:
“...Saya akan berijtihad dan saya tidak akan menyimpang dari padanya...”
Kelima, kaedah hukum yang berbunyi:
ssila 3N aahy AN 135 A%

Artinya: “Tidak dapat dipungkiri bahwa hukum berubah karena perubahan

zaman”.

Menurut Arief Musi, ayat dan hadis-hadis Rasul saw. di atas adalah

nas}-nas} yang universal. Oleh karena itu, nas}-nas} yang universal bisa

4Ma>lik bin Anas, Al-Muwat}t}a Ma=>lik, dalam bab al-Nahyu an al-Qauli bi al-Qadri, Juz.5
[CD ROMM, Maktabah Syamilah], h. 371.

4Abu> Da>ud, Sunan Abi> Da>ud dalam bab ljtiha>du al-Ra’yi Fi> al-Qa>da>i, Juz.
9[CD. ROOM, Maktabah Syamilah], h. 489.

%Abdul ‘Azi>z Muhammad ‘Aza>m, Al-Qawa>‘idu al-Fighiyyah, h. 198. Lihat juga

Muhammad al- Zarga, Syarah Al-Qawa> ‘id al- Fighiyyah (Damaskus: Da>r al- Qalam, 1989), h.227.
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menghapus ayat-ayat juz'iyya>t. Sementara kewarisan itu juziyya>t dan al-
‘ada>lah/kKeadilan adalah universal.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
sesungguhnya hakim di Peradilan Agama sudah melaksanakan ijtihad, baik
dengan menerapkan metode intrepertasi/penafsiran hukum maupun dengan
metode konstruksi hukum, sebagaimana yang dijelaskan dalam metode
penemuan hukum, seperti juga halnya yang dikemukakan oleh Yahya Harahap
bahwa hakim Peradilan Agama harus berani menciptakan hukum baru, yang
disesuaikan dengan kesadaran dan perkembangan kebutuhan masyarakat. Di
samping itu, para hakim Peradilan Agama dalam menegakkan hukum dan
keadilan adalah berani berperan melakukan contra legem, jika dianggap oleh
hakim undang-undang atau aturan yang ada itu bertentangan dengan ketertiban,
kepentingan dan kemaslahatan umum tanpa melepaskan diri dari commom
basic idie.

Tujuan peradilan adalah menegakkan keadilan dan kebenaran, bukan
menegakkan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Hakim tidak
hanya berperan sebagai “mulut” undang-undang atau sebagai barang yang tidak
bernyawa (antre aneisme). Akan tetapi para hakimlah yang akan memberi
nyawa dan roh kesegaran dan ketegaran pada peraturan perundang-undangan.*’
Sehubungan dengan hal ini, maka peran hakim dalam menegakkan hukum dan
keadilan adalah menafsirkan undang-undang secara aktual dengan tetap

beranjak dari landasan cita-cita bangsa yang bersifat umum yang terdapat

47Khamimuddin, Kekuasaan Menafsir, Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, Edisi No. 74
(Jakarta Pusat: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2011), h. 163.
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dalam falsafah bangsa, yaitu pancasila dan tujuan peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan. Dengan demikian, para hakim tidak reaktif
terhadap pembaruan dan perkembangan tata kemaslahatan masyarakat.

Hal tersebut sudah dicontohkan oleh para sahabat Rasul saw.,
sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Rasul saw. Mu‘a>z\ bin Jabal ketika
Rasulullah saw. hendak mengutusnya ke Yaman dan bertanya kepada Mu‘a>z\
bagaimana anda memutus suatu pekara jika diperhadapkan kepadamu suatu
permasalahan hukum. maka Mu‘a>z\ bin Jabal menjawab saya akan
memutuskan dengan terlebih dahulu merujuk kepada al-Qur’an, dan jika saya
tidak mendaptkan persoalan tersebut dalam al-Qur’an maka saya akan
memutuskan berdasarkan hadis Rasul saw. dan jika hal tersebut juga tidak saya
temukan dalam hadis Rasulullah, maka saya akan berijtihad dan mengarahkan
segala kemampuan dan kesanggupan saya untuk menyelesaikan hukumnya.
Berikut percakapan Rasulullah saw. dengan sahabat Mu‘a>z\ bin Jabal direkam
dalam hadis Rasulullah saw. di bawah ini.
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48Abdul Manan, Etika Hakim dalam Penyelenggara Peradilan; suatu Kajian dalam Sistem

Peradialn Islam (Cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 184.
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Artinya:

“...Bagaimana engkau Mu‘a>z\ mengambil suatu keputusan hukum
terhadap suatu persolan hukum yang diajukan kepadamu? Jawab
Mu‘a>z\ “Saya akan mengambil suatu keputusan hukum berdasarkan
kitab Allah. “Kalau kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah?
“Saya akan ~mengambil Kkeputusan berdasarkan atas Sunnah
Rasul.”Selanjutnya nabi bertanya, Jika engkau tidak menemukannya
dalam al -Sunnah? Jawab Mu‘a>z\ “Saya akan berijtihad dan saya tidak
akan menyimpang dari padanya. “Lalu Rasulullah saw. menepuk dada
Mu‘a>z\ seraya mengatakan. “Segala puji bagi Allah yang telah memberi
taufig utusan Rasul-Nya pada sesuatu yang diridhoi oleh Allah dan
Rasul-Nya”(HR Abu Daud).

Berdasarkan hadis di atas, telah jelas bahwa seorang hakim atau seorang
mufti jika menemukan suatu permasalahan hukum maka langkah awal yang
harus dilakukan adalah mencari terlebih dahulu dalam al-Qur’an, selanjutnya
jika tidak ditemukan dalam sumber yang pertama, maka selanjutnya
mencarinya kepada sumber yang kedua yaitu hadis-hadis Rasulullah saw.
Kemudian, jika tidak ditemukan dalam kedua sumber utama tersebut maka
seorang hakim atau mufti melakukan ijtihad/penemuan hukum lewat metode-
metode istimbat hukum Islam, baik lewat pendekatan
lafz}iyah/kebahasaan/tekstual maupun lewat pendekatan
ma ‘nawiyah/kontekstual seperti giya>s, istih}sa>n, mas}lah}ah mursalah,
ististha>b, saddu al- z|ariah, dan al- ‘urf.

Berdasarkan keterangan wawancara di atas bahwa hakim Peradilan

Agama dalam memutuskan suatu perkara yang dihadapinya, hakim akan

4SAbu> Da>ud, Sunan Abi> Da>ud dalam bab ljtiha>du al-Ra’yi Fi> al-Qa>d}a>i, Juz.
9[CD. ROOM, Maktabah Syamilah], h. 489.
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bertindak sebagai berikut: Pertama; dalam kasus yang hukumnya atau
Undang-undangnya (yakni hukum yang dicantumkan dalam keputusan resmi
secara tertulis yang sifatnya mengikat umum) sudah jelas, hakim tinggal
menerapkan hukum yang tertera dalam Undang-undang tersebut. Dalam hal
ini, al-Qur’an dan al-hadis mempunyai urutan pertama dan kedua dalam
sumber perundang-undangan hukum di Peradilan Agama.

Kedua; dalam kasus di mana hukumnya tidak jelas maka hakim akan
menafsirkan hukum atau Undang-undang melalui metode penafsiran hukum
sebagaimana yang dijelaskan terdahulu, vyaitu: Interpretasi gramatikal
(lafz}iyah), interpretasi sistematis atau logis (munasabah) yakni
menghubungkan maksud suatu aturan dengan aturan yang lain sebagai sebuah
sistem hukum dengan asumsi bahwa hukum merupakan sebuah sistem yang
terpadu sehingga tidak saling bertentangan satu sama lain, Interpretasi historis
(asba>bu al-nuzu>l/asba>bu al-wuru>d) yakni dengan melihat latar
belakang (sejarah) dibentuknya suatu peraturan secara kontekstual. Dengan
melihat latar belakang teks hukum, maka dapat diketahui maksud dari
ketentuan hukum yang terkandung dalam teks, interpretasi teleologis atau
sosiologis (maga>s}id al-syari>ah) yakni dengan melihat tujuan dibentuknya
peraturan hukum dengan asumsi bahwa hukum merupakan alat rekayasa sosial
atau pembangunan masyarakat. Hal ini tidak lepas dari politik hukum ketika
peraturan hukum itu dibuat, interpretasi komparatif (muga>ranah) yakni
membandingkan satu aturan hukum dengan aturan hukum yang lain untuk
ditemukan mana yang terbaik (istihsan), Interpretasi antisipatif/futuristis,
Interpretasi restriktif (qa>s}irah): yakni dengan meberikan arti yang sempit
(terbatas) terhadap suatu kalimat dalam teks hukum untuk memelihara esensi

dari suatu peraturan hukum, interpretasi ekstensif (muta’addi): yakni dengan
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memberikan arti yang luas dari suatu kalimat dalam teks hukum.
Interpretasi/penafsiran hukum yang dimaksud di sini adalah  metode
penemuan hukum (rechsvinding) yang peraturannya ada tetapi tidak jelas
untuk diterapkan pada peristiwanya.

Ketiga; dalam kasus yang belum ada undang-undang/hukum tertulis
yang mengaturnya, maka hakim harus menemukan hukumnya (rechsvinding)
dengan menggunakan metode konstruksi. Karena pada perinsipnya, hakim tidak
boleh menolak perkara untuk diselesaikan dengan dalih hukumnya tidak ada atau
belum mengaturnya (asas ius curia novit). Hakim harus terus menggali dan
mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini
berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menjelaskan
bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum
yang hidup dalam masyarakat.

Untuk mengisi kekosongan hukum (rechts vacuum), hakim harus melakukan
konstruksi hukum yang terdiri dari beberapa metode yaitu: Metode argumentum per
analogium (analogi/kiyas) yakni pengembangan hukum melalui illat (alasan)
hukum karena ada persamaan ilat maka ada persamaan hukum, Interpretasi
argumentum a contrario (mafhu>m mukha>lafah) yakni menafsirkan hukum
dengan mengambil makna yang sebaliknya secara kontradiktif, Interpretasi
penyempitan (penghalusan) hukum (rechtsverfijning) yakni penafsiran hukum
dengan menyempitkan makna teks untuk memelihara illat (alasan) hukum.

Dasar hukum penemuan hukum (rechtsvinding) hakim dalam hukum
Islam salah satu di antaranya adalah: Hadis Mu‘a>z\ bin Jabal ketika diutus

untuk menjadi Gubernur sekaligus Hakim di Yaman, Rasulullah terlebih
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dahulu memberikan Fit and proper test kepada Mu‘a>z\ bin Jabal, sebelum

berangkat menjalankan tugas sebagaimana hadis yang telah dipaparkan di atas.

Di zaman Sahabatpun banyak muncul masalah baru yang belum pernah
terjadi pada zaman Rasulullah. Dalam menyelesaikan masalah baru tersebut
para sahabat banyak mempergunakan penemuan hukum dengan berijtihad.
Salah satu contohnya adalah pengodifikasian al-Qur’an oleh Abu> Bakar al-
S}iddi>q, begitu juga Umar bin Khat}t}a>b yang tidak memberi zakat kepada
muallaf. Hal ini menandakan bahwa dalam hukum Islam, penemuan
hukum/istimbat hukum Islam terbuka lebar melalui jalan ijitihad.

Salah satu fungsi dan peran hakim Peradilan Agama adalah sebagai
penegak hukum. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan berkewajiban
mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
Tugas tersebut dibebankan kepada hakim Peradilan Agama agar dapat
memutuskan perkara yang diajukan kepadanya dengan adil dan benar.
Rasulullah saw. dalam kaitan ini mengklafikasikan tiga golongan hakim,
yaitu: satu golongan yang dimasukkan ke dalam surga, dua golongan
dimasukkan ke dalam neraka. Hakim yang memegang kebenaran itulah yang
dimaksudkan ke dalam surga, hakim yang mengetahui kebenaran tapi berlaku
curang dalam memberikan keputusan hukum terhadap suatu perkara, atau
hakim bodoh yang memutuskan permaslahan hukum tanpa ilmu, itulah yang
dimasukkan ke dalam neraka. Sebagaimana hadis Rasulullah saw. di bawah
ini:

DX ST T S S E R E R KR AN [ WEQIOVIR VEC R S KEY
& als A5 Badl) 06 alis asle A0 e L Ge 4wl Ge
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Artinya:
“... Bahwa Rasul saw. pernah bersabda hakim-hakim itu terbagi menjadi
tiga golongan, satu golongan masuk surga dan dua golongan masuk
neraka. Yang masuk surga itu adalah hakim yang mengetahui kebenaran
dan menjatuhkan hukuman dengan adil. Yang satu golongan adalah hakim
yang mengetahui kebenaran tapi menyeleweng dengan sengaja dari
kebenaran itu, maka ia masuk neraka. Dan satu golongan adalah hakim

yang memutus perkara dengan kebodohannya (tanpa ilmu), maka mereka
pun masuk ke dalam neraka. (HR. Abu> Da>ud).

Pengatahuan yang bisa dipetik dari hadis di atas bahwa hakim (ga>di)
dibagi menjadi tiga golongan yaitu: pertama hakim yang mengerti kebenaran
yang diajarkan oleh syariat Islam dan memutuskan sesui dengan pengatahuan
dan kebenaran tersebut, maka hakim tersebut akan selamat dan masuk surga.
Kedua hakim yang telah memenuhi kriteria sebagai hakim, akan tetapi tidak
mengaplikasikannya dalam sebuah keputusan yang dia hadapi, maka golongan
ini termasuk hakim yang tidak ideal dan masuk neraka. Ketiga hakim yang
tidak memenuhi kriteria sebagai hakim dan tidak mengetahui kebenaran Islam
dan dia memutuskan suatu perkara berdasarkan kebodohan tersebut, maka
hakim ini masuk ke dalam neraka.

Disisi lain hadis Rasulullah saw. yang memberikan spirit dan motivasi
bagi seorang hakim untuk selalu berijtihad dalam mencari dan menemukan

suatu kebenara hukum, sebagaimana sabdanya di bawah ini:

%0Abu> Da>ud, Sunan Abi> Da>ud dalam bab Fi> al-Qa>di Yakht}au, Juz. 9[CD. ROOM,
Maktabah Syamilah], h. 463.
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Artinya:

“Apabia seorang hakim dalam memutuskan putusan dengan cara
berijtihad, dan ijtihadnya itu benar, maka baginya dua pahala, dan
apabila ia berijtihad kemudian ijtihadnya itu salah, maka ia dapat satu
pahala. (HR. Bukhari dan Muslim).”

Berdasarkan hadis ini dapat dipahami bahwa apabila seorang hakim
berijtihad dan hasil ijtihadnya itu sesuai dengan kebenaran maka dia akan
mendapatkan imbalan di sisi Allah dua pahala yaitu pahala ijtihad dan pahala
karena benar yang ia putuskan. Apabila seorang hakim telah berijtihad,
ternyata ijtihadnya keliru maka pahalanya satu yaitu pahala dari ijtihadnya
dalam menemukan kebenaran hukum. Hadis ini sekaligus juga memberi
motivasi kepada para praktisi hukum untuk sedapat mungkin melakukan ijtihad

seiring dengan dinamika dan perkembangan hukum dalam masyarakat.

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat ditegaskan bahwa jika suatu
permasalahan hukum yang timbul dan ternyata belum ada pengaturan dalam
fikih terhadap suatu kasus yang sedang diperhadapkan kepada hakim/mufti dan
juga tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan negara Indonesia,
maka hakim harus melaksanakan ijtihad/penemuan hukum untuk menetapkan

atau memutuskan suatu hukum. hal ini berdasarkan pada Undang-undang No. 4

*lImam Bukha>ri>, S}ah}i>h} Bukha>ri> dalam bab Ajru al-H}a>kimu is|a> ljtahada fa
As}a>ba au Akht}au, Juz.22, h.335. lihat juga S}ah}i>h} Muslim, dalam bab Baya>nu Ajru al-

H}a>kimu is|a> ljtahada fa As}a>ba au Akht}au, Juz. 9 [CD. ROOM, Maktabah Syamilah], h. 114.
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Tahun 2005 yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk
memutus dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih
bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan
mengadilinya. Selain dari itu, Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam (KHI)
menekankan bahwa hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara wajib
memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka seorang hakim Peradilan
Agama dapat berijtihad dengan sempurna apabila: memiliki pengetahuan yang
luas dalam bidang ilmu hukum dan ilmu sosial lainnya; harus menegetahui
dengan baik al-Qur’an, hadis, dan berbagai macam metode ijtihad baik dengan
pendekatan lafsilyah maupun dengan pendekatan ma’nawiyah seperti ijmak,
giya>s, istih}sa>n, mas}lah}ah} mursalah}, ististha>b, sad al-sariah dan al-
urf.; mengetahui bahasa Arab dan tata aturan ijtihad yang telah ditetapkan oleh
ulama; mengetahui putusan yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan
lain yang ada kaitannnya dengan pelaksanaan hukum di Indonesia.

Oleh sebab itu, hakim Peradilan Agama dalam menciptakan hukum-
hukum baru tidak boleh lepas dari ijtihad sebagaimana yang telah ditentukan
oleh hukum syara’, sehingga putusan-putusan yang ditetapkan mempunyai
bobot keadilan yang dapat diandalkan dan dipertanggung jawabkan. Putusan
yang ditetapkan oleh hakim Peradilan Agama dapat menentukan isi hukum
yang hidup di Indonesia yang sesuai dengan falsafah pancasila dan tetap
bermuara pada al-Qur’an dan hadis.

Berdasarkan pemaparan di atas, ditemukakan keterkaitan pemikiran

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah yang mencanangkan penggunaan akal
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semaksimal mungkin dalam berijtihad. Menurutnya, ijtihad selalu berkembang
seiring dinamika perubahan zaman. Hukum harus relevan dengan situasi dan
kondisi di berbagai tempat dan masa. Ibnu al-Qayyim memberikan spirit untuk
memarakkan aktifitas berijtihad, karena perubahan situasi dan kondisi
memerlukan pemikiran yang jeli dan mendalam dalam memproduk hukum
yang relevan. Oleh Karena itu, Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah dikenal sebagai
orang pertama yang merumuskan kaidah fikih yang menyatakan bahwa:
“Perubahan dan perbedaan fatwa berdasarkan perubahan waktu, tempat,
kondisi dan niat serta adat.” Kaidah ini mengandung pengertian yang luas
dalam berbagai aspek fikih, karena syari'at Islam senantiasa mengacu pada
kemaslahatan manusia, sedang kemaslahatan manusia sangat terkait erat
dengan kondisi tempat, zaman, serta serta lingkungan yang mengitarinya.
Demikian pula keterangan di atas menunjukkan adanya keterkaitan yang erat
antara teori hukum Ilbnu al-Qayyim al-Jauziyyah yang menyatakan bahwa:
“Perubahan dan perbedaan fatwa berdasarkan perubahan waktu, tempat, kondisi dan
niat serta adat” dengan metode penemuan hukum oleh hakim di lingkungan Peradilan
Agama Wilayah Sulawesi Selatan sebagaimana yang dipaparkan di atas. Dengan
demikian, teori penemuan hukum Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah sangat urgent
diaplikasikan dalam setiap putusan hakim manakala peraturan-peraturan atau undang-
undang yang ada kurang merespon keadilan dan kemaslahatan serta kemanfatan

hukum bagi pencari keadilan.
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BAB IV
KONTEKSTUALISASI PEMIKIRAN IBNUL QAYYIM TENTANG
PERUBAHAN HUKUM DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

A. Analisis Penetapan Hakim Tentang Dispensasi Kawin

1. Analisis Penetapan Hakim dalam Mengabulkan Perkara Dispensasi

Kawin terhadap Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2017/PA Sidrap.

Perkara permohonan dispensasi kawin Nomor 21/Pdt.P/2017/PA Sidrap,
pada intinya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama:
SM binti A. tempat dan tanggal lahir di P..., 9 Juli 2003, umur 13 tahun 6 bulan,
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, alamat di... Kabupaten
Sidenreng Rappang, dengan calon suami bernama: M.H bin L, umur 30 tahun,
agama lIslam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, status duda satu orang anak,

beralamat di Desa Belawa...Kab Wajo.

Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang
berlaku telah terpenuhi kecuali anak Pemohon belum mencapai umur 16 (enam
belas) tahun; Bahwa Pemohon telah mendaptarkan rencana pernikahan anak
Pemohon dengan M.H bin L pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. W. S Kab.
Sidenrenng Rappang akan tetapi pihak KUA menolak untuk melaksanakan dengan
alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam surat
penolakan Nomor: 27/KUA.21.16.11/PW.01/02/2017, tanggal 9 Pebruari 2017;

Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 6 bulan menjalin cinta dengan

calon suaminya bernama M.H bin L; Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan

suaminya yang bernama M.H bin L, sangat mendesak untuk segera dilaksanakan
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mengingat pihak orang tua M.H bin L sudah datang melamar ke Pemohon dan

lamarannya tersebut diterima dan rencana pelaksanaan setelah ada penetapan dari

Pengadilan Agama;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara

ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai

berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama SM binti
A untuk menikah dengan M.H bin L;

Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kec. W.S,
Kab. Sidenreng Rappang untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Berdasarkan beberapa pertimbangan dan fakta hukum, maka permohonan

Pemohon patut dikabulkan dan menetapkan bahwa:

Mengabulkan permohonan Pemohon

Memberikan dispensasi kawain kepada anak Pemohon SM binti A untuk
menikah dengan MH bin L.

Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kec. WS
Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk melangsungkan, mencatat dan
mengawasi pernikahan anak Pemohon tersebut.

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Pengabulan permohonan dispensasi kawin sebagaiamana tersebut di atas,

pada dasaraanaya pihak Mejelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang
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telah berupaya untuk mengambil langkah-langkah positif dengan berusaha
menasehati dan memberikan saran kepada Pemohon (orang tua), yang
didengarkan pula oleh anak Pemohon agar menunggu sampai anaknya tersebut
genap berumur 16 tahun, akan tetapi Pemohon maupun anaknya tidak sabar
menunggu, sabab anak Pemohon sudah saling kenal dan saling mencintai dengan
calon mempelai pria, sehingga Pemohon khawatir anaknya akan terjerumus dalam
hal-hal yang dilarang oleh syariat agama (zina), sebagaimana alsan-alasan tersebut
di atas.

Sebelum menganalisa pertimbangan-pertimbangan hukum hakim dalam
masalah pengabulan permohonan dispensasi kawin ini, terlebih dahulu akan
dipaparkan masalah ketentuan pernikahan yang telah diatur oleh Allah swt.
Masalah perkawinan dalam hukum Islam sudah diatur sedemikian rupa, berikut ini
akan dikemukakan mengenai rukun dan syarat perkawinan, serta larangan-
larangan dalam perkawinan.

a. Rukun dan syarat perkawinan.

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas: Calon
mempelai pengantin pria, calon mempelai pengantin wanita, wali dari pihak calon
pengantin wanita, adanya dua orang saksi dan ijab kabul. Secara rinci, masing-
masing rukun di atas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:

1) Syarat-syarat calon mempelai pengantin pria.
Syari’at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon
pengantin pria berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu: calon suami beragama
Islam, terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki, orangnya

diketahui dan tertentu. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan
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calon istri. calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu
betul calon istrinya halal baginya, calon suami rela ( tidak dipaksa ) untuk
melakukan perkawinan itu, tidak sedang melakukan ihram, tidak mempunyai
istri yang haram dimadu dengan calon istri dan tidak sedang mempunyai istri
empat.

2) Syarat-syarat calon mempelai wanita: Beragama Islam atau ahli kitab, terang
bahwa ia wanita bukan khuntsa (banci), wanita itu tentu orangnya, halal bagi
calon suami, wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam
‘iddah, tidak dipaksa/ikhtiyar dan tidak dalam keadaan ihram haji atau
umrah.

3) Syarat-syarat wali: Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai
wanita atau wakilnya dengan calon mempelai pria atau wakilnya.Wali
hendaklah seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal dan adil (tidak fasik).

4) Syarat-syarat saksi: Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang
laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti

(paham) akan maksud akad nikah.

5) Syarat-syarat ljab Kabul: Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan
Kabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau
perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat
tangan atau kepala yang bisa dipahami. ljab dilakukan oleh pihak wali
mempelai perempuan atau walinya, sedangkan kabul dilakukan oleh
mempelai laki-laki atau wakilnya.

b. Larangan-larangan dalam perkawinan
Al-Qur’an sangat ketat dan jelas merinci siapa-siapa yang tidak boleh dinikahi. Akan tetapi, berdasarkan

beberapa ayat al-Qur’an, orang-orang yang tidak boleh dinikahi setidaknya disebabkan oleh beberapa hal. Ulama fikih
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mengklasifikasi sebab-sebab pengharaman orang tidak boleh dinikahi ke dalam dua sebab, yaitu; sebab yang bersifat
abadi atau selamanya (al-muharrama>t al-muabbadah), dan sebab yang bersifat sementara (al-muharrama>t al-
muagqatah).Berikut akan dirinci lebih jelas, yang termasuk dalam kategori haram bersifat abadi atau selamanya (al-

muharrama>t al-muabbadah), yaitu;

1) Larangan kawin Kkarena pertalian nasab: Larangan kawin tersebut

didasarkan pada firman Allah dalam Q.S al-Nisa>i’/4: 23.
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Terjemahnya:

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anakmu yang
perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu
yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak
perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan
dari saudara-saudaramu yang perempuan....”?

Berdasarkan ayat tersebut dipahami bahwa yang termasuk tidak boleh dinikahi karena sebab kekeluargaan ada
tujuh golongan, yaitu; ibu ke atas,? anak ke bawah,* saudara perempuan,® tante baik dari bapak maupun ibu, ¢ serta anak

saudara (keponakan) baik dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan.

Lihat Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Isla>mi> wa Adillatuh, Jil. IX (Cet. IV; Beiru>t: Da>r
al-Fikr, t.th.), h. 118-170., dan Sayyid Sa>big, Figh al-Sunnah, Jil. Il (t.tp.: Da>r al-Saga>fah al-
Isla>miyyah, t.th.), h. 70-94.

2Kementerian Agama RI, Al- Qur’an Terjemah dan Tajwid, h. 81.

®Yang dimaksud dengan ibu keatas adalah ibu, nenek dan seterusnya. Kata al-umm dalam
bahasa Arab dipahami sebagai asal sehingga semua yang menjadi asal laki-laki (dalam hal ini ibu,
nenek dan seterusnya) termasuk haram dinikahi.

“Yang dimaksud anak kebawah adalah anak, anaknya anak (cucu) dan seterusnya. Karena

mereka merupakan keturunan seorang laki-laki (ayah) sehingga mereka haram dinikahi oleh orang
tuanya.
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Alasan atau ‘illah pengharaman ini tidak diketahui secara pasti, namun di
antara ulama ada yang mencoba mengkajinya lebih jauh. Dengan demikian, ada
yang berpandangan bahwa pelarangan menikahi seorang wanita karena sebab
kekeluargaan dilatarbelakangi oleh dampak yang dapat ditimbulkan dari hubungan
tersebut, yaitu dapat melahirkan anak cucu yang lemah jasmani dan ruhani. Itulah
sebabnya ‘Umar ibn al-Khat}t}a>b sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sa>biq
mengingatkan untuk menikahi wanita asing (yang bukan keluarga) agar anak yang
lahir dari hubungan tersebut tidak kurus dan lemah.” Quraish Shihab
menambahkan bahwa ketujuh golongan yang disebutkan itu kesemuanya harus
dilindungi dari rasa birahi, ia pun menegaskan bahwa ada ulama yang
berpandangan larangan pernikahan antara kerabat sebagai upaya al-Qur’an
memperluas hubungan antar keluarga lain dalam rangka mengukuhkan satu

masyarakat.®

2) Larangan kawin karena hubungan sesusuan.
Larangan kawin karena hubungan sesusuan didasarkan pada lanjutan QS

al-Nisa>1’/4: 23 di atas:

STermasuk saudara perempuan adalah saudara kandung (sebapak seibu), atau saudara
perempuan sebapak saja atau seibu saja.

®Bibi yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau seibu dan
seterusnya keatas.

"Sayyid Sa>big, Figh al-Sunnah, Jil. II, h. 86. Ini sejalan dengan hadis nabi yang dikutip oleh
al-Sy‘ara>wi> dalam kitab tafsirnya; Ll @lsy alsll (6 4y 8l 4 8l ) =<5 Y “Jangan nikahi keluarga
dekat karena anak yang lahir dari hubungan tersebut akan menjadi kurus (lemah).” Lihat Mutawalli>
al-Sy‘ara>wi>, Tafsir al-Sy ‘ara>wi>, Jil. IV, (al-Qa>hirah: Da>r al-‘Ulu>m, t.th.), h. 81.

8M. Quraish Shihab, Wawasan al-Quran, Qur’an Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan
Umat (Cet. XII; Bandung: Mizan, 2001), h. 195.
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Terjemahnya:

(Diharamkan atas kamu mengawini) ibu-ibumu yang menyusukan kamu, dan
saudara-saudara perempuan sepersusuan”.®

Ayat tersebut menegaskan bahwa faktor sesusuan (rad}ta>’ah) menjadi
salah satu sebab seseorang haram dinikahi. Ayat tersebut menggunakan kalimat
ummaha>tukum (ibu-ibumu) dan ahkwa>tukum (saudara-saudaramu). Penegasan
kalimat tersebut dilakukan oleh Allah untuk menunjukkan hikmah pelarangan
menikahi seseorang karena faktor sesusuan (rad}a>’ah). Hal ini mengisyaratkan
bahwa ibu yang menyusui berkedudukan sama dengan ibu kandung. Demikian
juga halnya saudara sesusuan sama dengan saudara kandung.® Hal ini disebabkan
oleh karena seorang wanita bila menyusui bayi, maka air susunya itu akan menjadi
makanan dan penguat bagi si bayi, selain itu air susu dari wanita susuannya akan
mengalir di tubuh bayi tersebut dan berdampak pada pertumbuhannya.!! Dengan
demikian, implikasi hukum dari ayat tersebut menyebabkan semua kerabat ibu
menyusui menjadi kerabat anak susuannya. Ibu yang menyusui menjadi ibu bagi
anak yang menyusui, anak ibu menyusui menjadi saudara anak yang menyusu,

suami ibu yang menyusui menjadi ayah bagi anak yang menyusu.? Dengan kata

°Kementerian Agama RI, Al- Qur’an Terjemah dan Tajwid, h. 81.

1OM. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, vol. 2 (Cet.
I11; Ciputat: Lentera Hati, 2010), h. 473.

\Wahbah al-Zuhaili>, al-Figh al-Sya>fi’i> al-Muyassar, terj. Muhammad Afifi dan Abdul
Hafiz, Fiqih Imam Syafi’i (Cet.I; Jakarta: Almahira, 2010), h. 27.

2 Lihat Yu>suf al-Qard}a>wi>, Fata>wa Mu ‘a>s}irah, Juz. Il (al-Qa>hirah: Da>r al-Qalam,
2003), h. 317.
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lain, semua kerabat ibu yang menyusui haram dinikahi oleh anak susuannya sebab
mereka telah menjadi kerabatnya. Hal ini terdapat dalam hadis saw.
8530 ey el A e 0 0 06 058 Lle ot BB 55 (e
13(151.“33\ a\jJ) ja'ﬁ)l\ Oy gsj&; A tt.aa‘)n O
Artinya:

“...Apa yang haram karena kelahiran (nasab) ia pun haram karena susuan”
(HR al-Nasa>’i>).

Ketika menyebutkan pelarangan menikah karena sesusuan, al-Qur’an
tidak menjelaskan secara detail seluk beluk pelarangan tersebut, sehingga
menyebabkan munculnya keragaman pendapat ulama mengenai ukuran air susu

yang diminum, batas usia yang menyusu, serta cara menyusu.

3) Wanita yang haram dinikahi karena hubungan mushaharah (pertalian kerabat

semenda). Keharaman ini disebutkan dalam lanjutan QS al-Nisa>i’/4: 23.

O 83 G L5 02 o8 5584 B () 8055 s i
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Terjemahnya:

“....(dan diharamkan) ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang
dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu
belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak
berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak
kandungmu....”*

Jika diperinci adalah sebagai berikut: Mertua perempuan, nenek

perempuan, istri-istri dan seterusnya keatas baik garis ibu atau ayah; Anak tiri,

BAbu> ‘Abd al-Rahma>n Ah}mad Ibn Syu‘aib al-Nasa>’i>. Sunan al-Nasa>i>, Juz. Ill (al-
Qa>hirah: Da>r al-Hadi>s|, 1999), h. 418.

14Kementerian Agama RI, Al- Qur’an Terjemah dan Tajwid, h. 81.
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dengan syarat kalau telah terjadi hubungan kelamin antara suami dengan ibu anak
tersebut; Menantu, yakni istri anak, istri cucu dan seterusnya ke bawah; lbu tiri,
yakni bekas istri ayah, untuk ini tidak disyaratkan adanya hubungan seksual antara
ibu dan ayah.

Pelarangan menikahi mereka, sebagai upaya mencegah timbulnya
perselisihan atau perceraian seperti yang dapat terjadi pada pasangan suami isteri,
apalagi status mereka sama dengan status keluarga karena faktor nasab, sehingga
kesemuanya itu harus dilindungi dari rasa birahi.*® Hal ini menunjukkan perhatian
agama (al-Qur’an) yang begitu besar kaitannya dengan kehidupan rumah tangga

sekaligus menjaga nilai-nilai kekerabatan itu.

Adapun yang termasuk kategori Al-Muharramat al-Muagqatah (sebab

yang bersifat sementara) adalah:

1) Wanita yang haram dinikahi tidak untuk selamanya (larangan yang bersifat
sementara).Wanita-wanita yang haram dinikahi tidak untuk selamanya
(bersifat sementara) adalah sebagai berikut:

a) Dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam
waktu yang bersamaan. Apabila mengawini mereka berganti-ganti, seperti
seorang laki-laki mengawini seorang wanita, kemudian wanita tersebut
meninggal atau dicerai, maka laki-laki itu tidak haram mengawini adik atau
kakak perempuan dari wanita yang telah meniggal dunia. Keharaman
mengumpulkan wanita dalam satu waktu perkawinan itu disebutkan dalam

lanjutan QS al-Nisa>i’/4: 23.

e 155 R O Gl 385 ) BRI G T5adS ol

SWahbah al-Zuhaili>, al-Figh al-Isla>mi>, jil. IX, h. 123.
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Terjemahnya:

.dan men%h1mpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang
bersaudara”.

b) Keharaman mengumpulkan dua wanita dalam satu perkawinan, ini  juga
diberlakukan terhadap dua orang yang mempunyai hubungan keluarga bibi
dan kemenakan. Larangan ini diterangkan dalam sebuah hadis Nabi riwayat

Bukha>ri> Muslim dari Abu> Hurairah:

duelu_séuﬂz“\émﬂ\dy‘)u\dicﬂ\@a‘)ofﬁ‘f\
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Artinya:

“Sesungguhnya Rasulullah saw. melarang mengumpulkan (sebagai istri)
antara seorang wanita dengan “ammah atau khalah (bibinya).” (HR
Bukha>ri> dan Muslim).

¢) Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain, haram dinikahi oleh

seorang laki-laki, keharaman ini disebutkan dalam QS al-Nisa>i’/4: 24.
2l (e Erizadallg
Terjemahnya:
“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) perempuan yang bersuami...”

d) Wanita yang sedang dalam ‘iddah, baik ‘iddah cerai maupun ‘iddah ditinggal
mati berdasarkan firman Allah QS al-Bagarah/2: 235.

Aaf gl iy s Cls;'d\%ﬁé; | o2 35 V3.

15Kementerian Agama RI, Al- Qur’an Terjemah dan Tajwid, h. 81.

Yma>m al-Bukha>ri>, S}ah}i>h} al- Bukha>ri>, bab La> Tankihu al- Maratu ‘Ala
‘Ammatiha, Juz. 16 [CD. ROOM, Maktabah Syamilah], h. 63. Lihat juga al- Ima>m Muslim, S}ahi>h
Muslim, dalam bab Tahri>mu al-Jam ati baena al-Marati wa ‘Ammatiha> Juz. 7 [CD. ROOM,
Maktabah Syamilah], h. 205.
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Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa
iddahnya”.8

e) Wanita yang ditalak 3, haram kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali
kalau sudah kawin lagi dengan orang lain yang telah berhubungan kelmin
serta dicerai oleh suami terakhir itu dan telah habis masa ‘iddahnya.
Berdasarkan firman Allah dalam QS al-Bagarah/2: 230.

Terjemahnya:

“Kemudian jika dai menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka
perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan
suami yang lain...” 1

f) Wanita yang sedang melakukan ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji,
tidak boleh dikawini. Hal ini berdasarkan hadis Nabi saw. yang diriwayatkan
oleh Imam Muslim.

£ Y Al e A0 a0 00505 08 ol (e 53 el s
2, (abusa ol 5 ) Cobdy W3 &85 V5 4 340

£V -
v,

|

Artinya:

(13

Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh
menikahkan, dan tidak boleh pula meminang.” (HR Muslim).

g) Wanita musyrik, haram dinikahi yang dimaksud wanita musyrik ialah yang
menyembah selain Allah. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah dalam QS

al-Bagarah/2: 221.

18Kementerian Agama RI, Al- Qur’an Terjemah dan Tajwid, h. 38.
Kementerian Agama RI, Al- Qur’an Terjemah dan Tajwid, h. 36.

DIma>m Muslim, S}ahi>h} Muslim, dalam bab Tahri>mu Nika>hu al-Muhrim wa
Kara>hatu Khut}batihi, Juz. 7 [CD. ROOM, Maktabah Syamilah], h. 214.
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Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik, sebelum mereka
beriman. Sesungguhnya hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik
dari pada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu... %

Larangan kawin seperti telah diuraikan di atas diatur dalam Kompilasi
Hukum Islam (KHI) dalam Bab IV Pasal 39-44. %

Salah satu ijtihad/pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan
permohonan dispensasi kawin di atas adalah pertimbangan hukum dalam
perundang-undangan dan hukum Islam antara lain adalah syarat-syarat
perkawinan yang diatur dalam undang-undang perkawinan, seperti dalam
Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 39 - 44. Bila dicermati lebih dalam antara
kedua calon mempelai dalam kasus di atas tidak terdapat halangan secara hukum
untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat
semenda, maupun karena sesusuan.

Perkawinan di Indonesia telah diatur dalam undang-undang, salah satunya
aturan mengenai batasan usia atau umur bagi seseorang yang diizinkan menikah.
Namun, ketika dalam kondisi darurat, pernikahan dapat diizinkan dengan berbagai
persyaratan dan tata cara khusus. Ketentuan mengenai batas umur minimal dalam
Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

mengatakan bahwa, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai

2lKementerian Agama RI, Al- Qur’an Terjemah dan Tajwid, h. 35.

22Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Agama, 2015), h. 28-30.
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umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam
belas) tahun.”?

Undang-Undang Perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan
di bawah umur, agar suami istri yang dalam masa perkawinan dapat menjaga
kesehatannya dan keturunannya, untuk itu perlu ditetapkan batas-batas umur bagi
calon suami dan istri yang akan melansungkan perkawinan. Akan tetapi,
perkawinan di bawah umur dapat dengan terpaksa dilakukan karena UU No. 1
Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan penyimpangannya. Seperti yang

terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan:

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta
dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua
orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”?*

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) yang
berbunyi:

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh
dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan
dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami
sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya
berumur 16tahun”. “Bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun
harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4),
dan (5) UU No. 1 Tahun 1974”.%°

Berdasarkan pemaparan di atas, terlihat jelas bahwa pada dasarnya
peraturan perkawinan di Indonesia dibatasi dengan umur mempelai wanita 16

tahun sedangkan umur mempelai pria 19 tahun sebagaimana termaktub dalam

pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, akan tetapi di sisi lain

ZAbdul Manaf dkk, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Peradilan
Agama, (Jakart: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2016),h. 340.

24 Abdul Manaf dkk, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan ...,h. 340.

Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, 2015, h. 19-20.
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perkwainan di bawah standar umur tersebut masih diberi kebolehan untuk
melangsungkan pernikahan dengan catatan mendapatkan dispensasi kawin dari
Pengadilan Agama setempat, sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat (2)
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Berdasarkan dengan pertimbangan-
pertimbangan hakim dalam menganalisis alasan-alasan serta kondisi-kondisi yang
bersangkutan. Pada dasarnya kedua pasal tersebut bisa diterapkan tergantung
kondisi masing-masing.

Pertimbangan hakim selanjutnya adalah kedua calon mempelai sudah lama
berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang
perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka
untuk menghindari fitnah dari masyarakat dan kemungkinan terjadinya hal-hal
yang tidak dinginkan (zina), maka keduanya perlu segera dinikahkan, apalgi
kedua keluarga calon mempelai sudah sepakat untuk menikahkan.

Hal lain yang menjadi ijtihad/pertimbangan hukum hakim adalah lamaran
calon mempelai pria telah diterima, maka jika pernikahan dibatalkan atau ditunda
saja sampai calon mempelai wanita cukup umur, pasti akan terjadi hal-hal yang
tidak dinginkan sehingga berakibat putusnya hubungan silaturrahim pada kedua
belah pihak. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Ketua Pengadilan Agama
Sidrap Sahrul Fahmi, bahwa ada dua kemaslahatan yang menjadi
ijtihad/pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin,
yaitu:

“Pertama; Melihat maslahat/kepentingan orang tua. Lamaran calon
mempelai pria sudah diterima oleh keluarga calon mempelai wanita, baru
orang tua calon mempelai wanita mengajukan permohonan dispensasi
kawin, bahkan terkadang hari “H” nya sudah ditentukan. Dalam keadaan
seperti ini, hakim melihat dari kepentingan/maslahat keluarganya. Karena
kalau tidak dikabulkan pasti orang tuanya merasa malu, apalagi kalau
undangan sudah beredar. Kedua; maslahat/kepentingan anak. Meskipun
anaknya masih di bawah umur, tapi kita melihat secara fisik sudah mampu
dan sudah memenuhi syarat seperti sudah haid, dia memang sudah tidak
sekolah, yang paling inti itu tidak ada paksaan, makanya kita tanya kepada
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anak yang bersangkutan apakah kemauan sendiri atau ada paksaan dari pihak
keluarga, pada umumnya, si anak memang mau sekali, sudah saling
mencintai, sudah pacaran beberapa bulan, sering pergi bersama, dan orang
tuanya khaz\évatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan akibat dari hubungan
tersebut”.

Pertimbangan hakim selanjutnya adalah kaedah fikhiyah, yang berbunyi
s e 28a uaali 203
liadll

Artinya:
“Menolak hal-hal negatif lebih diprioritaskan dari pada mendatangkan hal-
hal yang maslahat.”

Hakim juga mempertimbangkan hadis Rasulullah saw. sebagai panutan
telah melangsungkan pernikahannya dengan Aisyiyah ra. (waktu usianya 6 tahun)
dan berkumpul saat usia Aisyiyah 9 tahun, sehingga dapat dijadikan dasar untuk

mengijinkan Pemohon menikahkan anaknya, sebagaimana hadis berikut:
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Artinya:

“... Dari Aisyiyah ra. berkata “ saya dinikahi oleh Nabi saw. Ketika saya
berusia 6 tahun dan saya bersama Nabi saw. dalam satu rumah ketika saya
berusia 9 tahun” (HR Muslim).

Toharuddin, salah seorang hakim di Pengadilan Agama Sidrap

mengemukakan bahwa:

“Kita sebagai Hakim Agama, sandarannya adalah al-Qur’an dan al-hadis,
ketika al-Qur’an dan al-hadis tidak mengatur secara tegas suatu hukum,
disitulah secara pribadi menjadi dilema ketika mengabulkan atau menolak,
cenderungnya hakim agama mengabulkan permohonan dispensasi kawin,
karena tidak punya batasan secara teks tentang batasan umur pernikahan

%63ahrul Fahmi (49 tahun), Ketua Pengadilan Agama Sidrap, Wawancara, Sidrap, 29 Agustus
2017.

27al-lma>m Muslim, S}ah}i>h} Muslim, dalam bab Tazwi>ju al-Abu> al-Bikri al-S}agi>ra,
Juz. 7 [CD. ROOM, Maktabah Syamilah], h. 245.
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dalam al-Qur’an dan hadis, apalagi dalam agama ada beberapa hal yang
harus dipercepat salah satunya adalah pernikahan. Disamping itu, ada hadis
bahwa Aisyiyah dinikahi oleh Rasulullah dengan umur 6 tahun dan
bercampur dengan Rasul dalam usia 9 tahun. Dengan kata lain, permohonan
dispensasi kawin di Pengadilan Agama lebih banyak yang diterima
ketimbang ditolak, apalagi ketika kedua calon mempelai sudah saling
mencintai”.?®

Berdasarkan hasil wawancara para hakim di atas, terlihat jelas bahwa
pertimbangan-pertimbangan/ijtihad hakim dalam memberikan dispensasi kawin
adalah didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan, baik kemaslahatan itu dari
sisi kedua calon mempelai maupun dari sisi kedua orang tua mempelai. Dalam arti
bahwa hakim sangat memperhatikan kondisi-kondisi seseorang ketika
memutuskan atau menetapkan hukum. Seperti yang terlihat di atas bahwa kondisi
calon mempelai wanita, meskipun masih di bawah umur akan tetapi secara fisik
sudah mampu menjelankan tugas-tugas ke rumah tanggaan. Disisi lain keduanya
saling mencintai, sehingga dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan
menimbulkan mudarat yang jauh lebih besar. Sementara dari sisi kedua orang tua
mempelai, mereka sudah saling menerima bahkan penentuan tanggal
pernikahannya sudah ditentukan.

Dengan demikian, penetapan hakim dengan pemberian dispensasi kawin
dalam kasus di atas sangat erat terkait dengan pemikiran hukum Ibnu al-Qayyim
al-Jauziyyah yang menyatakan bahwa perubahan hukum berdasarkan dengan
ahwa>| atau kondisi seseorang dengan berdasar kepada kemaslahatan.

Tidak ditemukan dalam literatur fikih usia yang layak untuk
melangsungkan perkawinan, hal tersebut disebabkan tidak ada ayat al-Qur’an dan

hadis Nabi yang secara jelas menyebut tentang batas usia perkawinan. Akan tetapi

2Toharuddin (35 tahun), Hakim Pengadilan Agama Sidrap, Wawancara, Sidrap, 29 Agustus
2017.
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ditemukan dalam kitab-kitab fikih klasik bahwa dua orang yang berakad itu
dipersyaratkan harus balig.?°® Bahkan dalam mazhab as-Syafi’i dikatakan bahwa
jika pihak perempuan masih kecil tidak boleh dinikahkan sampai dia balig.*
Batasan baligh lebih rinci dijelaskan dalam mazhab Hanabilah bahwa balig untuk
ukuran anak laki-laki sampai dia mimpi basah, oleh karena itu anak laki-laki baru
boleh dinikahkan setelah dia balig, yaitu setelah dia mengalami mimpi basah.3!
Sedangkan baligh bagi perempuan ditandai dengan haid (menstruasi).

Haid pertama kali disebut menarche, dan ini merupakan suatu pertanda
bahwa keremajaan bagi seorang wanita sudah mulai berkembang, yang identik
pula dengan usia akil balig. Bilakah seorang gadis mulai menstruasi, yang berarti
ia sudah menginjak usia akil balig? Jawabnya cukup variatif, sebab masalah
menarche ini sangat relatif antara satu wanita dengan yang lain. Proses terjadinya
menstruasi adalah karena pengaruh mekanisme hormon-hormon yang penting
bagi prtumbuhan, termasuk di dalamnya hormon estrogen.*?

Hormon estrogen mempunyai sensitivitas tinggi terhadap lingkungan dan
kodisi geografis di mana seorang gadis dibesarkan. Misalnya, gadis yang dalam
kehidupan kesehariannya sering bergaul dengan lawan jenisnya, maka usia
menarchenya akan lebih awal atau lebih cepat daripada gadis yang setiap harinya

hanya bergaul dengan sesama jenisnya. Contoh lain, wanita yang bertempat

2Abu> Bakar bin Mas‘u>d al-Kasa>ni al-Hanafi, Bada>iu al-S}ana>% fi> Tarti>hi al-
Syara> %, Juz 2(Cet. II; Bairu>t: Da>r al-Kutub al-‘Tlmiyah, 1986), h. 233.

30Muhammad Syarbini al-Kha>tib, Mugni> al-Muhta>j, Juz Il (al-Qa>hirah: Syirkah
Maktabah Must}afa al-ba>bi al-Halabi, 1958), h. 149.

$IMuhammad ‘Abdullah bin Ah}mad bin Qudamah, al- Mugni> fi> Fighi al-lma>m Ah}mad
bin Hanbal, Juz 7(Cet. I; Beiru>t: Da>r al-Fikr, 1984), h.16.

$2Wasmukan dkk, Permasalahan Haid, Nifas dan Istihadhah; Tinjauan Fikihdan Medis,Cet.
Il (Surabaya: Risalah Gusti, 1996) h.14-15.

143



tinggal di daerah tropis akan lebih cepat daripada wanita yang bertempat tinggal
di wilayah beriklim dingin. Faktor jenis (rumpum) bangsa juga ikut menentukan
cepat lambatnya seorang gadis mengalami menarche. Misalnya di Serbia,
menarche terjadi pada usia 17 sampail9 tahun (agak lambat), di Perancis dan di
Indonesia berkisar antara usia 13 sampai 14 tahun. Peristiwa menarche dapat
terjadi dua tahun sebelum seorang gadis mencapai puncak pertumbuhan fisiknya. 33

Masa remaja yang berlansung dari saat individu menjadi matang secara
seksual sampai usia 18 tahun- usia kematangan yang resmi dibagi ke dalam awal
masa remaja, yang berlangsung sampai usia 17 tahun, dan akhir masa remaja yang
berlangsung sampai usia kematangan yang resmi.3*Masa dewasa dini adalah masa
pencaharian kemantapan dan masa reproduktif, yaitu suatu masa yang penuh
masalah dan ketegangan emosional, periode isolasi sosial, periode komitmen dan
masa ketergantungan, perobahan nilai-nilai, kreatifitas dan penyusuain diri pada
pola hidup yang baru. Masa dewasa dini dari umur 18 hingga lebih kurang 40
tahun.®

Meskipun dalam fikih klasik tidak ditemukan istilah pernikahan dini atau
pernikahan di bawah umur, namun uraian di atas bisa disimpulkan bahwa
pernikahan di bawah umur dalam fikih klasik adalah pernikahan anak yang belum
balig. Bagi anak perempuan balig ditandai dengan darah menstruasi sedangkan
anak laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Kalau dibatasi dari segi umur anak

perempuan sekitar usia 13 sampai 14 tahun, sedangkan anak laki-laki sekitar usia

3Wasmukan dkk, Permasalahan Haid, Nifas dan Istihadhah; Tinjauan Fikihdan Medis, h.
15.

34Netty Hartati dkk, Islam dan Psikologi, Cet. I, (Jakarta: Grafindo persada, 2004), h. 41.
35Netty Hartati dkk, Islam dan Psikologi, h. 44.
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15-16 tahun. Hal ini berarti bahwa sekitar usia 16 tahun gadis Indonesia sudah
mencapai puncak pertumbuhan fisiknya. Dengan asumsi bahwa haid pertama usia
14 tahun sedangkan Peristiwa menarche dapat terjadi dua tahun sebelum seorang
gadis mencapai puncak pertumbuhan fisiknya.

Berdasarkan keterangan di atas, sudah tepat undang-undang yang mengatur
batas usia 16 seorang wanita dapat melangsungkan pernikahan, sebab pada batas
usia seorang wanita Indonesia sudah mencapai puncak pertumbuhan fisiknya.
Sedangkan di bawah dari usia tersebut, oleh Undang-undang perkawinan
diberikan dispensasi perkawinan manakala seorang wanita menginginkan
pernikahan. Hal ini tentu merupakan ijtihad/pertimbangan-pertimbangan hukum
oleh hakim Pengadilan Agama berdasarkan pertimbangan maslahat bagi seorang
anak dan ke dua orang tuanya. Hal yang paling penting bahwa anak tersebut
sudah memenuhi aturan undang-undang yang berlaku, dan hukum Islam, serta
sudah memenuhi unsur dari tujuan hukum vyaitu: rasa adil, asas manfaat dan

kepastian hukum.

2. Analisis Penetapan Hakim dalam Menolak Perkara Dispensasi Kawin

terhadap Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2015/PA Sidrap.

Duduk perkara penetapan nomor 100/Pdt.P/2015/PA Sidrap tentang
dispensasi kawin yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng
Rappang bertanggal 10 September 2015, Pemohon mengajukan permohonan
dispensasi kawin dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dari pernikahan Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak, salah

satunya bernama AS binti H. F, yang lahir pada tanggal 17 Nopember 2001 (13

%6Rusdaya Basri, “Pernikahan di Bawah Umur (Studi Komfaratif Hukum Islam dan Hukum
Negara)”, Jurnal “al-lla>m” 1, no. 2, (2011): h. 161-162.
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tahun, 10 bulan); Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 1 bulan menjalin
cinta dengan seorang Perjaka bernama I bin H. S, umur 29 tahun, agama Islam,
pekerjaan Petani, alamat Lompoe ..., Kel. Empagae, Kec. Watang Sidenreng, Kab.
Sidrap.

Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon
tersebut dengan calon suaminya, | bin H. S, dengan alasan karena anak pemohon
sudah 1 bulan menjalin cinta dengan calon suaminya sehingga pemohon
mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.;

Bahwa antara anak Pemohon dengan | bin H. S tidak terdapat hubungan
nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan; Bahwa
anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon
suaminya tersebut di atas;

Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon
pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, akan tetapi pihak KUA
tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang
umur,  sebagaimana  disebutkan  dalam  Surat  Penolakan = Nomor:
KK.21.16.01/PW.01/506/2015, tanggal 9 September 2015.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara
ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama AS

binti H. F untuk menikah dengan | bin H. S;
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3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama

Maritengngae untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

4.  Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Majelis Hakim dalam menetapkan permohonan Pemohon tersebut telah
menyarankan Pemohon untuk mempertimbangkan kembali rencana perkawinan
anaknya yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan, dengan memberi
gambaran mengenai sejumlah risiko atau dampak buruk dari perkawinan usia dini,
baik bagi perempuan maupun anak keturunannya. Namun, Pemohon tetap pada
permohonannya untuk mendapatkan penetapan pengadilan yang memberikan
dispensasi kepada anak Pemohon yang masih berusia 13 tahun 10 bulan untuk
menikah dengan seorang perjaka yang bernama I bin H.S. yang berumur 29 tahun.

Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi
kawin dalam masalah ini diantaranya adalah:

- Secara normatif ketentuan mengenai usia calon mempelai diatur pada Pasal 7
ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19
(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam
belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut harus dengan
meminta dispensasi kepada Pengadilan. Berdasarkan ketentuan tersebut cukup
jelas bahwa usia AS binti H.F yang belum genap 16 tahun belum mencapai
batas minimal usia calon mempelai perempuan. Untuk itu, AS binti H. F
hanya dapat melangsungkan perkawinan apabila AS binti H. F telah

memperoleh dispensasi kawin dari pengadilan.
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Bahwa dalam sudut pandang medis, hubungan seksual pada usia dini dapat
merangsang tumbuhnya sel kanker. Pada rentang usia 12 tahun hingga 17
tahun terjadi perubahan sel dalam mulut rahim yang sangat aktif. Ketika sel
sedang membelah secara aktif (metaplasi), idealnya tidak terjadi kontak atau
rangsangan apapun dari luar, termasuk masuknya benda asing dalam tubuh
perempuan. Adanya benda asing, termasuk alat kelamin pria dan sel sperma,
akan mengakibatkan perkembangan sel ke arah abnormal. Apalagi jika terjadi
luka yang mengakibatkan infeksi dalam rahim. Dampak negatif lain yang bisa
timbul akibat hubungan seksual pada usia dini adalah terhambatnya
pertumbuhan fisik serta mudahnya penularan virus-virus berbahaya.

Bahwa berdasarkan fakta bahwa AS binti H. F sudah mengalami haid, belum
cukup menunjukkan bahwa AS binti H.F sudah memiliki kesiapan fisik untuk
melakukan hubungan seksual dan menjalani kehamilan, justru sebaliknya,
perempuan seusia AS binti H.F (kurang dari 14 tahun) sangat rentan terhadap
berbagai resiko atau dampak negatif dari hubungan seksual dan kehamilan
usia dini. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa AS binti H.F belum
memiliki kesiapan fisik untuk melangsungkan perkawinan.

Bahwa seorang perempuan yang menjalankan peran sebagai isteri dan sebagai
ibu dalam usia cukup dini akan beresiko pada ketidaksiapan menanggung
beban tanggung jawab dari kedudukan tersebut, sehingga berpotensi
mengakibatkan disharmoni rumah tangga yang dapat berakhir pada
perceraian, termasuk pula ketidaksiapan menjalankan peran sebagai ibu
sehingga berakibat negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak

keturunannya.

148



- Bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa AS binti H.F, yang
saat ini masih berusia 13 tahun 10 bulan, belum memiliki kesiapan mental dan
intelektual untuk melangsungkan perkawinan, sehingga perkawinan tidak
akan memberikan manfaat bahkan sebaliknya berpotensi bagi timbulnya
mudharat atau mafsadat bagi pertumbuhan dan perkembangannya.

- Bahwa dari segenap uraian pertimbangan tersebut di muka, pengadilan
berkesimpulan; pertama, bahwa pemberian dispensasi kawin kepada AS binti
H.F bertentangan dengan upaya pemenuhan tujuan hukum;dan kedua, tidak
terdapat satupun alasan bersifat darurat yang mengharuskan adanya
pemberian dispensasi kawin bagi AS binti H. F. Atas pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidrap
menolak permohonan Pemohon tersebut.

Berdasarkan dua kasus perkara dispensasi kawin sebagaimana tersebut di
atas, hal yang menarik perhatian adalah dalam kasus dispensasi kawin ini ada dua
perkara yang sama akan tetapi peyelesaian/penetapan hukumnya berbeda. Yaitu
penetapan permohonan dispensasi kawin Nomor 21/Pdt.P/2017/PA Sidrap
permohonanya dikabulkan. sedangkan penetapan Nomor 100/Pdt.P/2015/PA

Sidrap penetapannya ditolak oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Sidrap.
Analisis mendalam terhadap penetapan Nomor 100/Pdt.P/2015/PA adalah
bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah mendengarkan keterangan anak
Pemohon, AS binti H.F. bahwa AS binti H.F menggelengkan kepala saat ditanya
oleh majelis hakim, apakah AS binti H.F sanggup menjadi ibu rumah tangga®.
Begitu juga ketika AS binti H.F, tidak menjawab pertanyaan majelis hakim,
ketika ditanya apakah AS binti H.F di paksa atau tidak untuk menikah. Kedua

alasan inilah menjadi fakta dalam persidangan yang seharusnya menjadi
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pertimbangan utama majelis hakim dalam menetapkan untuk menolak
permohonan dispensasi kawin Pemohon. Karena ada indikasi bahwa calon
mempelai wanita enggang untuk melansungkan pernikahan tersebut, atau dengan
kata lain ada paksaan dari pihak orang tua.

Fakta-fakta hukum yang terjadi dalam persidangan tersebut, yang
membedakan dengan kasus pertama 21/Pdt.P/2017/PA Sidrap (permohonan yang
dikabulkan), sebab fakta yang terjadi pada kasus pertama kelihatan di
persidangan bahwa kedua calon mempelai saling mencintai dan antara keduanya
tidak mau dipisahkan. Mereka berdua sudah sangat siap untuk menempuh hidup
berumah tangga, meskipun usia calon mempelai wanita masih di bawah umur
yakni 13 tahun 6 bulan dan calon mempelai pria berusia 30 tahun. Berdasarkan
atas fakta-fakta inilah yang menjadi dasar utama pertimbangan hakim untuk
mengabulkan permohonan dispensasi kawain Pemohon.

Sebagaimana yang diungkapkan Toharuddin, Hakim Pengadilan Agama

Sidrap bahwa:

“Salah satu pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi
kawin adalah tidak terlepas dari situasi dan keadaan yang terjadi di ruang
sidang dengan melihat keadan dan situasi serta ekspresi Pemohon terutama
dalam hal ini adalah melihat ekspresi si anak ketika diajukan beberapa
pertanyaan dalam persidangan, dan terlihat jelas dari ekspresinya bahwa itu
kemaunnya sendiri atau sebaliknya itu paksaan dari orang tuanya. Jika dalam
persidangan perempuan itu ditanya, ternyata dia hanya diam saja, itu
pertanda bahwa disitu ada pemaksaan. Meskipun ada hadis nabi yang
menyatakan bahwa diamnya perempuan itu pertanda dia mau, tapi sekarang
berbeda keadaannya, kalau dia mau dia bilang melo ladde (mau sekali)”.®’

Hal yang serupa diungkapkan ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang
Bapak Sahrul Fahmi bahwa:

$"Toharuddin (35 tahun), Hakim Pengadilan Agama Sidrap, Wawancara, Sidrap, 29 Agustus
2017.
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“Dalam kasus permohonan dispensasi kawin, biasa juga ada yang ditolak,
manakala tidak bisa membuktikan pensyaratan-pensyaratannya, apalagi
kalau anak itu dipaksa sama orang tuanya, dijodohkan sama orang tua, hanya
karena anak merasa takut sama orang tuanya, karena bagaimanapun juga kita
harus memperhatikan kepentingan anak, karena anak yang akan menjelani
rumah tangga kelak, apakah ini anak betul-betul menginginkan perkawinan
ini ataukah hanya sekedar memenuhi permintaan orang tuanya. Yang dilihat
kemaslahatan anak dan tetap berdasar pada asas manfaat”.3®

Hal senada dikemukakan Ibu Raodhawiah, Hakim Pengadilan Agama
Sidenreng Rappang, bahwa:

“Sebenarnya Hakim lebih dari cukup atau sudah maksimal sekali
memberikan nasehat kepada Pemohon dan anaknya. Mereka dipanggil satu-
satu (calon mempelai wanita, calon mempelai pria dan juga kepada Pemohon
beserta suaminya) sebelum masuk dalam pemeriksaan, siapa tahu masih bisa
diundur-undur supaya tidak usah kawin dulu, pikir-pikir dulu. Akan tetapi
sepertinya sudah diatur sama orang tuanya, apa Yyang harus
dikemukakan/diktakan oleh anak gadisnya dalam persidangan. Rata-rata
bilang saya sudah pacaran, saya sering sama-sama. Meskipun ada juga
pernah menangis di depan sidang ketika ditanya sama majelis hakim, dan
akhirnya dia berterus terang bahwa dia tidak pernah ketemu sama calon
mempelai pria tersebut, hanya menurut sama orang tua saja”. %

Berdasarkan wawancara hakim di atas, dapat dikemukakan bahwa hal yang
paling penting dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin adalah situasi
dan keadaan yang terjadi di ruang sidang, karena sebenarnya pertimbangan awal
hakim berdasrkan patokan dari surat gugatan Pemohon (orang tua calon mempelai
wanita). Kadang-kadang, Pemohon sudah merekayasa apa yang harus dikatakan
anaknya dalam persidangan. Di sinilah pentingnya hakim melihat dengan jeli
bagaimana situasi dan kondisi anak dalam persidangan, tentu dengan
memperhatikan ekspresi sang anak, apakah betul-betul pernikahan ini atas

kehendaknya atau sebaliknya, hanya keinginan dari orang tuanya.

38Sahrul Fahmi (49 tahun), Ketua Pengadilan Agama Sidrap, Wawancara, Sidrap, 29 Agustus
2017.

%9Raodhawiah (48 tahun), Hakim Pengadilan Agama Sidrap, Wawancara, Sidrap, 29 Agustus
2017.
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Fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan merupakan hal yang sangat
penting untuk merumuskan dan menyimpulkan suatu putusan atau penetapan
hukum. Seperti terlihat dari kasus pertama yaitu penetapan permohonan dispensasi
kawin Nomor 21/Pdt.P/2017/PA Sidrap permohonanya dikabulkan. Pada dasarnya
majelis hakim dalam persidangan melihat kondisi/ekspresi ketika menjawab
beberapa pertanyaan yang diajukan kepada calon pengantin, sebagaimana
diungkapkan hakim Tohiruddin di atas. Bahwa ketika calon pengantin wanita
ditanya apakah betul-betul sudah siap untuk melangsungkan pernikahan dan sudah
siap menjadi ibu rumah tangga serta mengasuh anak dari calon pengantin pria.
Dia menjawab bahwa dia sudah siap dan mereka saling mencintai.

Sementara dalam kasus kedua yaitu penetapan Nomor 100/Pdt.P/2015/PA
Sidrap penetapannya ditolak oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Sidrap,
disebabkan oleh fakta hukum yang terjadi dalam persidangan ketika ditanya
apakah sudah siap/sanggup menjadi ibu rumah tangga, dia menggelengkan kepala.
Dan tidak menjawab pertanyaan Majelis Hakim, ketika ditanya apakah AS binti
H.F di paksa atau tidak untuk menikah, dia hanya diam. Berdasarkan Fakta-fakta
hukum tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa pada dasarnya, calon
pengantin wanita belum siap untuk melangsungkan pernikahan dan memberikan
kesan bahwa ada pemaksaan dari ke dua orang tua, meskipun dalam surat
permohonan dan pengakuan orang tauanya dalam persidangan mengatakan bahwa
mereka sudah pacaran selama sebulan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, terlihat relevansi dengan metode
istinba>t}  hukum Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah yang berdasarkan pada
pendekatan seni dan intuisi/firasat dan tanda-tanda. Metode penjatuhan putusan
hukum Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah yang menyatakan bahwa hakim atau wali
penguasa boleh menetapkan hukum dengan firasat dan petunjuk penyerta yang
memberinya gambaran tentang suatu kejadian, lalu menyimpulkan sesuatu melalui
keputusan pengadilan. Pemaparan di atas juga memperlihatkan relevansi

pemikiran hukum Ibnu al-Qayyim yang menegaskan bahwa salah satu faktor yang
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terpenting untuk merumuskan ketentuan hukum adalah faktor al-ahwal (kondisi)
seseorang. Kedua kasus penetapan hakim terhadap dispensasi kawin di atas
menunjukkan bahwa pemikiran hukum Ibnu al-Qayyim telah terkontekstualisasi di
Pengadilan Agama Sidrap.

Pembahasan selanjutnya adalah bagaimana hukum pernikahan yang
dipaksakan? si anak menerima jodoh pilihan orangtuanya dan kemudian menikah
secara terpaksa. Memaksa anak perempuan untuk menikah dengan lelaki yang
tidak disukainya adalah suatu kezaliman, sebab salah satu tujuan pernikahan
adalah untuk mewujudkan kebahagiaan pasangan suami istri.

Ketika orang tua memaksa putrinya untuk menikah, maka status
pernikahan tergantung kepada kerelaan pengantin wanita. Jika dia rela dan
bersedia dengan pernikahannya maka akadnya sah. Jika tidak rela, akadnya batal.
Buraidah bin Hashib r.a. menceritakan, ada seorang wanita yang mengadukan
sikap ayahnya kepada Nabi saw. Dia mengatakan:

Artinya:

“Ayahku memaksa aku menikah dengan keponakannya. Agar dia terkesan lebih
mulia  setelah  menikah  denganku.”  Kata  sahabat  Buraidah,
“Nabi saw. menyerahkan urusan pernikahan itu kepada si wanita.”

Kemudian wanita ini mengatakan:
A G s I Gl G Al Al G &Rl (D5 o gl e 5T 8

0 (aale (ol ) 4
Artinya:

“Sebenarnya aku telah merelakan apa yang dilakukan ayahku. Hanya saja, aku
ingin agar para wanita mengetahui bahwa ayah sama sekali tidak punya
wewenang memaksa putrinya menikah”(HR Ibnu Majah).

40Sunan Ibnu Ma>jah, bab Man Zawwajah Ibnatuhu wa Hiya Ka>rihatun [Juz. 5, CD.
ROOM, Maktabah Syamilah], h. 478. lihat juga Sunan al-Nasa>i, bab al-Bikru Yusawwijuha
Abu>ha wa Hiya Ka>rihatun, [Juz. 10, CD. ROOM, Maktabah Syamilah], h. 393.
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Tidak selayaknya orang tua memaksa anak gadisnya menikah tanpa
meminta persetujuan darinya. Seorang anak jika ia masih gadis, maka ia harus
dimintai persetujuan. Dan diantara tanda persetujuannya pada pernikahan tersebut

adalah dengan diam. Rasulullah saw. bersabda:

C&A.\Yduelu_jub \ém@ﬂ\u\*hc}ﬁb\u\m}f\
Sl a3 el J3ls ool 3iE SalELs s )ﬂ\yj‘fm‘;;em
4 (L..EJM\ c\_s‘))k_\s.uuu\ dtﬁ

Artinya:
“...Seorang janda tidak (boleh) dinikahkan hingga ia diajak musyawarah, dan
seorang gadis tidak (boleh dinikahkan) sehingga dimintai izinnya”. Sahabat

bertanya, “Ya Rasulullah, lalu bagaimana izinnya?”Beliau menjawab, “la
diam”. (HR Bukha>ri>).

106 $heeiadl L8 sl Halind ol O3k G ol G m Rile G
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Artinya:

“Dari ‘Aisyah ra. ia berkata: Aku pernah bertanya, “Ya Rasulullah, apakah
wanita-wanita itu (harus) diminta izinnya dalam urusan pernikahan?”. Beliau
menjawab, “Ya”. Aku bertanya lagi, “Sesungguhnya seorang gadis jika
diminta izinnya ia malu dan diam”. Beliau menjawab, “Diamnya itulah
izinnya”. (HR al Bukha>ri> dan Muslim).

Hadis di atas menunjukkan bahwa bagi seorang anak gadis, jika ia tidak
rida menikah dengan seseorang yang telah dipilihkan orang tuanya maka

hendaklah ia menyampaikan itu kepada orang tuanya, jangan diam saja karena

43{ah}i>h{ al-Bukhari, bab La> Yunkahul Abu wa Gairuhu al-Bikru wa Sayyibu lIlla
bi al- Rid}a>, Juz. 16, [CD. ROOM, Maktabah Syamilah], h. 100.

425{ah}i>h} Bukha>ri>, bab La> Yaju>zu Nika>hu al-Mukrih, Juz. 21, [CD. ROOM,
Maktabah Syamilah h], h. 274.
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diam itu tanda setuju, sebaiknya dikomunikasikan dengan orang tua secara baik-
baik.

Berdasarkan keterangan di atas, asas sukarela antara kedua belah pihak
(calon mempelai pria dan calon mempelai wanita) patut diperhatikan dalam
melangsungkan pernikahan, asas ini menuntut tidak adanya keterpaksaan baik dari
calon pengantin laki-laki maupun wanita. Dalam suatu perkawinan harus ada
persetujuan dari kedua calon mempelai, sehingga jika salah seorang calon tidak
setuju dengan perkawinan tersebut, akad nikah tidak dapat dilangsungkan.

Analisis dari sisi tinjauan kesehatan terhadap pernikahan di usia dini,
bahwa perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun, dan mengalami
kehamilan dapat membawa resiko tinggi pada kehamilan dan persalinannya kelak.
Perempuan tersebut akan menghadapi risiko kematian pada saat melahirkan, dua
sampai lima kali lebih besar dari pada risiko kehamilan perempuan yang berusia
dua puluhan.*®

Perempuan yang berumur kurang dari 20 tahun belum siap secara fisik dan
mental dalam menghadapi kehamilan dan persalinan. Dari segi fisik, rahim dan
panggul belum tumbuh mencapai ukuran dewasa, sehingga kemungkinan akan
mendapat kesulitan dalam persalinan. Sedangkan dari segi mental perempuan
tersebut belum siap untuk menerima tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua,
sehingga diragukan keterampilan perawatan diri dan bayinya.** Selain itu,

kesehatan bayi dan anak yang buruk memeliki kaitan yang cukup kuat dengan usia

43Zohra Andi Baso dan Judi Rahardjo, kesehatan reproduksi panduan bagi perempuan,
(Yogyakarta: pustaka Pelajar 1999), h. 12.

4Namora lumongga Lubis, Psykologi Kespro Wanita dan Perkembangan Reproduksinya
ditinjau dari Aspek Fisik dan Psykologi (Jakarta: Kencana,2013), h. 49.
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ibu yang terlalu muda disebabkan ketidakmampuan wanita muda secara fisik,
sehingga anak-anak yang lahir dari ibu yang berusia di bawah 20 tahun memiliki
resiko kematian yang cukup tinggi.*

Dampak lain dari perkawinan di bawah umur adalah munculnya kanker
pada leher rahim (kanker serviks), kanker ini menyerang bagian terendah dari
rahim yang menonjol ke puncak liang senggama. Salah satu faktor penyebab
kanker serviks adalah aktivitas seksual usia dini, sebab perempuan muda
mempunyai kondisi leher rahim yang belum matang.

Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh ibu Ibu Raodhawiah, Hakim
Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, bahwa salah satu pertimbangan/ijtihad

hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin adalah:

“Jarak usia antara calon suami dan calon isteri terlalu jauh, misalnya calon
mempelai suami 30 tahun sedangkan calon mempelai wanita 13 tahun. Hal
ini sudah bisa dibayangkan bagaimana kelak hubunganya dalam suami isteri.
Karena umur yang terlalu mudah belum bisa melakukan hubungan seksual
dan alat reproduksinya masih lemah. Ini terbukti di Pengadilan Agama
Sidrap, ada beberapa yang menikah muda, beberapa tahun kemudian (3-5
tahun) datang ke Pengadilan Agama lagi untuk gugat cerai. Pada awalnya,
ketika datang meminta permohonan dispensasi kawin, rata-rata bilang dia
sudah pacaran, nanti kalau sudah cerai baru ketahuan bahwa dia dijodohkan,
mengalami kekerasan dari suaminya, ada ketidak cocokan”.*’

Berdasarkan uraian dampak dari perkawinan di bawah umur di atas, patut
menjadi pertimbangan orang tua untuk tidak menikahkan anaknya di usia dini,
karena di samping dari sisi pertimbangan kesehatan reproduksi wanita yang di

bawah umur juga faktor kematangan mental yang belum siap untuk memikul

4Namora lumongga Lubis, Psykologi Kespro Wanita ...h. 82.

4Khoruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan
Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2009) h. 382.

4’Raodhawiah (48 tahun), Hakim PA Sidrap, Wawancara, Sidrap, 29 Agustus 2017).
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tanggung jawab yang besar seabagai seorang isteri dan sekaligus sebagai ibu dari
anak-anaknya. Terkecuali ketika dalam hal darurat/terpaksa, misalnya anak sudah
terlanjur saling jatuh cinta dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan antara
keduanya seperti yang terjadi pada kasus penetapan permohonan dispensasi kawin

Nomor 21/Pdt.P/2017/PA Sidrap.

Berdasarkan pemaparan di atas, dari uraian contoh kasus putusan
dispensasi kawin tersebut terlihat jelas kontekstualisasi teori perubahan hukum
Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah yang menggambarkan bahwa penetapan atau
putusan hukum hakim senantiasa dipengaruhi oleh faktor ah>walkondisi

seseorang yang sedang berkasus.

B. Analisis Penetapan Hakim Tentang Perkara Nafkah Iddah dan Sita
Jaminan Harta Bersama

1. Analisis Putusan Nomor 73/Pdt.G/ 2013 PA. Parepare dan Putusan
Banding Nomor 55/Pdt.G/2013/ PTA Mks tentang Nafkah Iddah.

Kasus perceraian/talak, suami berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah
kepada istrinya karena nafkah iddah merupakan hak seorang istri yang telah ditalak.
Selama menjalani masa iddah, seorang istri tidak boleh keluar rumah tanpa seizin
suaminya mengingat statusnya sebagai seorang istri belum hilang sepenuhnya. Oleh
karena itu iddah dalam talak raj’i dimasukkan untuk memberi kesempatan kepada
suami isteri untuk berpikir lebih dalam dan bertanya pada hati nurani masing-masing
apakah benar sudah tidak lagi butuh untuk bersatu kembali, walau sebenarnya hati
kecilnya masih mencintainya, sedangkan perceraian itu hanya karena gejolak emosi
sementara belaka. Renungan seperti ini dilakukan ketika gejolak emosi telah tenang dan
reda sehingga masing-masing mampu menemukan kata hatinya yang asli dan jernih.

Imam Nawawi dalam kitabnya al-Majm ‘u sebagaimana dikutip Satria Efendi,

menyatakan bahwa: jika perempuan yang ditalak raj‘i> berarti ia masih terbilang
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sebagai isteri yang masih saling mewarisi, dan bertempat tinggal ditempat yang layak
dan dikehendaki oleh suaminya. Di samping itu, isteri yang dalam iddah raj i> tidak
boleh keluar tanpa ada izin dari suaminya.*® Berdasarkan uraian terdahulu dapat
dipahami bahwa wanita dalam iddah talak raj‘i>, beberapa hal masih berstatus
sebagai seorang isteri, meskipun tidak sepenuhnya. Adanya ketentuan-ketentuan
seperti itu mengisyaratkan bahwa hubungan pernikahan belum terputus sepenuhnya
dengan jatuhnya talak raj‘i>, dan diharapkan pada masa iddah kedua belah pihak
akan menyadari kebutuhannya untuk bersatu.

Nafkah iddah/nafkah cerai adalah tunjangan yang diberikan seorang pria
kepada mantan istrinya selama isteri dalam masa iddah. Ukuran kadar nafkah
iddah, tidak ada ketentuan yang pasti yang mengatur masalah kadar nafkah iddah
terkait berapa jumlahnya. Namun, hal itu dapat disamakan dengan kadar nafkah
yang harus diberikan oleh suami yang masih dalam ikatan perkawinan atau
sebelum terjadinya perceraian. Mengenai kadar nafkah, dalam QS al-T}ola>q/65:
7 hanya memberikan gambaran umum bahwa nafkah diberikan kepada istri

menurut kemampuan suami.
@ W 1@ Cwedsts osdo Y PP S R R S UL
LA BUT e (3a0la 435 5 adle D08 Bap Aais (e da 53 (584

Terjemahnya:

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi natkah menurut
kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah
memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya....”

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menjelaskan secara rinci berapa kadar

nafkah terhadap istri, seperti terdapat pada Pasal 149 huruf (b) dijelaskan bilamana

48H, Satria Effendi M. Zein, MA, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer;
Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2004), h. 57.

49Kementerian Agama RI, Al- Qur’an Terjemah dan Tajwid, h. 559.
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perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan
dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi
talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Hal ini juga terdapat pada
pasal 160: “Besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatuhan dan kemampuan
suami”.>

Perkara pemberian nafkah lddah, pada perkara cerai talak Putusan Nomor
73/Pdt.G/ 2013 PA. Pare dan Putusan Banding Nomor 55/Pdt.G/2013/ PTA Mks
tentang Nafkah Iddah. Hal yang menjadi dasar pertimbangan Majelis hakim
ditetapkannya pemberian nafkah iddah adalah asas kemanfaatan dan asas keadilan
agar tidak memberatkan pihak suami dan tidak menzalimi pihak isteri.

Hasil wawancara dengan salah sorang hakim Pengadilan Agama Parepare
Drs. Gunawan M.H menyatakan bahwa:

“Salah satu pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 73/Pdt.G/ 2013 PA.
Pare adalah Pemohon sudah pernah memberikan uang sebanyak 30 juta
rupiah. Pemohon mengambil kredit di Bank BRI sebanyak Rp 60.000.000
(enam puluh juta) dan Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta) Pemohon berikan
kepada termohon dengan perjanjian termohon tidak mempunyai hak dengan
gaji Pemohon. Di samping itu pemohon atas kerelaannya sendiri
memberikan sebuah rumah sebagai mut’ah untuk si termohon. Itulah
sebabnya si Pemohon hanya memberikan nafkah iddah sebanyak 600 ribu
(enam ratus ribu rupiah), selama tiga bulan.>!

Bahwa atas kesanggupan Pemohon tersebut majelis hakim Pengadilan
Agama Parepare dapat mempertimbangkan bahwa kesanggupan Pemohon tersebut
dipandang layak dan patut bila Pemohon dibebani untuk membayar nafkah iddah

dan mut’ah sebagaimana tersebut di atas.

*0Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Agama, 2015), h. 72 dan h. 76.

1Gunawan (50 tahun), Hakim Pengadilan Agama (PA) Parepare, Wawancara, Parepare 26
Oktober 2017.
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Berbeda dengan pertimbangan majelis hakim ditingkat banding Pengadilan
Tinggi Agama Makassar menyatakan bahwa, Termohon/Pembanding dalam hal
pelayanan dan pengabdiannya sebagai istri dari Pemohon/Terbanding
selama perkawinannya yang hingga sekarang kurang lebih 23 tahun harus
memperoleh keadilan, maka oleh karena itu Hakim banding sependapat dan sangat
menyetujui pertimbangan hakim pertama yang secara ex officio telah
memberikan hak nafkah iddah, namun hakim banding tidak sependapat mengenai
besarnya sesuai kesanggupan Pemohon dalam repliknya sebesar Rp.600.000,-
(enam ratus ribu rupiah ) selama 3 bulan, karena dianggap tidak layak dan tidak
patut apabila dibandingkan dengan biaya hidup sekarang sesuai dengan maksud
disyariatkannya nafkah iddah tersebut, sehingga menurut hakim banding yang
layak dan patut adalah sebesar Rp. 1.000.000,-( satu juta rupiah ) setiap bulan
sehingga berjumlah Rp. 3. 000. 000 ( tiga juta rupiah) selama 3 bulan.

Adapun mut’ah yang dibebankan oleh hakim tingkat pertama sesuai
kesanggupan Pemohon/ Terbanding berupa 1 (satu) unit rumah. Hakim banding
menyetujuinya oleh karena telah sesuai pula dengan abstrak hukum dalam
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomnor:106 K/AG/1997 bahwa
”Permohonan cerai tersebut diajukan oleh Pemohon sebagai suami, dan dari fakta
dalam persidangan tidak terbukti sebagai penyebab percekcokan rumah tangga
tersebut murni dari Termohon, oleh karena itu berdasar pasal 41 huruf (c)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka
Pemohon diwajibkan untuk membayar nafkah iddah dan mut’ah kepada

Termohon.
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Hal ini juga yang dinyatakan oleh Dr. Mame, hakim Pengadilan Tinggi

Agama Makassar bahwa:

“Salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nafkah iddah
setelah perceraian adalah pertimbangan system keadilan. Bahwa seorang
suami isteri hidup berumah tangga selama berpuluh tahun dan
berkonsentrasi mengurus rumah tangganya, kehidupan berawal dari nol,
hingga akhirnya suaminya sukses dalam Kkariernya, kemudian suami
menceraikan isterinya. Maka dalam keadaan seperti ini si isteri harus
mempsezroleh keadilan dengan memberikan nafkah iddah dan mut’ah yang
layak.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat dikemukakan bahwa hal yang
paling urgent dalam memtuskan perkara nafkah iddah adalah dengan
memperhatikan tujuan dan asaz hukum tersebut, yakni asas keadilan,
kemamfaatan dan kepastian hukum. Dari segi asas keadilan hukum, harus
dipertimbangkan kedudukan isteri sebagai menager dalam rumah tangga,
meskipun pada dasrnya dia tidak terlibat langsung dalam hal mencari nafkah akan
tetapi segala urusan domestik rumah tangga sang isterilah bertangung jawab. Oleh
sebab itu, suatu ketidakadailan manakalah terjadi suatu perceraian dan perceraian
tersebut bukan murni kesalahan dari si isteri, si isteri tidak mendapat nafkah iddah
atau dia mendapatkan akan tetapi tidak sepantasnya yang dia dapatkan. Dalam hal
ini al-Qur’an sudah memberikan solusi bahwa nafkah iddah setelah terjadi
perceraian deberikan suami kepada isteri selama dalam masa iddah dengan ukuran
sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan sang suami tersebut. Oleh karena itu,
yang lebih tepat adalah pemenuhan kebutuhan (makan, pakaian dan tempat
tinggal), bagi istri harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebiasaan

setempat.

®2Mame Sadafal (56 tahun), Hakim Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Makassar,
Wawancara, Makassar, 24 November 2017.

161



Dengan demikian, putusan hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar
yang menyatakan pemberian nafkah iddah pemohon/terbanding kepada
termohon/pembanding dalam repliknya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu
rupiah ) selama 3 bulan, dianggap tidak layak dan tidak patut apabila
dibandingkan dengan biaya hidup sekarang sesuai dengan maksud
disyariatkannya nafkah iddah tersebut, sehingga menurut hakim banding yang
layak dan patut adalah sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan
sehingga berjumlah Rp. 3000.000( tiga juta rupiah) selama 3 bulan. Putusan
hakim banding PTA Makasar tersebut sudah sejalan dengan pemikiran hukum
Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yang menyatakan bahwa “Perubahan dan perbedaan
fatwa berdasarkan perubahan waktu, tempat, kondisi dan niat serta adat.” Bahwa
pemenuhan kebutuhan nafkah iddah berupa (papan, sandan dan pangan), bagi istri
yang ditalak raj‘i> harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan

kebiasaan setempat, di samping kemampuan suaminya.

2. Analisis Putusan Nomor 2414/Pdt.G/2017/PA Mks tentang Sita Jaminan
Harta Bersama.

Konsep harta gono-gini (harta bersama) tidak ditemukan dalam kajian fikih
(hukum Islam) klasik. Dalam kajian fikih klasik, isu-isu yang sering diungkapkan
adalah masalah pengaturan nafkah dan hukum waris. Dua hal inilah yang banyak
menyita perhatian kajian fikih klasik dalam menyoroti masalah harta benda dalam
perkawinan. Secara eksplisit konsep tentang harta gono-gini tidak ditemukan
dalam nas} al-Qur’an dan hadis. Oleh karena itu, masalah harta gono-gini
merupakan wilayah ijtihad yang belum tersentuh oleh hukum Islam klasik, sebab

isu harta gono-gini lebih banyak berkembang dan urgen untuk dibicarakan pada
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masa modern ini. Hukum Islam kontemporer tentang masalah ini diteropong
melalui pendekatan ijtihad lewat metode giyas (perbandingan) dengan konsep
fikih yang sudah ada, yaitu tentang harta syirkah, bahwa harta benda yang
diperoleh oleh suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan
merupakan harta gono-gini.

KH Ma’ruf Amin, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Pusat, mengatakan bahwa konsep harta gono-gini dapat disamakan atau
digolongkan ke dalam harta syirkah, yaitu harta benda yang terkumpul selama
menikah yang harus dibagi secara proporsional jika terjadi perceraian. Ma’ruf
mengakui bahwa istilah harta gono-gini merupakan produk khusus kultur
Indonesia. Di Arab Saudi yang merupakan pusat kegiatan Islam, tidak ditemukan
istilah ini. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa kaitan antara harta gono-gini dan
syirkah bisa dipahami karena istri juga dihitung sebagai pasangan yang bekerja,
meskipun tidak bekerja dalam pengertian yang sesungguhnya. Maksudnya, istri
yang bekerja dalam pengertian mengurus rumah tangga, seperti memasak,
mencuci, mengasuh anak, membereskan rumah, dan pekerjaan domestik lainnya
juga dianggap sebagai aktivitas bekerja yang perannya tidak bisa dipandang
sebelah mata.>®

Moh. Idris Ramulyo membagi pandangan ulama tentang harta gono-gini ke
dalam dua kelompok sebagai berikut: 1. Kelompok yang memandang tidak adanya
harta gono-gini dalam lembaga Islam kecuali dengan konsep syirkah. Pandangan
ini tidak mengenal percampuran harta kekayaan antara suami dan istri karena

perkawinan. Harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai

SSKH Ma’ruf Amin, Majalah Anggun No. 22 Vol. 2 Maret 2007.
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sepenuhnya. Demikian pula, harta suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai
sepenuhnya. Dalam pandangan kelompok ini, istri tetap dianggap cakap bertindak
meskipun tanpa bantuan suaminya dalam soal apapun, termasuk dalam hal
mengurus harta benda sehingga dianggap bahwa istri itu dapat melakukan segala
perbuatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. 2. Kelompok yang memandang
adanya harta gono-gini dalam hukum Islam. Di samping mengakui ketentuan yang
berlaku dalam UU Perkawinan bahwa harta gono-gini itu diakui dan diatur dalam
hukum positif, kelompok ini juga memandang ketentuan tentang harta gono-gini
itu sesuai dengan kehendak dan aspirasi hukum Islam. Harta gono-gini yang
dimaksud adalah harta yang diperoleh oleh pasangan suami istri setelah hubungan
perkawinan mereka berlangsung dan atas usaha mereka berdua atau usaha salah
seorang dari mereka.>*

Dasar hukum tentang harta gono gini dapat ditelusuri melalui undang-
undang dan peraturan berikut. Kedudukan harta bersama dalam hukum
perkawinan Indonesia diatur pada Pasal 35-37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan. Pasal 35 berbunyi: (1) Harta benda yang diperoleh selama
perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami
dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau
warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak
menentukan lain. Pasal 36: (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat
bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. (2) Mengenai harta bawaan masing-

masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan

%41dris Ramulyo, Harta Gono Gini Mencari Formula Yang Adil Untuk Perempuan. (Jakarta:
Swara Rahima, 2006), h. 29-35.
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hukum mengenai harta bendanya. Pasal 37: Bila perkawinan putus karena
perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.>®

Sita marital adalah sita terhadap semua harta bersama, baik yang berada
dalam penguasaan suami ataupun penguasaan istri, tujuannya agar keutuhan
semua harta terjamin pemeliharaan dan keutuhannya dari kelicikan dan 1i’tikad
buruk salah satu pihak. Tindakan penyitaan atas harta bersama dalam perkawinan,
tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hak kepemilikan suami atau istri, tetapi
hanya sekadar menyimpan (arrest; beslag). Penyitaan ini merupakan tindakan
persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata. Barang-barang
yang disita untuk kepentingan penggugat dibekukan, ini berarti bahwa barang-
barang itu disimpan (diconserveer) untuk jaminan dan tidak boleh dialihkan atau
dijual. Hal ini termaktub dalam HIR Pasal 197 ayat 9 dan Pasal 199, Rbg Pasal
212, dan Pasal 214.%¢

Oleh karena itu, keberadaan sita harta bersama ini, karena pihak tergugat
akan melakukan perbuatan yang dianggap merugikan dan membahayakan
keutuhan harta bersama itu. Dengan adanya sita harta bersama ini, maka pihak
tergugat kehilangan wewenangnya untuk menguasai barangnya, dan apabila
terjadi pengambil alihan barang-barang yang disita tersebut, hal itu merupakan

perbuatan pidana sesuai dengan Pasal 231 dan 232 KUHP.*’

Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan
Peradilan Agama (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2016), h. 347.

*Mukhtar al-Shadiq, Sita Harta Bersama Tanpa Adanya Sengketa Perkawinan dalam Hukum
Perkawinan Indonesia.  http://mukhtar-nur.blogspot.co.id/2012/09/sita-harta-bersama-dalam-
hukum.html. (1 Februari 2018).

’pasal 231 (1) Barang siapa dengan sengaja menarik suatu barang yang disita
berdasarkan ketentuan undang-undang atau yang dititipkan atas perintah hakim, atau
menyembunyikan barang itu, padahal dia tahu bahwa barang itu ditarik dari sitaan atau simpanan
itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Pasal 232 (1) Barang siapa dengan
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Pembekuan (diconserveer) harta bersama melalui penyitaan di atas,
berfungsi untuk mengamankan atau melindungi keberadaan dan keutuhan harta
bersama atas tindakan yang tidak bertanggung jawab dari tergugat. Oleh karena
itu, titik berat penilaian yang harus dipertimbangkan pengadilan atas permintaan
sita harta bersama adalah pengamanan atau perlindungan atas keberadaan harta
bersama, dan tidak dititikberatkan pada faktor dugaan atau persangkaan akan
adanya upaya tergugat untuk menggelapkan barang tersebut, tapi lebih diarahkan
pada masalah pengamanan dan perlindungan harta bersama.%® Hal ini sesuai
dengan ketentuan Pasal 823 Rv berdasarkan asas kepentingan beracara (process
doelmatigheid), bahwa tindakan pengamanan meliputi: Penyegelan, Pencatatan
harta kekayaan, Penilaian harta bersama, Penyitaan harta bersama.

Tujuan utama sita harta bersama adalah membekukan harta bersama suami
istri melalui penyitaan, agar tidak berpindah kepada pihak ketiga.>® Oleh karena
itu, menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa dengan adanya penyitaan terhadap
harta bersama, baik penggugat maupun tergugat (suami dan istri) dilarang
memindahkannya kepada pihak lain dalam segala bentuk transaksi.

Perkara sita jaminan harta bersama putusan Nomor 2414/Pdt.G/2017/PA
Mks, pokok sengketa dalam gugatan ini ialah Penggugat bermaksud agar harta

bersama dalam perkawinan disita oleh Pengadilan Agama Makassar karena ada

sengaja memutuskan, membuang, atau merusak penyegelan suatu barang oleh atau atas nama
penguasa umum yang berwenang, atau dengan cara lain menggagalkan penutupan dengan segel,
diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.

8\ Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Cet. VII; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 369.

SMm. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan..., h. 369.

®0sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi VII (Cet.I; Yogyakarta:
Liberty, 2006), h. 64.
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sangkaan Tergugat akan mengalihkan harta bersama tersebut, terutama saat ini
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Oleh karena itu, penggugat
mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Makassar agar meletakkan
sita jaminan, yang muatannya tidak mengandung sengketa (disputes) maupun
pelaksanaan pembagian harta bersama.

Ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam
memutuskan  perkara sita jaminan harta bersama putusan Nomor
2414/Pdt.G/2017/PA Mks, dasar pertimbangan yang dimaksud adalah sebagai
berikut:

1. Tergugat merasa keberatan kalau objek sita tersebut dinyatakan berstatus
harta bersama, karena Penggugat tidak punya andil sedikitpun atas
pembelian maupun pengadaannya.

Sangkaan tergugat bahwa sebagai kepala rumah tangga dia berhak untuk
mengalihkan harta tersebut karena objek dimaksud dibeli atau diadakan oleh
Tergugat sendiri tanpa adanya andil dari Penggugat. Bahwa objek yang
dimintakan sita jaminan adalah dibeli atas gaji Tergugat sebagai Pegawai Negeri
Sipil, maka adalah hak Tergugat sebagai kepala rumah tangga untuk melakukan
perbuatan hukum antara lain Tergugat berhak untuk mengalihkan barang milik
Tergugat tersebut.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar berpendapat bahwa tidak
tepat dalil Tergugat yang menyatakan objek yang dimintakan sita jaminan bukan
berstatus sebagai harta bersama, karena Penggugat tidak punya andil dalam
pengadaannya. karena berdasarkan hukum, harta yang terkumpul dalam

perkawinan selain yang ditentukan menurut ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-
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undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah berstatus sebagai harta
bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.
Hasil wawancara dengan H. A. Majid Jalaluddin, hakim pengadilan Agama
Makassar menyatakan bahwa:
“Harta gono-gini adalah harta syarikah/bersama suami isteri tanpa

mempersoalkan siapa yang mengadakannya”.®!

Abdul Manan menyatakan bahwa, harta bersama merupakan harta
perkawinan yang dimiliki suami istri secara bersama-sama. Yakni, harta baik
bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh sejak terjalinnya hubungan suami
istri yang sah, yang dapat dipergunakan oleh suami dan istri untuk membiayai
keperluan hidup mereka beserta anak-anaknya, sebagai satu kesatuan yang utuh
dalam rumah tangga. Oleh karena itu, harta bersama adalah harta yang diperoleh
selama ikatan perkawinan berlangsung dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas
nama siapa.®?

Semua pendapatan atau penghasilan suami istri selama ikatan perkawinan,
selain harta asal dan/atau harta pemberian yang mengikuti harta asal adalah harta
bersama. Tidak dipermasalahkan apakah istri ikut aktif bekerja atau tidak,
walaupun istri hanya tinggal di rumah mengurus rumah tangga dan anak,
sedangkan yang bekerja suami sendiri.®® Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah

Agung tanggal 7 September 1956 No. 51/K/Sip/1956, bahwa menurut hukum adat,

61H. A. Majid Jalaluddin (63 tahun), Hakim Pengadilan Agama (PA) Kelas 1 Makassar,
Wawancara, Makassar, 03 November 2017.

62Abdul Manan, “Beberapa Masalah tentang Harta Bersama”, Mimbar Hukum, No. XXX,
Tahun 1997, h. 59.

8Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat (Cet. VII; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
2003), h. 60.
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semua harta yang diperolehkan selama berlangsungnya perkawinan termasuk
dalam gono gini, meskipun mungkin hasil kegiatan suami sendiri. ®*

Yahya Harahap menjelaskan, bahwa jika ditinjau sejarah terbentuknya
harta bersama, telah terjadi perkembangan hukum adat terhadap harta bersama
didasarkan pada syarat ikut sertanya istri secara fisik dalam membantu pekerjaan
suami. Jika istri tidak ikut secara fisik dan membantu suami dalam mencari harta
benda, maka hukum adat lama menganggap tidak pernah terbentuk harta bersama
dalam perkawinan. Dalam perjalanan sejarah lebih lanjut, pendapat tersebut
mendapat kritik keras dari berbagai kalangan ahli hukum sejalan dengan
berkembangnya pandangan emansipasi wanita dan arus globalisasi di segala
bidang. Menanggapi kritik tersebut, terjadilah pergeseran konsepsi nilai-nilai
hukum baru, klimaksnya pada tahun 1950 mulai lahirlah produk pengadilan yang
mengesampingkan syarat istri harus aktif secara fisik mewujudkan harta bersama.
Syarat tersebut diubah dengan nilai baru seperti yang terdapat dalam Putusan
Mahkamah Agung RI Nomor: 51 K/SIP./1956 tanggal 7 November 1956.%°

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 dan 36 di atas, maka UU No. 1 Tahun
1974 tidak menganut asas percampuran atau penyatuan harta akibat adanya
perkawinan, sehingga harta bawaan, hadiah, dan warisan suami dan istri terpisah
dan tetap di bawah penguasaan masing-masing dan merupakan hak sepenuhnya,
sepanjang para pihak tidak menentukan lain melalui perjanjian perkawinan.
Sedangkan  harta  bersama  yang diperoleh  selama  dalam  ikatan
perkawinan, menjadi milik bersama suami istri, tanpa mempersoalkan siapakah

sesungguhnya yang menguras jerih payahnya untuk memperoleh harta tersebut

84putusan Mahkamah Agung tanggal 7 September 1956 No. 51/K/Sip/1956

8Yahya Harahap, Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan
Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993). h. 194.
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serta dikuasai dan dikelola secara bersama dan masing-masing suami istri
merupakan pemilik bersama atas harta bersama tersebut.
2. Tergugat terbukti telah menjual satu unit sepeda motor tanpa sepengetahuan

Penggugat;

Penjualan sepeda motor yang dilakukan oleh tergugat tidak sepengetahuan
Penggugat, dan penjualan itu dilakukan oleh Tergugat karena memandang enteng
kedudukan Penggugat sebagai istri, apalagi Tergugat selalu mengatakan kalau
gajinya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang digunakan membeli barang-barang
yang ada; Bahwa selain telah menjual sepeda motor, Penggugat juga mendengar
berita Tergugat akan menjual rumah harta bersama.

Salah satu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar
bahwa untuk meminta sita jaminan atas harta bersama sebagaimana tersebut
dalam dalil-dalil gugatan, Penggugat cukup mempunyai alasan antara lain
Tergugat terbukti telah menjual satu unit sepeda motor tanpa sepengetahuan
Penggugat; Menimbang, bahwa menurut Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam Suami
atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau

memindahkan harta bersama.

Keberadaan harta bersama dalam perkawinan semata-mata ditujukan
untuk memenuhi kebutuhan suami dan istri secara bersama-sama beserta anak-
anak mereka, sehingga penggunaan harta bersama harus atas persetujuan bersama
suami dan istri, tidak boleh dikuasai secara sepihak dan semena-mena. Oleh
karena itu, apabila ada persangkaan atau terindikasi adanya tindakan
penyalahgunaan oleh salah satu pihak di antara suami atau istri, dengan
memindahtangankan kepada pihak lain, memboroskan atau menggelapkan atas

harta bersama tersebut, maka undang-undang memberikan jaminan agar keutuhan
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harta bersama dalam perkawinan itu tetap terlindungi dan terjaga melalui upaya
“penyitaan” atas permohonan yang diajukan pihak suami atau istri serta pihak
yang berkepentingan kepada pengadilan.®®

Merespon dinamika perkembangan hukum yang hidup dalam masyarakat
di atas, maka masalah sita harta bersama dalam perkawinan di luar sengketa
perceraian secara tegas termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal

95 menyatakan, bahwa:

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2), suami atau istri dapat
meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta
bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu
melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama
seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya. (2) Selama masa sita dapat
dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan
izin Pengadilan Agama.”®’

Pasal 136 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, bahwa:

“Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat
atau tergugat, Pengadilan Agama dapat:

a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.

b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-
barang yang menjadi hak bersama suami-istri atau barang-barang yang
menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.”®®

Adapun yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
Pasal 24 ayat (2) huruf c adalah:

%Muknhtar al-Shadiq, Sita Harta Bersama Tanpa Adanya Sengketa Perkawinan dalam Hukum
Perkawinan Indonesia.  http://mukhtar-nur.blogspot.co.id/2012/09/sita-harta-bersama-dalam-
hukum.html. (diakses pada tanggal 1 Februari 2018).

5"Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Islam (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,
2015), h. 51.

8Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Islam (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,

2015), h. 65.
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“Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-
barang yang menjadi hak bersama suami-istri atau barang-barang yang
menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.”®

Pasal 91 KHI juga menentukan tentang bentuk kekayaan bersama, yaitu;

“(1) harta bersama sebagaimana tersebutdalam pasal 85 dapat berupa benda
berwujud atau tidak berwujud; (2) harta benda berwujud dapat meliputi benda
yang tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga; (3) harta benda
tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban; dan (4) harta bersama
dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan
pihak lainnya”.

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa sudah ada nuansa modern dalam
menentukan harta kekayaan bersama dalam KHI, misalnya telah dimasukkannya
surat-surat berharga, seperti polis asuransi, bilyet giro saham, dan sejenisnya
dalam kategori harta bersama. Dalam hal tersebut, tampaknya KHI dari sejak dini
telah mengantisipasi problematika perekonomian modern dalam menyongsong
abad modern ini. Hal yang perlu dicatat lagi bahwa KHI (Pasal 95 tersebut) telah
mengantisipasi apabila salah satu pihak (suami atau istri) pemborosan; judi,
mabuk, dan lain-lain yang merugikan dan membahayakan serta
dikhawatirkan memindah tangankan pihak ketiga harta bersama tersebut. Dalam
hal demikian, pihak suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk
melakukan sita harta bersama tanpa adanya permohonan cerai.

Selama masa sita tersebut dapat dilakukan penjualan harta bersama untuk
kepentingan keluarga, rumah tangga, istri dan anak-anaknya, maka hakim
memiliki otoritas untuk menangani dan menjaga agar harta tersebut dengan

meletakkan sita harta bersama. Selain itu, otoritas yang diberikan kepada hakim

8Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Peradilan
Agama, h. 832.
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adalah untuk mengendalikan atau setidak-tidaknya mengurangi kebiasaan suami
atau istri melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh syariat Islam.

Berdasarkan data yang ada dan analisis yang dilakukan terhadap putusan-
putusan yang dihasilkan oleh hakim di di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah
Sulawesi Selatan, ada dua karakteristik putusan-putusan yang dilahirkan oleh
hakim-hakim Peradilan Agama di lingkungan Peradilan Agama Sulawesi Selatan.
Karakteristik tersebut adalah:

Pertama hakim-hakim di lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi
Selatan berperan menerapkan apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-
undangan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini hakim Peradilan Agama
berperan sebagai corong undang-undang. Seperti yang terjadi dalam kasus
putusan hukum Nomor 2414/Pdt.G/2017/PA Mks tentang sita jaminan harta
bersama. Hakim memutus hukum hanya berdasar kepada pasal-pasal yang tertera
dalam undang-undang, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini disebabkan
oleh aturan hukum tersebut sudah jelas dan tidak membutuhkan tafsiran lagi. Hal
ini sesuai dengan yang dikatakan Bagir Manan bahwa hakim wajib menerapkan
menurut bunyi dan susunan kaidah dalam hal, kata atau kata-kata dan susunan
kaidah sudah jelas. Hal ini sesui dengan yang dikatakan lbnu al-Qayyim al-
Jauziyyah bahwa dalam hal hukumnya sudah jelas seperti perkara-perkara yang
wajib dan haram yang secara gat}’i telah ditetapkan oleh syariat, maka hukum
model ini tidak mengalami perubahan dan tidak menyediakan ruang bagi ijtihad
lain yang berbeda. Dalam arti bahwa apa yang tertera dalam teks-teks peraturan
perundang-undangan diterapkan sesuai teksnya dan tidak diperkenangkan

memberi interpretasi atau penafsiran yang lain.
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Kedua, hakim memutuskan perkara dalam kasus, di mana hukumnya tidak
jelas maka hakim akan menafsirkan hukum atau Undang-undang melalui metode
penafsiran hukum interpretasi komparatif (muga>ranah) yakni membandingkan
satu aturan hukum dengan aturan hukum yang lain untuk ditemukan mana yang
terbaik (istihsan), atau mana yang paling cocok antara ke dua aturan hukum
tersebut. Hal ini seperti tergambar dalam kasus putusan hakim dispensasi nikah.
Hakim dalam kasus penetapan perkara No. 21/Pdt.P/2017/PA Sidrap
mengabulkan permohonan dispensasi nikahnya berdasarkan dengan bunyi undang-
undang No. 1/1974 pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa: “Dalam hal
penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada
Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria

maupun pihak wanita”.

Sementara dalam kasus yang sama yaitu permohonan dispensasi nikah
penetapan Nomor 100/Pdt.P/2015/PA Sidrap. Permohonan tersebut ditolak dengan
berdasar kepada Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan yang mengatakan bahwa, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria
sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah
mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Berdasarkan keterangan di atas, hakim dalam menghadapi permasalahan
hukum yang sama yaitu tentang dispensasi kawin memilih salah satu aturan
undang-undang yang paling sesui untuk diterapkan. Penerapan undang-undang no
1/1974 pasal 7 ayat (2) dalam kasus pertama yang diterima penatapan dispensasi
nikahnya, karena hakim menilai bahwa kondisi calon pengantin wanita memang
sudah pas untuk menikah sebagaimana yang telah disebutkan pertimbangan-

pertimbangan hukumnya di atas. Sementara dalam kasus kedua penerapan
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undang-undang no 1/1974 pasal 7 ayat (1) yang ditolak pemohonan dispensasi
kawinnya karena sesuai dengan kondisi calon pengantin perempuan yang belum
siap untuk melangsungkan pernikahan yang ditandai dengan jawaban gelengan
kepala ketika ditanya oleh hakim apakah sudah siap untuk membina rumah
tangga.

Terkait dengan teori Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yang menegaskan bahwa
faktor yang terpenting untuk merumuskan ketentuan hukum, atau penetapan
hukum harus dikaitkan dengan lima hal yakni: al-azmina (situasi zaman), al-
amkinah (situasi tempat), al- ahwal (kondisi) al-niyat (motivasi/ niat), dan al-
awaid (adat-tradisi). Semua ini, mempengaruhi adanya pengembangan hukum.
Mungkin saja suatu ketetapan hukum telah ada di masa lalu namun karena masa
dan situasi sekarang berbeda dengan yang lalu, maka hukum itu berubah untuk
lebih dikembangkan. Atau dalam kasus yang sama akan tetapi ah}wa>| atau
kondisi yang bersangkutan berbeda, maka penerapan hukumnya juga berbeda.

Selanjutnya Analisis Putusan Nomor 73/Pdt.G/ 2013 PA. Pare dan Putusan
Banding Nomor 55/Pdt.G/2013/ PTA Mks tentang Nafkah Iddah. Hal yang
menjadi dasar pertimbangan Majelis hakim ditetapkannya pemberian nafkah iddah
adalah asas kemanfaatan dan asas keadilan agar tidak memberatkan pihak suami
dan tidak menzalimi pihak isteri. Hakim dalam putusannya memberikan nafkah
iddah sebesar 600 ribu (enam ratus ribu rupiah), selama tiga bulan, atau 200 ribu
perbulan.

Lain halnya dengan pertimbangan majelis hakim ditingkat banding Pengadilan
Tinggi Agama Makassar yang menyatakan bahwa, namun demikian

Termohon/Pembanding dalam hal pelayanan dan pengabdiannya sebagai istri
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dari Pemohon/Terbanding selama perkawinannya yang hingga sekarang kurang
lebih 23 tahun harus memperoleh keadilan. Oleh karena itu, hakim banding tidak
sependapat mengenai besarnya sesuai kesanggupan Pemohon dalam repliknya
sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah ) selama 3 bulan, karena dianggap tidak
layak dan tidak patut apabila dibandingkan dengan biaya hidup sekarang sesuai
dengan maksud disyariatkannya nafkah iddah tersebut, sehingga menurut hakim
banding yang layak dan patut adalah sebesar Rp. 1.000.000,-( satu juta rupiah) setiap
bulan sehingga berjumlah Rp. 3. 000. 000 ( tiga juta rupiah) selama 3 bulan.
Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat dikemukakan bahwa hal yang
paling urgent dalam memtuskan perkara nafkah iddah adalah dengan
memperhatikan tujuan dan asaz hukum tersebut, yakni asas keadilan,
kemampaatan dan kepastian hukum. Dari segi asas keadilan hukum, harus
dipertimbangkan kedudukan isteri sebagai menager dalam rumah tangga,
meskipun pada dasrnya dia tidak terlibat langsung dalam hal mencari nafkah akan
tetapi segala urusan domestik rumah tangga sang isterilah bertangung jawab. Oleh
sebab itu, suatu ketidakadilan manakalah terjadi suatu perceraian dan perceraian
tersebut bukan murni kesalahan dari si isteri, si isteri tidak mendapat nafkah iddah
atau dia mendapatkan akan tetapi tidak sepantasnya yang dia dapatkan. Dalam
keadaan seperti ini, si isteri harus memperoleh keadilan dengan memberikan
nafkah iddah dan mut’ah yang layak. Oleh sebab itu, yang lebih tepat adalah
pemenuhan kebutuhan (makan, pakaian dan tempat tinggal), bagi istri harus
disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebiasaan setempat, tentunya di

samping kemampuan suaminya
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Landasan teori pemikiran Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah tentang perubahan
hukum terhadap perkembangan sosial hukum Islam pada prinsipnya mengacu pada
hakikat syari’at Islam yang senantiasa berorientasi pada kemaslahatan manusia.
Syari’at dihadirkan di bumi melalui Rasulullah bertujuan untuk mewujudkan keadilan
hukum, kemaslahatan, dan kebajikan. Oleh karena itu, setiap ketentuan atau aturan
hukum yang tidak memenuhi asas keadilan, dipandang bertentangan dengan syari’at
Islam.

Dengan demikian berdasarkan pemaparan di atas, pemikiran lbnu al-
Qayyim al-Jauziyyah tentang perubahan hukum terhadap perkembangan sosial
hukum Islam sebagian sudah terkontekstualisasi di lingkungan Peradilan
Agama wilayah Sulawesi Selatan. Yaitu, penetapan tentang dispensasi kawin
No. 21/Pdt.P/2017/PA Sidrap dan penetapan No. 100/Pdt.P/2015/PA Sidrap
dan putusan putusan banding Nomor 55/Pdt.G/2013/ PTA Mks tentang Nafkah

Iddah.
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